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ABSTRAK

Antc Wibowo, Kresno. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bank Sebapai
Pelaku Keiahatan Di Bidang Perbankan {Aspek Hukum Pidana Pemberian
Release And Discharge Pada Kasus Penyalahgunaen Bantuan Likuidifas Bank
Indonessa)” Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesis, 2009, ix +
106 halaman. Bibliografi 88 (1965-2008%).

Program Bantuan Likwditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksedkan
untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat
krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank-bank
penerimanya. Fenomena ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan
dan pelakunya di Indonesia, yang semula hanya melibat bank sebagai pihak yang
dirugikan {korban} namon kini telah menempatkan bank {maupun pengurusnya)
sebegai pelaku kejahatan di bidang perbankan. Yang menjadi pormasalahan
adalah bagaimana kebijakan hukum pidens dalam hukum positif terhadap bank
sebagai pelaku keizhatan di bidang perbankan, kemudien dikaitkan dengan
kebijgkan pemberian refease and  discharge, serta bagsimana  sebaiknya
perumusan kebijakan hukum pidana dalam ranpka pembaharuan perundang-
undangan ¢ masa yang akan dalang, Dengan demikian tujuan penslitian ioi
adalah mengkaji kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam hukum positif,
kemudian menganalisa penerapan (aplikasi) kebijakan hukum pidana berkaitan
dengan pemberian refease and discharge, serta mengevaluasi konsep kebijakan
hukum pidana terbadap bank sebapai pelaku kejahatan di bidang pertankan dalam
ranpgka pembabaruan hulkum. Pepeliian i menggunaksn meiode penelitian
kepustakaan dengan dalz sekunder sehagal sumber datanya. Hasil penelitian
mennnjukkan bahwa kebiyjakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku
kejahatan di bidang perbankan schagafmana yang terdapat pada Undang-Undang
tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubab
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1898) termyata lebih ditujuksn kepada
subjek manusia (pengutus bank, vang diperluas hingga mencakep pihak
terafiliasi), sedangkan terhadap bank (korporast) adalah berwujud pada kebijakan
yang sifatnya non penal (sanksi administratif). Selanjutnya berkaitan dengan
pembearian relegse and discharge berdasarkan Instruksi Pregsiden Nomor § Tahun
2002, ditihat dari sudut kebijakan (policy) merupakan kebijkan yang sifatnya
mtegral dengan program pembangunan nasional pada saat itu, sehingga membaws
perubaban arsh kebijakan hukom pidana peda fehap aplikasi (penegakan hukum).
Pada akhirnys dapat distmpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terbadap baok
sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan pada tahap legishasi maupun tahap
apilkasi ternyata dirasakan masih lermsh dan cenderung berpibek kepada
kepentingan korporasi. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan undang-undang
perbankan yang meliputi kriminalisasi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana
perbankan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penjatuban sanksi pidana
dengan mekanisme penyelesaian di luar persidangan (out of cour?) terhadap bank
sebagai sebagal pelaku kejahatan di bidang perbankan. (Kresno Antis Wibowa).

Kata kunei .
Kebyjalan, Hukum Pidana, Kejahatan Perbankan.
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ABSTRACT

Anto Wibowo, Kresno. “Penal Policy againts Bank as the Offender of Criminal
Banking (Criminal Law Perspective about Release and Discharge Policy in Case
of Abuses of Bank Indonesia Liquidity Support)” Tesis, Magister, Faculty of Law
Universitas Indonesia, 2009, ix + 106 halaman. Bibliografi 88 (1965-2008).

Bank Indonesia Liquidity Support program (BLBI) that is meant to help
banks that strucking a snag liquidity upon happening monetary crisis on year 1997
but misused by bank its receiver. This phenomenon have opened new dimension
in criminal offenders at Indonesia, which just originally see bank as side as
harmed (victim) but is now have placed bank (and also its executive corporate) as
subject at criminal banking. One that as about problem is how penal policy that
most decants in law to bank as the offender of criminal banking, then concermed
by application release and discharge policy, and how better penal policy
formulation to bank as the offender of criminal banking in order to reconditioned
legislation at proximately. Observational intent thus it is analyses penal policy that
is decanted in positive law, then analyses implementation (application) penal
policy gets bearmg with application release and discharge, and evaluates penal
policy concept to bank as the offender of criminal banking in order to
jurisdictional reconditioned. This research utilize bibliographical research method
with secondary data as source of its data. Result observationaling to point out that
penal policy to bank as the offender of criminal banking as it were that there be on
Banking Act (Act Number 7/1992 as it were changed by Act Number 10/1998)
apparently more being addressed to subjek man (bank administrator, one that
expanded until ranges the affiliation person), meanwhile to bank {corporation}) are
tangible on policy that its character non penal (administrative sanction). Hereafter
gets bearing with application release and discharge base Presidential Instruction
Number 8/2002, seen from policy perspective, its constituting policy that its
character integral with national program development at that moment, so taking in
changing penal policy aim on application phase (criminal law enforcement) to
arsonists at banking area. On eventually gets to be concluded that criminal law
policy to bank as as the offender of criminal banking on legislation phase and also
application phase apparently been felt still frail and tend gets to side to
corporation behalf. So it needs to update the rules (Banking Act) with that covers
criminalisation some conduct as acts banking crime, inserted its corporate
criminal liability, and punishment with a mechanism of out of court system to
bank (corporation) as the offender of criminal banking, (Kresno Anto Wibowo).

Keywords :
Policy, Criminal Law, Criminal Banking
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan di bidang perckonomian temyata tidak selalu
membawa dampak positif semata, Sisi kin dari kemajuan pembangunan di bidang
perckonomizn adalah efek negatif berupa perkembangan fenomena kejabatan
dengan karakteristik mengikuti laju pertumsbuhan ekonomi itu sendiri.!

Permasalahan  kejahatan  dalam  konteks pembangunan ekonomi ini

sebeparnya lelah lama diblcarakan. Dulam kongres PBB  Ketuivh tentang

Prevention of Crime and the Treatment of the Offenders i Milan pada tabhun 1983,

telah dikemukskan babwa .. o new dimeassion of criminality is the very
substansiol increase in the financial volume of certein cosvensiond econonie

erime™?

Kejahatan ini jarang atau tidak dilakukan dengan kekerasan fisik tetapl
lebih sering berkedok fegitimate economic gerivities, namun demikian mempunysai
dampak yang sangat negaiif pada perckonomian nasional. Kejahatan ini dapat
dinarnakar kejahatan ekonomi (economic Cf‘fm@£).3

Salah satu bagtan dari kejahatan ekonomi tersebut adalgh kejahalan di
bidang perbankan. Hal ini disebabkan karena bank memiliki peranan yang
strategls sebapai penggerak roda perekonomian di suatu negara, baik dan segi
pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, peageraban dans maupun
penyaluran kredit kepada masyarakat, schingga menjadikan lembaga perbankan

sebagal posisi seniral dalam pembangunan nasional, fermasuk Indonesia, Dengan

' Berbeda dengan pendapal lama (pendekatan dengan hubungan nepatif) vang melilint
keishatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi {yang berarti puls babnes
apablla keadasn ckonomi membaik, kejahatan akas menurun), maka dalam pendekatan hubungan
positif {direct relarionship) melihat bahwa pejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari
kegiatan dan periumbuban ckonemi. Likat pendapat Mardjonie Reksodiputre dalam Kemgiuon
Pambangunaen Fhonemi dun Kejaheron (Jakariz © Pusst Pelavanan Keadilan dun Pengabdian
Hukum, 2007), hal. 42,

* Ibid

Y ibid,
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i

dentikian sudah dapat diperkirakan lemahnya dunia perbankan pasti akan
berpengaruh terhadap perekonomian negara.’

Keadaan ituiah yang teriadi pada era krigis moneter pada tahun 1997 yvang
ditandal dengan ambruknya sejurmlah bank nasional akibat kelangkaan Hikuiditas
sehingga Iahirlab kebijakan pengucuran Rantuan Likuiditas Bank Indonesia
(RLBD. Masalah BLBI sendiri sempat menjadi komoditas politik akibat proses
penyelesalannya yang tidak kunjung selesai sementara negara telah menghabiskan
dana tidak kurang dari Rp. 702,35 triliun untuk rangkalan program penyehatan
perbankan nasional yang terdiri dari pengucuran BLBI sebesar Rp. 1445 triliun,
obligasi rekapitulasi perbankan Ryp. 425,5 triliun, program penjaminan perbankan
Rp. 73,8 triliun, dana tlangan Rp. 4.9 triliun, dun dana rekening 502 sebesar
Rp. 53,8 triliun.® Jumlah terscout kian bertambah karena obligasi rekapitulasi
ditambah dengan buaga menjadi sekitar Rp. 600 trilhn (dan masih (erus
bertambah seiring penundaan pembayaran ulang vang dilakukan pemeriniah
hingga jatuh tempo pada tahun 2020) selingpa negara dan rakyat yang harus
menanggung melalui cicilan setiap tahun sebesar Rp. 35 — 40 triliun pada APBN.®

Kronologis pengucuran BLBI kepada sektor perbankan bermuta dar krisis
elkonomi yang secara unium terjadi pada negara-negara Asia di pertengahan 1ahun
1997. Diawali dengan terpukuinya nilal rupiah terhadup dolar, menyusul jatubnya
nilal bath di Thailand. Hal ini memicu aksi spekulan mata uang untek menycbar
dan menghantam Malaysia, Korea, Filipina dan Indonesia. Selain aksi spekuolan,

penvebaran krisis juga terjadi akibat spillover, yakui dampak keterkaitan

M. Arief Amiraiiah, Politik Hidum Pidere dolem Perlindugan Korban Kejahatan
Ekononsi oi Bidang Perbankan {Malang : Bayursedia Publishing, Edisi Revisi, 2007}, bal. 9.

* Surat Hak Interpedast Anggota DPR-RI tethadap Penyelesaian Kasus Kredit |ikuiditas
gBank Indonesia dan Dantuan Likeidiay Bank Indenesiy tertanggal | R September 2007,
Jumiah tersehut berbeda dengan versi pemerintah sebagaimana jawsban Interpelasi melabud
Menteri Keuangan pada tengeal 12 Febroari 2008, di mana jumiah utasg nepara terkail program
penyebatan perbankan adalah schesar Rp. 6403 iriliun yang terdirt dari Rpd228 1riliss
diterbritkan untuk rekapitalisasi empat bank BUMN sebesar Rp.279.4 triliun, rekapiwlisasi bank
swasts (fermasuk 6 bank ke overy Rp. 141,96 triliue (33,6%) dan rekapialisasi 12 BPD sghosar
#p1.23 trilian {0.29%:) Jumilsh tersehutr berbentuk SUN (Sumst Utang Negara) vang dapat
diperdagangkan. $isanya, sebanyak Rp.218,3 witiun diterbitkan dalam kerangka perjamings dan
restrukiurispsi perbankan berupa surat wiang kepada BI yang ddak daput diperdagangkan, wrdis
dari Rp.144,3 wiliue merupakan penyelesaian BLBI dan Rp.53 .8 witiun merupakan pembiayaan
grogram penjaminan. Scdengkan Rp 20 willen memspakan posyerfaan modal negara kepada PT
Bank Exim (Persero) vang juga merupakan konversi BLBIL

§ Avitiani, “Mengupayakan Penyelesaian BLBI dan Obligasi Rekap Rank dengan
Political Wil Pemerintah”™, dalam Marwan Batubare, dkk., Skawdal RLB# : Ramoi-Ramai
Merampok Nesara (Jakaria ; Haskal Media Center, 2008), hal. 349,
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perdagangan {{rade linkages) antar negara di mana devaluasi di suatu negara akan
berimbas pada partwer dagengnys (negara-negara Asia lainnya, termasuk
Indonesia).

Mengatasi bal itw, Bank Indonesia {B]) melakukasn sejuniah upaya untuk
meredam gejolak rupiah, di antaranya adalah meningkatkan tntervensi {erhadap
nilai tukar rupiah, menaikkan suky bunga, dan menghentikan sementara {ransaksi
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Melalui berbagal langkah, BI berupaya
mengetatkan likuiditas (membatasi jumiah vang bersdar) apar nilai rupiah dapat

distabilkan. Namun kebilakan moneter tersebut tidak berhasil mengaiasi krisis

vang teriadi, bahkan menguras habis cadangan devisa negara dalam waktu singkat,

di mana dalam waktu tiga barl negara harus mengeluarkan dana sejumlah
USRS 500 juta untuk membantu posisi nilal tukar rupiah dengan mengintervenst
pasar uang. Akhirnya BI mengambil kebijakan kurs mengambang {mengheniikan
intervensi} vang mengakibatkan nilai rupiah terus tertekan terhadap dolar.
Kebijakan pemerintah untuk menaikikan tingkat suku bungs membuat bank
mengalami kelangkaan likuiditas (persediaan uang) sehingga membual bank
menghimpun dana dari masyarakat melalui peningkatan suku bunga deposito.
Akan tetapi kenaikan suku bunga deposile ini juga menyebabkan naiknva suku
bunga pinjaman. Akibainya kredit bermasalsh atau sqon performing loan pun
bertambah karena sejumlah kreditor fidak sanggup membayar vtang-ntangnya.
Kesulitan likuiditas juga membuat banyak bank melanggar ketentuan Giro
Wajib Minimum’ di Bank Indonesia. Kelangkaan likuiditas juga mengakibatkan
banyak bank mengalami kalah kliring® atau saldo rekening gironya di BI berady
dalam posisi debet/minus. Berita mengenai kalab kliring sejumiah bank ini
ditambah dengan rumor lain seperti bank yang rugt dalam ransaksi valas dan

larinya beberapa bankir ke luar megeri (copital flight] memicu keresahan

! Giire Wajlb Minimum merupakan dang cadangan yang wajib disetorkan setiap bank ke
Bank Indeasesia agar dapat mengiku kiiving, yaog jumial minimuninya pada wakis ite ditetapkan
gehesar 3%,

¢ Kiiring adaiah proses yang smenunjukkan posist 1agihan dan kewajiban yaog dimiiiki
seriap bask kepada bank hmnya (menerimy pembayacan dun sebaliknya melakukan pembayaran).
Proses kliring waunmys dilakukan setisp hari i fembaga penyelenggara kiiring, vaiiu Bi sy
bank lain yang ditunjuk Bl Dengan penarikas dana besar-besaran oleb nasabali menyebabkan
posisi pembayaran seiumiah bank menjedi berkedudukan negatif {overdraf?), artinys jumish
kewaliban yang harus dibayarkan bank tersebut febih besar daripada jusndah pembayaron yang
diterima. Dioyatakan bank tersebut mengatami kadab kliring.
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masyarakat atas kondisi perbankan nasional dan akhimya mengakibatkan
terjadinya rusk {penarikan uang dari bank secara serentak}). Aksi rush tersebut
membuat persediaan likuiditas pada sejumlab bank ferkuras sehingga kesulitan
membayar dane nasabahe-nasabaknyz dan pada akhimya membutuhkan bantuan
dari Bank Indonesia sebagai the fender of the last resort.”

Situasi tersebut akhirnys membuat pemevintah mengambil kebijakan
mengucurkan Bantuan Likuiditas Rank Indonesia (BLBI) kepada bank-bark yang
membutuhkannya. BLBI disalurkan melalul mekanisme kliving, vaitu penalangan
vang dilakukan BI terhadap bank yang tidak mampu melunasi kewajiban-
kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnys nasabah.'’ Dengan
demikian pengucuran BLBI dituyjukan untuk menjamin pembayaran dana nasabah
oleh bank bersangkutan sehingza diharapkan masyarakat dapat  pulik
kepercayaannya terhadap perbapkan.

Semula program BLBI dimaksudkan uptuk membantu bank-bank yang
sehat namup mengalami kesulitan bkuiditas dengan harapan kondisi perbankan
nasional yang krisis dapat disclamatkan.'’ Kenyataannya, BLBI juga dikucurkan

kepada bank-bank vyang tidak sehat. Bahkan ferjadi penyimpangan yang

? Istilah #he Jender of the fast resort terfang datam Letter of fnient dengan IM¥
{Internationa) Monetary Fund} tertanggal 15 Januarl 1998 tentang pentingnya fguidity suppoit
(hantuan Jlkoiditas) Bl kepada perbanken dalam Ningsinya sebagal the fender of the Jast resont
{penyediz pinjaman dans rakhi. Isilab tersebut merujuk kepada kewajiban Bank Indonesia
untsk memberikan bastuan kepada bank dalem siwasi darurar berdasarkan pelaksanaan wigas
mepury peramran perupdang-undangsn yang berlaku pada wakta #fu yakni Pasal 32 ayat (3)
Undang-Undang Nomor {3 tahun 1968 tenteng Bank Seatral,

"9 Bi.B1 pads dasarnyn adalah bantuun pinjaman dana vang diberikan B kepada sejusiah
baok yeng mengalami kesulitan likuidias atau krisis peesedian vang ssat terjadinya koisis moneler
pada tshun 1997 melalui berbagad fistlitas perbankas, antara ks Fasilitas Saido Debst {hank e
diizigkan tetap mengikut kiieing meskipon saidonys berada pada posisi segadf aiau overdral),
Fasilitas Diskemto [ dan Tt {pembetian sutat berherga berupa promes dan aset bank untuk
mengkonversi saldo debet bank}, Fasilitas Surat Berbarga Pasar Uaag Khusus (pembelian promes
nasabab pada bank-bank vung bderseido debet dengan perjaniian bank tersebul wajib mombeli
kembali pada waktu vang ditentukan), New Fasititas Diskento (hampir ssma dengan fasilites
diskonto wamen dengan Jangks wakiu pengessbalian iebih lama), Fasiiitas Salde Oobel
{pengikatan hukum atas salde debet vang dilakukan sebelumoya dengan akea pengakoan wang dan
akta pengakuan wang dengan fzminan), Fasilitas Dana Talengan Rupish (pepalangan atas dana
nasabah 16 bank yang dilikuidazi pemariniah) dan Dana Talangan Valas {peoatangan atas ulang-
utang perbankan swasta dalam negeri terhadap pihak perbankan luar negeri berdasarkan
pelaksanaan Frankfurt Agreenent sanggal 4 Juni 19598). Lihat Macwan Batubara, “Definiyi dan
Pengertion BLBI", dalam Marwan Batvbara, Op. Cit, hal 4 - 7,

" perunjul Presiden Subarto pada Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekonomi, Kenangan
dan Pengawasas Pembangunan {Ckkeuwashang} tanggail J Sepiember 1997 tentang Langkah
Ketahanan Ekonomi Musional.
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Ludi

merugikan keuangan negara, baik dalam penyaluran BLBI  maupun
penvalahgunaan dana BLBI oleh pihak perbankan.

Hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuvangan (BPK) yang
dilakukan sejak akhir Febroari 2000 sampail dengan 31 Juli 2000 {dengan penode
audit sejak bank-bank menerima BLBI sampai dengan 29 Januvari 1999) terhadap
4% bank penerima BLBI, mencakup 3 Bank 7axe Over (BTO), 15 Bank Dalam
Likuidasi (BDL), 10 Baosk Beku Operasi (BBO), dan 18 Bank Beku Kegiatan
Usaha (BBK U}, menemukan bahwa terdapat penyimpangan dalam hal penyaluran
BLBI yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 138.4 triliun alan
95,8% dari total dana BLBI vang berjumlah sebesar Rp. 144,35 triliun. Sedangkan
dalamm hal penggunaan dana BLBI, ferdapat penyimpangan yang berpolensi
merugikan keuangan negara sebesar Rp. 84,842 iriliun atau sebesar 58,7% dari
total dana BLBI vang dikucurkan. '

Terjadinya penyvimpangan dalam penggunaan dana BLBI dissbabkan
karena bank telah menyalahgunskan dana BLBI yang scharusnya hanya untuk
kepentingan pembayaran dena nasabah, namun digunakan untuk kepentingan
lsinnya seperti melunasi piniaman dan kewapbsn vang tidak dapat dibuktikan
kebenarannya, membayar utang kepada kelompeok usahanya sendiri, transakst
surat berharga, melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, membiayai
kontrak derivatif barn, membiaval ekspansi kredit, membiayai investasi dalam
bentuk aktiva ietap, dan membiayal overkead {biaya operasional bank). Selans i
terdapat indikasi bahwa dana BLBI digunakso bank untuk pemberian kredit
kepada kelompok useha sendini (suwbsidiary compaonies) vang melanggar ketealuan
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit {(fegal lending {inity. Penyimpangzan
tersebut terjadi karena penyaluran BLBI dilakuken melalui mekanisme kliring,
menychabkan Bl tidak dapat mengetalud apakah BLBI digunakan sepenuhnya
untuk menangpulangi kesulitan likuiditas akibat rush nasabah atau justru untok
kepentingan grup pemilik bank."

Berdasarkan uraian kronologis di atas nampak bahwa pengucuran BLET

telah menimbulkan faktor kriminogen yakni penyvebab terjadinya kejabatan, di

S BPK-R). Hasil Audit hivesiigayi aras Penyaluran dan Penggunaan BLBEI {Laporan
Augdit No{mar 0673 Auditama IMAVYVIZ2000, tungzal 31 Juli 2000).
* ibid.
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meana telah menempatkan bank (maupun pengurusnya) sebagai pelaku kejahatan
di bidang perbankan. Fenomena ini menurut Mardiono Reksodipuiro telah
membuka dimensi baru dalam wajah kejshatan dan pelakunya di Indonesia, yang
mana selams inl umumnya hanya melihat bank sebagai pihek yang dirugikan
{korban} semeniara bank sebagal pelaku kejahatan kurang mendapat soroten,
tarlebih dikarenakan bank merupakan suatu korporasi {Juridic person). H
Permasalahannya adalah bapaimana kebijakan hukom pidana mengatur
mengenal hal tersebut. Apabila kifa lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentung Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1998 memang sudah terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap
berbagai perbuatan vang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan, Akan tetapi
tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bank (selaku korporasi) sebagu
pelaku kejahatan perbankan. Dengan kata lain bank sebagai subjek tindak pidana
perbankan befum diakui eksistensinya dalam undang-undang tersebut.
Kebijakan legistatif {peraturan perundang-undangan) pada undang-undasg
perbankan yang belum mengakui cksistensi baonk sebagai pelaku kejahatun
perbankan  secarg  tidak  Jangsung membawa implikasi  yuridis - terhadap
penyelesaian kasus BLBI melalui mstrumen (peradilan) pidana. Hal ini dapat
dilihat pada kebijakan yang diambil pemerintah melalui jalur ot of cowr
seftfemens  (penyelesaian di lvar pengadilan) ® yakni dengan mekanisme
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Szham (BKPS). Usulan PKPS diputuskan
pertama kali dalam Rakor Pengawssan Pembangunan pada tanggal 21 Agustus
1998 di mana salah satu pertimbangannya yakni proses hukum atas pelanggaran
(Batas Maksimum Pemberian Kredit) BMPK dan BLBI akan berjalan lama dan

tidak jelas tingkat pengembaiian komersiainya.’

" Mardjons Reksodiputra, “Kejahaten Korporasi Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk
Baru" dalam Indonesiun Jauraal of Infernetional Loy {Volums | Nomeor 4, fuli 2004), hal, 696.

"5 M, Arief Amruflab, Op Cit. | hal, 49,

' Hukum Pidaps Belanda juga mengenal penyelesalan perkars 8i luar proses peradilan
(afdoening  buiten proces) vanmg disebul dengan framsshei dan meruspskan  kewemangan
Jaksa/Perwsstus Umuom. Beotek transaksi ini meaarut Remmelink dibedakan lngi antara siebasinie
dan compositie. Pendapat Remmelink tersebul akan penulis sraikan pada bab selanjulnya. Lihat
Jan Remmelink, Hukwm Pidarg [ Kowentar atgs Pasel-Fosal Terpenting dorf KUHP Belanda
dan Padanannya dalam KIDHP Indonesio, eriemakan Tristam P, Moeliono (Jakara © Gramedia
Pusaks Utama, 2i)3), hal. 442,

" Marwan Batubara, “Inpres No.8/2063 : Jalas Menuju Ketidakadilan dag Pemiskinan™.
dalam Marwan Bawbara, Op. O | kal, 100,

Universitas Intdonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



Penvelesaian melalui mekanisme PKPS  adalah  dengan membuat
perjanjian yang mengatur tata cara penyelesaian kewajiban pembayaran utang
antara eks Pemegang Saham Pengendali {PSP) bank penerima BLBI schagai
pihak yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap penggunaan dana BLBIY
dengan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasiopal (BPPN) > melalui
persetujuan Menteri Kevangan. Adapun ferhadap aspek pidana penyalabgunaan
dana BLBI (oleh bank maupun pengurusnya) disinggung dalam perjanjian PKP g0
denpan suatu klausula berupa release and discharge, yvang secara singkat berarti
kepada debitur vang telah menyelesaikan kewajibannya (utang BLBI) kepada
pemerintah akan diberi pernbebasan dari utang (refease) berupa keterangan lunas
sekalipus pelepasan dari segala tuntutan hukum (discharge) termasuk dalam hal
pelanggaran pidana yang telak mereka Jakukan.

Kisusula release and discharge ini kemudian mendapat dasar hukum
sebagai kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 8§ Tahun 2002
tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah

Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debilur yang Tidak

** Pemegang Salham Pengendali (PSE) adalah pemegang saham mayoritas pada bank yang
menerima BLBL, schingga secara fuktual merupakan penentu siau pengendali kebjakan dar bank
tersebut. Olak sebab i disngeap sebagai pibzk vene bertanggungiawab terhadap penggunaan
BLi, Belpkangan dikenal pula istilah “ebligor” yang mempunyat makna sama dengan debitur
{pitmk yang beruiang), dikarcnakan dalam perjanjian PKPS tanggungiawsh utang BLB! yasg
semula berada pada bank (korporasi} tglah dizlihkan kepada mereka s¢eara pribadi.

* APPN mecupskan badan yang dibentuk pemeristals melalui Keppres Nomor 27 tabun
1998 dan kemudian keberadaannya dikukuhkan melalsi Pasal 37A Undang-Undang Nomor {§
tahun 1998 tentang perubshan atss Hndang-Undang Momor 7 zhon 1992 temang Perbankan serta
melalul Peraluran Pemerintah Nemor $7 Tahun 1999, BPPN mempuoyai tuges melakukan
penyehatan (restrukeurisasi) perbaskan nagional, termasuk melakukan penagihian wang BLEL
Dengan pembentukan BPPN maka hak 1egit BLBI sebesar Bp. 144,53 iriliun telah disfibkan {di-
cessic-kan) duri Bark indonesia ke Pemsrintahy Cg. BPPN. Adapun jumlab bank yang dikelela
BPPN sehanyak 72 Dank yang terdizt darl 65 Bank Dalams Penychatan (B0P) dan 7 Bank Unuim
Peserta Hekapitalagl (Bank Rekap).

* perianiian PKPS terdirt davi tiga macam pola yakni MBAA, MENIA dan APU. Pola
MSAA (Master Setflement ond Asgusition Agreesseny diberlakukan terhadap PSP bank yvang
masil memiiiki asel yang dinilai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemarinlal
dengan cara penyerzhan aset (gsrer seitfement) kepada BRPM tanpa disertai juminan pribadi. Pola
MENIA {Afaxter Refinancing and Noles Issuances Agreement) diberiakukan terhadap PSP baok
yane aseinya setelah dinslal fidak mengukopi atau tidak dicaga? kesepakatan mengeout nilainya
sehingaa aset ddak diserahkan sehasal pembayaran samun dimasukkan dslam daflar jamisan
pribadi {personaf guarantee}. Sedangkan pola APU {Akta Pengakuan Utang) hampir sama dengan
MSAA yakni dengan penvershan aser, hanya supa PSP telap bertangpungiawab jika penjualan asel
yang diagunkus helur mencekupl sitai wang BLBlavs sehingea memberikan janinan baik
pribadi macgun perusshaan {rorporafe grarasiee). Lebih leogkapnya dapat dilibat pada
Kusumaningtui 8.8, Percaan Hukwm dolon Pemvelescian Rrisis Perbovkan di hidonesia,
Sakarta © Rajawsgli Fars, 2008), hal. 181 - 185.
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Menyelesaikan Kewsjibannys Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang
Saham. Keberadaan Inpres Nomor 8 tahun 2002 sebagai kebijakan pemerintah
menjadi penentu terhadap proses peradilan pidana kasus kejahaten perbankan
yang dilakukan oleh PSP bank penerima {debitur) BLEI tersebut. 3engan kata
lain  kebijakan hukum pidana pada tahap apliketif {penegakan hukum}
digantungkan kepada pemenuhan kewajiban (utang) PSP bank penerima (debitur)
BLBI scbagaimana tertuang dalam perjanjian PKPS. Hal inilah yang
menimbulkan kontroversi karena sistem hukum kita?' tidak mengenal Konsep
release and discharge sehingga masalah pidana tidak dapat diperjanjikan.®
Kehijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perbankan
inilah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun penelitian tidak dimaksudkan
untuk  mengkajl legalitas kebijakan program pesgucuran BLBI  maupun
mengevaluasi program rekapitalisasi perbankan (yang merupakan kajian hukum
ekonomi), namun lebih membahas pada perspeklif hukum pidana terhadap aspek
yuridis kebyjakan release and discharge dalam kasus penyslabgunaan dana BLBI
yvang dihubungkan dengan eksistensi bank sebagai pelaku kejahatan (subyek
tindak pidana)., Dengan demikian untuk kejahatan di bidang perbankan lainnya
seperti money faundering ataupun kejahatan pemboholan bank (hank froudy tidak
dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenskan tujuan vang hendak penulis
capai adalah (dalam rangka) pembaharuan hukum pidapa khususnya Undang-
Undang Perbankan sehingga dapat mengakomodir konsep pertanggungiawaban
dan pemidanaan yang lebih tepat terhadap bank (baik bank sebapai korporasi

mgupun pengurusnya), sebagai pelaku kefahatan <i bidang perbankan.

* Menutut Friedman, ussur-unsur suats sistem huakum terdini dari strpesre (strukiu
hukam), substance {substansi hukum} dan culare (budaya hukam). Lebih jelasnya dapat dilihat
pada Lawrence M. Friedman, American Lenw o an Introduction fFekum Amerika © Sebudh
Penganrar), Terjcmahan Wishna Basuki {Jakaria - Tatanusa, 20013, hat 7 -8,

= feberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Yavasan Lembaga Bantuan Hukum
indonesia (YLBHI) don Indonesia Corruption Watch (HOW) mengaiukan gugatan judicial review
ke Mahkamab Agung yang didaflarkan pada mngeal 27 Mei 2683 apar membatatkan keberadaun
inpres Nomor 8 Tahun 2002 karenz dinilsl benentangan dengan sejusdah peraturan perundang-
undangan di slasnya, sehingea keberadunn Impres torsebul diapggap menjadd saloh  suiu
peaghambat upaya penuniasan hukum skandal BLBI, Libat pads Marwan Batubars, Loe. O L Dal,
184 - 105,
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B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengen apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat
dirurnuskan bafiwa pokok permasalahan penelitian ini adalah masalah kebijakan
hukum pidana terbadap bank sebagai pelaku keishatan di bidang perbaokan.
khususnya aspek  yuridis  kebijakan release amd discharge pada  kasus
penyalahpunaan dsng Baptuan Likuiditas Bank Indonesis (BLBI), Selanjutnyu
permasalahan im difokuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebaga: berikut

1. Bagaimapakah kebijakan hukum pidana yang tertsang datam hukam
positif terbadap bank scbagal pelaku kejahatan di bidang perbankan ?
2. Bagaimanaksh kaitan antara kebijskan hukum pidana dengan kebijakan

release and diveharge erhadsp pelaku kejahaian di bidang perbankan 7

3. Beagaimana sebaikmya konsep kebijakan hokuwn pidana terhadap bank
schagal pelaku keisghatan di bidang perbankan dalam rangka pernbabaruan

peraturan perumdiang-undangan di masa yang akan datang ?

€. Tujuay Penelifian

Tujuan yang hendak dicapal oleh penulis dalam penehitian iml adalah
sehagal berikuf :
1. Mengkaji kebijjakan hukum pidana yang tertvang dalam bhukum positif
terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan.
2. Menpganalisa aspek yuridis kebijakan hukum pidana dalam pemberian
release and discharge terhadap pelaku kejahatan di bidang perbaankan.
3. Mengevaluasi konsep kebijakan hukum pidana terhadap bank scbagai

pelaku kejahatan di bidang perbankan dalam rangka pembaharuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinva dapat bermanfaat tidak saja
bapi pengembangan feori-teort ilmu hukwm namun jugs untuk keperluan praktis
khpsusnya dalam hal pengambilan suaty kebijakan (melalul) hukum pidana.

Adapun kegunaan teorilis adalah memberikan sumbangan pemikiran teeri hukum
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3G

berupa kajian yuridis mengenal Xonsep kebijakan hukum pidana terhadap bank
{korporasij sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan praktis kepada
masyarakat (pemerhati hukum) untuk dapat melibat secara proporsional masalah
pembenan releave and discharge pada kasus penyalahgunaan dana Rantuan
Likuiditas Bank Indonesia ditinjau dari kebijakan hukum pidana yang merupakan
bagian integral dari kebijakan negara. Namun kegunaan prakiis yang utama lebih
ditufukan kepada prakiist khususnya peiabat pembuat kebijskan (lepisiator} dalam
rangka pembaharuan peraturan perundang-undangan pidapa di bidang perbankan

sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

E. Kerangka YTeoritis

Perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
masyarakatnya. Seining dengan pertumbuhan dan kemajuvan sualy negara di
bidang perekonomian, munculiah yang digebul dengan kejshatan di bidang
perekonomian (economic crimes). Kejahatan yang demikian difakukan olch
pelakunya dengan motivasi mengejar keuntungan bisnis (business profit orienied)
lanpa memperdulikan aspek hukum yang ada,

Konsepst kelahatan di bidang perekonomian perfama kali dikenmukakan
oleh Edwin H. Sutherland dengan istilah sefifte collar erime. Menuruinya
pengertian shite collar crime (kejahatan kerah putily adalal: susts kejabatan yang

dilakukan oleh sesecrang yang terhormat dan mempunyai status sosial tinggi.

serta dalam melaksanakan pekerjaannya (@ crime commited by a person of

respeciability and high social slatus in the eourse of his occupation).” Semuls
konsep tersebut hanya ditwukan kepada manusia {natira! person), yaitu para
pengurus  {manajer] perusahaan namun  dalam  perkembangan selanjuinva
perusahaan {korporasi) sebagal juridic person  juga dianggap ikt
bertanggungjawab terhadap terjadinya kejahatan lersebul karena berkaitan dengan
keglatan bisnisnya (busingss refated activities). Dengan demikian apabila
menyangkut white collar crime maka menurat Mardijono Reksodiputre

perbuatan korporasi tersebut harus memenuhi dua persyaratan lambahan {selain

© Edwin H. Satherland, White Coilar Crime (New York - The Dryden Pers, 1942), hal. 9.
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§1

unsur yang dikemukakan Sutherland) vakni syarat pertama, dilakukan dalam
rangka &ig business, dan syarat yang kedua, telah menyalashgunakan kepercayaan
masyarakat {in viclation of (public) trust)™

Salah satu kejahatan di bidang perekonomian tersebut adaish keiabatan di
bidang perbapkan, Hal ini dapat dimaklumi mengingat bank adalah lembaga
keuangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam penggerak roda
perekonomian di suatu negara. Pada umumnya bank selalu menjadi sasaran
{korban} dari keyahatan yang dilakukan pelakunya terhadap bank tersebut. Akan
tetapt dalam perkembangannya justru bank yang menjadi sebagal pelaku
kejahatan di bidang perbankan itu sendiri (criminal banking)”

Kondisi yang demikian membawa suatu konsekuensi terhadap kebijakan
hukum pidana dalam rangke menanggulangi kejahatan di bidang perbarkan
tersehut. Menurut Sudarte, apabila hokum pidana hendak dilibatkan dalam
penangguiangan kejahatan maka harus dilihat dalam hubungan Kkeseluruhan
politik kriminal (social defence plunning) dan i pun harus merupakan bagian
integral dari rencana pembangunan nasional,” Pendapat Sudarto sejalan dengan
Marce Ancel yang mengemukskan bahwa penal poficy atau politik (kebijakan)
hukum pidana, pads intinya bagaimana hukum pidana dapai dirumuskan dengan
baik dan memberikan pedoman kepada pembual undang-undang {kebijakan
tegislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan vudikatif), dan pelaksanaan hukum
pidana {kebijakan eksekutif). >

Berkailan dengan hal tersebut menurut Herbert L. Packer bahwa ddasar
rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, vaitu offense (tindak
pidana), guill (kesalahan) dan punishment (pemidanaan).®® Lebih lanju
dikemnukakan oleh Packer® :

“...these three concepts symbolize the three basic problems of subsiances
{as opposed (0 procedure} in the criminal lme :

M #ardjonc Reksodipulro, Bunge Rampal Permasalahan dalam Sistem Peradifan Pidana
{Jokarta :’f’usat Pelayaonan Keudifan dan Pengabdian Hakum, 2087), el 139 - 140,

N

* Sudarto, Hukwm don Fidem Pidase (Bandang @ Alumai, 19853, hal. 98,

“ Marc Ancel, Social Defense, ¢ Moders Approgcit 1o Criptinal Froblems {Londos ¢
Routigdge & Kegan Paal, 19633 hal. 4 - 3,

* Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Somction (California : Stanford
Uni’vezs?l}f Press, 1968}, hal. |7 dan hal. 34,

® teid.  hal 17.
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(1) whai cenduct should be designated a3 crimindd,

{2} what determinations must be mude before o perzon con be found (o

have commiied a criminal offense,

(3} what should be done with persons who are found to have commited

criminal offenses™.

Ketiga konsep yang dikemukakan Packer tersgbut melambangkan tiga
permasaiahan pokok dalam hukum pidana, yaitu © (1) perbuatan apa vang
seharusnya dianggap sebagai kejghatan, (2) ketentuan-ketentuan atau syaral-syarat
apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan
tindak pidana, {3) apa yang scharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah
diketahui melakukan tindak pidana, Oleh sebab ity ketiga piler int merupakan
dasar afau titik wlak untuk mengkall politik {kebijakan) hukum pidana terhadap

pelaky kejahatan di bidang perbankan.

F. Kerangka Konseptual

Bank merupakan badap usaba yang menghimpun dana dan masyarakat
dalam beatuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit danfatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafl hidup
rakyat banyak.” Fungs: bank vang demikian meunyebabkan perbankan, yakni
scgala sesualy yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serte cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanys,’ memegang
peranan yvang sangat strategis karena batk atau burukoys praktik perbankan akan
sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian di suatu negara.

Keadaan itulahl vang terjadi pada era krisis moneter vang melanda
Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan runtubnya sejumlah bank swasia
nasional akibat prakiik perbankan vang buruk di masa itu. Unluk mengatasi
kondisi tersebul, pemerintah {(Bank Indonesia) memberikan kebijakan pengucuran

Bamtuan Likuiditay Bank Indonesia (BLBI), vaitu bantuan pinjaman dans yang

* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tehun 199% tentang perubabn atas
Undang-Undang Nomer 7 1ahos 1992 tentanp Perbankan,

I Pagai } angks ! Undang-Uindang Nomor 10 tahua 1998 tenlang perubahan atas
Undang-iIndang Nomor 7 1ahun 1952 remang Perbankan.
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diberikan Bank Indonesia kepada sejumish bank yang mengalami krisis likuiditas
atau krisis persediaan vang szat terjadinya krisis moneter tahun 1997.%2

Dana RBLBI ini seharusnye dipergunakan bank untuk  kepentingan
pembayaran dana pasabah akibat erjadinya aksi rush {penarikan vang dari bank
secara serentak) sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas {bersaldo debet).
Akan ictapi pada kenyataannya dana BLBI disalahgunakan oleh barnk-bank
penerimanya. Bentuk penyalahgunaan tersebul antara lain dipergunakan ontuk
pemberian kredit kepada kelompok usaha sendirl (subsidiary compunies) yang
melanggar ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (Jegul lending
Hmit), vailn persentase perbandingan batas maksimmum penyediaan daoa vang
diperkenankan terhadap modal bank.™ Hal ini diungkapkan dalam Hasil Audit
Investipasi BPK terhadap 48 bank pensrima BLBI yang mengungkapkan sebagai
berikut

“_ berbagai pelanggaran dan rekayasa trapsaksi yvang dilakukan olel bank
dalam kurun wakiu fama, namun tidak terdeteksi oleh sistem pengawasun
bank vang diterapkan oleh Bl Pelanggaran vang paling amum adalah
rekayvasa transaksi untuk menghindari BMPK, dengan berbagai modus

operamdinya.”

Penyalahgunaan dana BLBI yang dilakuksn oleh bank, pada dasarnya
merupakan suatu keishatan di bidang perbankan, yakni perbuatan-perbualan
melawan hukum yang secara khusus menggangau kelancaran pelaksanaan usaha-
usaha perbankan yang melayani kepiatan bidang perekonomian dan keuangan,”’
Oleh sebab itu upaya penanggulangan terhadap kejahatan penvalabgunaan dana
BLBI semestinya berwujud pada tindakan penegakan hukusm pidana berdasarkan
ketentuan perundang-undangan pidana yang dilanggar, khususnya Undang-
Undang tentang Perbankan.

Ternyata kebijakan yang dmmbil pemerintzh justru mengesampingkan
peran dan fungsi hukum pidana, Hail ind dikarenaken terhadap pelaku kejahatan di
bidang perbankan tersebut justru diberikan Release and Discharge, vakni berupa

pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan Program

= Marwan Batubara, “Definisi dan Pengertian BLBY", dalams Marwan Batubaca, Op. {7,
hal. 3.
* Hermansysh, Mk Perbonkan Nasional Indenesia {$akarta | Kencana. Edisi Revisi,

2008), hall 139,
* Mardjono Reksodipuire, Kemajuan Pembangunan... , Op. Cir., hal 31 52,
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Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, vang masih dalam tahap penyelidikan,
penyidikan danfatau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekalipus
juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya,™
Kebijakan pemberian Releasg ond Discharge ini menarik untuk dikaj
lebih lanjut karena sebagal suatu kebijakan {poflicy), maka apa vang selama ini
ditempuh (what is) dan bagaimana yang scharusnya ditempuh (what aught be).
dapat dievalvasi scbagai suatu kebijakan hukum pidana atau disebut juge dengan
istilah politik hukum pidanz {penal policy’, yang berprti usaha mewujudkun
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi
pada suate wakiu dan untuk mase-rmasa yang akan datang.* Kebijakan hukum
pidana ini menjadi sangat penting kaitannya dengan pembaharuan hukum
khususnya terhadap konsep pertanggungiowaban dan pemidanaan vang tepat
terhadap bank (baik bank sebagai korporasi maupun pengurusnya® ) sebagai

pelaku keishatan di bidang perbankan.

G, Mefode Penditian

Perelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada
penelitien kepustakaan (studi dokumen) dengan mempergunskan metodelogi
sebagai berikut

1. Pendekatan masalab :

Permasalahan pokok dalam penelitian inj adalah masaluh kebijakan hukun

pidana {penal policyy sehinggs tidak dapat dilepaskan dan pendekatan

yang berorienlast pada kebijakan (policy.oriented approach). Namun
mengingat fokus wtama penelitian adalah evaluasi terhadap kebijakan

aplikallf {(penegakan hukum pidana) dalam rangka merumuskan kebijakan

» Instriksi Pertama angka 4, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 when 2002 temtang
Pemberian laminan Kepastian Hukum Kepada Bebitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibansya
Aum Tindekan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesatkan Kewsjibanma Bepdasarkan
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

* Sudario, Hukmn Pidena don Pengensbangav Masyorakar (Bandung : Sipar Baru,
1983), hal 93,

> Pasal 1 angka 22 Lindanp-Undang Nomor {0 whun 1998 temtang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahen 1992 tentang Perbankan, mempergunakan istilah Pihak Terafdiosi.

yang mempunyai makna lebih luas dari pengurus karena & sini dapat mencakup puls para
pemegang saham bank dan keluarganya, sepanjang menupgt pentlainn Bask Indonesia mersks
trut serta merpengacubii daiany pengelolaan bank tersebut.

Universitas Indonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



13

legislalif {(perundang-undangan) vang lebih baik, sehinpgga pendekatan
secara yuridis normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini akan
ditunjang dengan pendekatan secara yuridis faktual.®® Selain itu karena
fokus penelitian adalah membahas mengenat keighatan di bidang
perbankan maka pendekatan ilmu sosial lain seperti kriminologi, sosiolog:
maupun skonomi juga dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.

Jenis dan sumber data

Sebagat penelitian hukum nommatif maka jenis data vang dipergunakan
adalah data sekunder (secondury data) terutama sejumiah dokumen berupa
perjarjian MSAA {yang memuat klausul release and discharge} dan
sejumlah bahan pustaka untuk mengkaji permasalahan yang terdirt dari
bahan hukum primer {(peraturan perundang-undangan), bahan hukom
sekunder (buku, artikel hukum dan karya ilmiah hukuwmn), serfa bahan
bk tersier {literatur lainnya seperti kamus dan ensiklopedia).

Metode pengumpilan data ;

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka
pengumpulan data dilakukan pada berbagat literatur yang dipercich dan
perpustakaan, pusat dokomentast maupun media elektronik {inlernet},
Penyajian dan analisis data

Penyajlan data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan analisa secara
deskriptif maupun preskriptif] sehingga akan diberikan gambaran sejclas
mungkin terhadap suatu fenomens hukum vang kemudian dianalisis secara
yuridis berdasarkan teoni-teori hukum dalam rangka menyusun suatu

pemecahan masalah (probles solution) yang lebih baik.

™ Kcebijakan hukum pidana selaln memerlukan pendekatan wiridis normatif, juga

memerlukan pendekatan vuridis fakuual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, histeris dan
komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagal disiplin sosial
lamaya serta pendekatan intesral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sasiona! gada
amumnyz. Lihal pendapat Barda Nawawi Arief dalam Bungg Raempoi Kebijakan Hukwum Pidune
{Perkenbangan Penvusnnian Konzep KUHP Boral Eakata - Kencang, 2008}, hati. 20,
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H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab penulisan yang konstruksi susunannya
dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, anslisis yuridis, dan ditutup dengan
suaty kesimpulan. Berdasarkan konstruksi demikian maka rincian sistematika
penulisan ini adalah sebagat berikut

Bab | merupakan pendahuluan. Pada bab ini diursikan latar belakang
timbuinya permasalshan, kemudian identifikasi pormasalahan, selanjutnya tujean
penelitian, kegunaan penelitian (baik teoritis maupun prakus), kerangka teoritis,
kerangka konseptual, metodologt penelitian, dan sistematika penulisan,

Bab 2 adeizh tnjauan pustaka mengenai kebijakan penanggulangan
kejahatan di bidang perbankan. Bab int terbagi atas empal sub bab yakni
keizhatan i bidang perbankan, eksisiensi bank sebagal pelaku kejahatan
korporasi, kebijakan penanggulangan keishatan perbankan dengan hukum pidana,
dan kebijakan penyelesaran perkara pidsna di luar pengadilan.

Bab 3 berupa kebijakan hukum pidans terhadap bank sebagai pelaku
kejphatan di bidang perbankan (kajian pada kasus penyalabigumman Bantuan
Likuiditas Bank [ndonesia). Bab ini terbagi atas liga sub bab yakni kebijakan
hukum pidana terhadap bank sebagal pelaku kejahatan di bidang perbankan dafam
perundang-undangan nasional, kebijakan hukem pidana berkaitan dengan
pemberian refease and discharge, serto kebijakan hukum pidana terhadap bank
sebagai pelakn kejshatan di bidang perbankan pada masa yang skan datang.

Bab 4 morupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran,
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BAB2

KEBIAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
M BIDANG PERBANKAN

A. Kejahatan Di Bidang Perbankan

Sebelums memashami ruang lingkup keiahatan & bidang perbankan
tentunya periu terlehih dahulc memahami pengertian atau makna kejabatan i
sendirl. Konsepsi ksjubatan dapat mempunyat makna secara yuridis maupun
secara sosiologis (kriminologis). Berkaitan dengan hal ity, Sahetapy menulis
bahwa pengertian kejabatan bisa saja tumpang tindih antara pengertian kejahatan
secara yundis dengan pengertian kejahatan secara kominologis, namun demikian
makna dan ruang lingkup kejahatan secsra yuridis tidak sama dengan makna dan
ruang tingkup kejahatan secara kriminologis.”

Kejahatan dalam arti yuridis adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya
diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun
dalam aturen-aturan lain di lear KUHP yang dinyatakan di dalam aturan itu secara
tegas sebagai suatu kejahatan *® Berdasarkan pengertian tersebut dupat ditarik
kesimpulan pada hakikatnya kejahatan merupakan tindak pidana,® dan sekaligus
membatasi hingkup ketabatan sebagsi sslah safu kualifikasi jenis twdak pidans

datam hukum pidana di Indonesia.*

* LB, Sahotepy, Teori Kriminologi : Sebuah Pengontar {Bandung : Citre Aditys Bakii,
HID2Y, hat. 87,

* Rocshn Saleh, Perbiatan Pidana dan Perienggungiowaban, Dua Pengertian Dasar
datam Hulaon Fidana (3ukarts | Aksara Bary, 1983} hal. 12

! Roestan Saleh menggunakan istilah “perbuatan pidana” (erimined ach), yait perbustan
vang olch hukuro pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapn yang melanggar
larangan tersehut, fhid., hal. 107, Demikizgn pulz dengan Moclyatno (dalam Azas-Azas Hukion
Pidana), tctapt ada pulz yang menggunakan istiluh “poristiws pidana™ {(Uirecht dalam Fukum
Pidaus [ ), ataupun “delik” (Andi Hemezah dalam Asos-dios Hukus Pidess), Namun menuru
pendapat Remy Sjahdeind (stilah tindek pidens sdaleh istilah yong secara resmyi digunakan dalam
perataran perundang-undunpan & Indonesia. Libhae Sutsn Remy Sishdeinl, Perangpungiowaban
Pidana Korporasi (Jakanta : (rafind Pers, 2008}, ksl 25,

* Hukwm pidsna Indonesia mengenal pembagian lomiifikasi dndak pidena kajzhatan
{misdrijven] dan polanggaran (overfreding). Akan iy pantinya dalam KUHP Nasions] {terakhir
RUU 2008}, pembedann kualifikasi tindak pidana antara kejahlatan dan pelanggarss sudah tidak
digunakan lagi dan hanya dipergunakan istilah "tndak pidana” saja. Lihat Barda Nawawi Arief,
Bunga Rampai Kebijakan... , Op. Cit. |, hal. 81 - 83 dan hal. 369 - 373,
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Adapun kejahatan {erime) secara sosiologis sering diartikan sebagai salah
satu bentuk “perilaku menyimpang”, yang selalu ada dan melekat pada dap
bentuk masvarakat.* Namun demikian kejahatan sebagai pesilaku menvimpang,
menurat Peter G. Hoefnagels, merupakan swatu pengertian yang relatif, karena
perilaku menyimpang dari seseorang tertentu dapat dipandang sebagai kejahatan
apabila perbustan tersebut dirasakan sebagai perbuatan yang serius, sehaliknya,
perbuatan  yang sama mungkin tdak dianggap sebagal kejabatan apabila
terjadinya dalam konteks yang berbeda.**

Terhadap kondisi ini Sudarto mengemukakan bahwa selalu ada perbedaan
pendapat dalam melihat kejahatan sebagai geiala masyarakat.” Dengan demikian
pemahaman yang berbeda dalam memaknakan apa yang disebut dengan kejahatan
disebabkan karena sifatnya reiatif dan subjektit, jadi tergantung pada sejsuh mana
masyarakat memandang sesuaty itu sebagai kejahatan atau bukan,

Pada tulisan lain Sudartc menyatakan suatu perbuatan untuk dapst
dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagal demikian oleh penguasa, &
Jadi penstapan dapat dikenskannya suafu perbuatan dengan sanksi pidana
(prorishable), yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatas ity
sebagai kejahatan (kriminalisasi), harus dilakukan oleh penguasa. Hulah sebabnya
menpapa vang dinamakan kejshatan itu dapat berubali dan waktu ke waktu dan
berbeda dari tempat ke tempat.

Berdasarkan apa vang disampaikan Sudarto tersebut penulis berpendapat
bahwa makna kejahatan secara sosiologis (kriminologis) meskipun berbeda,
namun tidak dapat dipisahkan dengan makna kejahatan secara yuridis, karem
tetap mengeunakan hukum pidana sebagail toiak ukurnya. Dalam hal ini penulis
sependapat dengan Huge D. Badow scbagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan

¥

Eva Achyani Zulfa, yang menvyatakan kejghatan {crime) sebagai "... g buman act

that vidlates the criminal law™ "

* Mustadi dan Barda Nawawl Asief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukwn Pidena (Bandung -
Atompi, 20033, hal. 148,

* Peter G. HMoefnagels, The Other Side of Criminclagy © an Inversion of The Concepi of
Crime {Hollard : Kluwer Deventer, 19733, hal. 72,

** Sudarte, Hukum Pidana dan..., Op. Cit, hal. 1§1,

& Sudarto, Kapita Selekia Hukum fidana (Bandung : Alumsi, 1986), hal. 107.

* Topa Santoso dan Eva Achiani Zulfa, Kriminciogi (Jakarta - RajaGrafindo Persada.
2007), hat 14.
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Adanvae pembatasan kejahatan sebagal perbuatan yang telah ditetapkan
negara {sebagai kejahatan) dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi
pidane, terkenal dengan apa yang disebut sebagai mafe i se dan mala prohibita.
Mala in se menunjuk kepada perbuatan yang pads hakekatnya adalah kejahatan,
contohnys pembunuhan, Sedangkan mala prohibita menunjuk kepada perbuatan
yang hanya diterapkan oleh negara sebagai perbuatan yang dilarang (unioraeful).*®

Terkait dengan hal tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro, sebagian
masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagat pelanggaran atas hukum
pidana, bailk dalam undang-undang pidana maupun keténtuan-ketentuan pidana
dalam perundang-undangan lainnya. # Dengan perseps:  demikian, berarli
Keighatan mendahuiui hukam, Jadi ada suatu perbuatan yang dianggap sangat
merugikan masyarakat, kemudian muneul hukum pidana yvang bertujuan
melindungi kepentingan masyarakat, Selain itu ada pola suatu perbuatan tertentu
dinyatakan sebuagai kejahatan karena bukum yang menyatakan demikian. Di sini,
hukum yang mendahulul kejghatan. Maksudoya, belum tentu hukom pidana
melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena dapat saja hukaum
pidans hanya melindungi kepentingan sebagian kelompok masyarakat teriestu
{sebagal kelompok yang kuaf), di mana kelompok tersebut berusaha melindungi
kepentingannya  dengan  menggunakan hukum  pidama  uniuk  menyatakan
perbuatan tericalu sebagal kejahatan™

Demikian pula halnva dengan pengertian kejzhatan di bideng perbankan.
Secara yoridis perbuatan tersebut harusiah diahar sebagai tindak pidana (dengan
koalifikasi sebagai kejahatan} dalam undang-undang perbankan. Oleh karena itu
apabila kita melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka
yang dirnaksod sebagai kejahatan perbankan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 51
avat {1), vakni meliputi 1ujuh jenis tindak pidana sebagaimana terdapat dalam
Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 gyat (1), Pasal 49, Pasal 30, dan Pasal 30A
Undang-Undang tentang Perbankan tersebut. Lebih lanjut di dalam penjelasan

* Howard Abadinsky, Propation and Parole, Theory amd Proctise {(New Jersey :
Prentice-Hall, Inc., Englewond Cliffs, 1977), hal. 2,

* Mardjono Reksadiputre, Bunga Rampai... , Op. O, hal, | - 2.

P Ibid.
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Pasal %1 ayat (I} pada pokoknya menyatakan alasan pasal-pasal fersebul

dikualifikasikan sebagai kejahatan {(dengan ancaman pidana lebih berat) karcna

bank merupakan lembaga vang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat,

sehingga perlu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya

kepercayaan kepada bank (vang akan merugikan bank maupun masyarakat}.

Adapun perbuatan yang dinyatakan scbagai kejahatan menurut Undang-

Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 entang

perubahan atag Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992}, adalah sebapai berikut :

i

Kejahatan menyangkut izin usaha bank :

Menurut ketentuan Pasal 46 ayal (1), perbuatan menghimpun dana dard
masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha darl Pimpman Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan kejahatan
vang dianeam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tabun dan
paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepulub
miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Adapun ketentuan mengenai izin usaha bank diatur dalam Pasal 16, yang
menyebutkan sebagal berikut :

{1} Setiap pthak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan
masyarakat dalam bentuk simpanan wajlb teclebih dabulu
memperoleh izin wusaha sebagai Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat dar: Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila
kegiatan menghimpun dena dari masyarakat dimaksud duatw
dengan undang-undang tersendiri.

(2} Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkrediton
Rakvai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipeauhi
persyaratan sekurang-kurangnya tentang

2. sesunan organisasi dan pengurusan;
b, permodalan;

¢. kepemilikan;

. keahlian di hidang perbankan;

e. kelayakan rencana kerja.

{3} Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud
dalam ayat (23 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut penjclasan Pasal 16, bahwa Kegiatan menghimpun dana dan
masyarakat oleh siapapun, pada dasarmya merupakan kegiatan yang periu
diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan

masyarakal yang dananya disimpan pada pihek yang menghimpun dana.
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Namun demikian terdapat pengecualian terhadap jenis lembaga laimnya
vang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan atau sernacam simpanan, misalnya yang dilakukas oleh
kantor pos, dana pensiun atau perusahaan asuransi. Kegiatan tersebut tidak
dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan karena telah diatur dengan
undang-undang tersendiri sehingga merupakan pengecualian.

Kejahatan berkaitan dengan rahasia bank -

Pada bagian tentang rahasia bank, balwa baik bank (Pasal 40 ayat 1}
maupun pihak terafiliasi (Pasal 40 ayat 2), wajib merahasiakan keterangan
mengenal nasabah penyimpan dan simpanannya {(kecuali dalam  hal
dimaksud Pasal-Pasal 41, 414, 42, 43, 44, dan 44A). Selanjuinya
penielasan Pasal 40 ayal {1} menegaskan dalarms hal nasabah penyimpan
sekaligns juga sebagal nasabah debitur, maka bank wajib fctap
merahasiakannye dalam  kedudukan sebapai  nasabah  penyimpan,
sedanpgkan keterangan mengenai pasahah  selain  sebagal  nasabah
penyimpan, bukan merupakan keterangan vang waiib dirshasiakan,
Menurut Pasal 47 ayat (1) merapakan suatu kejahatan spabila dengan
senga)a memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan
yang waiib dirahasiakan ifu, tanps membawa perintah teriulis atau izin
darl Pimpinan Bank Indongsia (izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal
41, 41A dan 4%}, yang mana diancam pidana penjara sekurang-kurangnya
dua tahun dan paling lama empat tahur, serta denda sekurang-kurangnya
sepuiuh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.
Demikian pula menvrut Pasal 47 ayst (2), terhadap pihak terafiliasi yang
dengan sengaja memberikan ketcrangan vang wajib divahasiakan tersebut.
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling
lama empat tahun, serta denda sckurang-kurangnya empat miliar rupiah
dan paling banyak delapan miliar rupish.

Adapun yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 yakni :

a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya.
pejabat, atau karyawan bank;
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Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat,
atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbeamtuk badan
hukum koperasi sesuvat dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan
publik, peniiai, konsultan hukum dan konsultan lainnys;

Pihak vyang menurat ponilaian Bank Indonesia iumi  serta
mempengaruhi pengelolaan bank, antera lain pemegang saham dan
keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga
direksi, keluarga pengurus.

3. Kgjahatan yang berkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan

kepada pihak berwenang ¢

Ketentuan Pasal 42A menyvebutkan bahwa bank wajih memberikan

keterangan kepada pihak berwenang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41, 41A, dan 42}, maupun kepada kuasa/ahll waris nasabah penyimpan

{ketentuan Pasal 44A). Untuk lebih jelasnya keteniuan pasal-pasal terschu

adalah sebagai berikut ¢

(1

2)

(1

)

(3)

Pasal 41

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas
permintaan Menter: Keosngan berwenang mengeluarkan perintah
tertulis kepadas bank agar memberikan  keterangan  dan
memperlibatkan bukli-buktt tertulis serta surai-surai mengenai
keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabai
pajak,

Perintah teriulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak
yang dikendald keterangannya,

Pazal 41A

Untuk penyelesajan pittang bank yang sudah diserahican kepuda
Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara, Pimpinan Bank
indonesia memberikan izin kepada pejabal Badan Urusan Pivtang
dan Lelang Negara/Panitia Ulusan Piotang Negara uniuk
memperoleh keterangsn dari bank mengenai simpanan nasabah
debitur,

[zin scbagaimana dimaksud dalam svat (1} diberikan secara
tertulis dlas permintzan tertulis dari Kepala Badan Urusan Plutang
dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
Permintaan sebagaimana dimaksod delam  ayat (2) harus
menyebutkan nama dan jabatan Kepala Badan Urusan Plutang dan
Lelang Negara/Ketua Paniia Urusan Piutang Negara, nama
nasabah debitur vang bersangkuten, dan alasan diperivkannya
keterangan.
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(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan
Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau
Hakim untuk memperoich keterangan dari bank mengenai
simpanan tersangks atau terdakwa pada bank.

(2) Jzin sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diberikan sccara
tertulis atas permintasn terfulis dar Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mabkameh Agung.

{3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} barus
menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama
tersangka atau terdakwa, alasan diperiukannya keterangan dan
hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan
yang diperivkan.

Pasal 44A

(1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dart nasabah penyimpan
vang dibvat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan
mengenal  simpanan  nasababi  penyimpan pada  bank  yang
bersanpkutan kepada pibak yang ditunjuk olech  nasabah
penylmpan tersebat.

{2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris
vang sah dari pasabah penyimpan yang bersangkutan berbak
memperaich keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan
tersebut.

Anggzota dewan komisaris, direksi atan pegawai bank yang dengan sengaia
tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimans ketentuan
dalam Pasal-Pasal tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 47A, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun den paling lama
tajuh tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiak dan
paling banyak lima belas miliar rupiah.
. Kejahatan berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ¢
Dialam rangka pengawasan bank oleh Bank Indonesia terdapat kewajiban
vang harus dipenuhi oleh angpota dewan komisarls, direksi atau pegawai
bank, sebagaimana diatyr dalam Pasal 30 ayat (1) dan {2} serta dalam
Pasal 34 avat (1) dan (2). Adapun ketentuan Pasal 30 adalah sebagai
berikut

(1) Bank wajib menvampaikan kepada Bank Indonesia segaia

keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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{2} Bank atas permintaan Bank Iodonesia walib memberikan
kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang
ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan
dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan,
dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang
bergangkutan.

Penjelasan Pasal 30 tersebut menyatakan

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkattan
dengan kegiatan ussha suaty bank kepada Bank Indonesia
diperfukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan uniuk
memantay keadsan dari suatu bank. Pemantauan keadsan bank
perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakal dan
menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercaysan masyarakat .
terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila ;
lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam b
keadaan sehat. Oleh kargna itn, dalam rangka memperoleh l
kebenaran atas laporan vyang dissmpaikan oleh bank, Bank '
Indonesia diberi wewenang untuk pemeriksaan buku-buku dan
berkas-berkas vang ada pada bank.

Kemuxdian Pasal 34 menentukan sebagai berikut :

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhifungan labafrugi tahunan serta penjelasannya, serta faporan
berkala lainnya, dalam wakiu dan benfuk vang ditetapkan oleh
bank Indonesia,

{2) Neraca serfa perhilungan laba/rugi fahuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1} wajib terlebih dahulu diaudit oleh
akupian publik.

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja
tidak memberikan keterangan vang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksad
dalam kedua pasal tersebut di ates, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tabun dan paling lama
sepuluhl tahun serta dends sekursng-kurangnya lima miliar dan paling
banyak seratus miliar rupiah,

Kejahatan berkaitan dengan kegiatan menjalankarn ugaha bank -

Pasal 49 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara sckurang-kurangnys
lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-

kurangnya sepulub miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah,
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bagi angegota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank vang deogan

sengaja

a. Membuat atass menvebabkan adanys péncatatan palsu dalam
permsbukuan atan dalam laporan maupun dalam dokuvmen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening sualu bank.

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan aiau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatafan dalam pembukuvan atau dalam laporan
kepiatap usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.

¢, Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adamnya suatu pencatatan dalam pembukuvan atau
dalam laporan maupun dalam dokumen atau [aporan kegiatan
usaha, laporan iransaksi, atan rekening sustu bank ateu dengan
scngaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan.
menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut,

Sedangkan Pasal 49 avat (2) mengancam pidana kepada anggota dewan
komisaris, direksi, atau pegewai bank berupa pidana penjara sekurang-
kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tzhun serta denda sekurang-
kurangnya lima miliar rupish dan paling banyak seratus miliar rupiab,

variu apsbila dengan sengaja

a. Mocmints alau menerima, mengizinkan atau menyetojui untuk
mensrima suaty imbalan, komist, vang tambahan, pelayanan, uang
atau baranpg berharga untuk kepentingsn pribadinya atau ustuk
keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatian atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh vang muka, bank
garansi, stau fasilitas kredit dari bagk atau dalam rangka pembelian
atau pendiskontoarn oleh bank gtas surat-surat wesel, surat promes,
cek, dan kertas dagang ataw bukt] kewajibag Jainnya ataupun dalam
rangka memberikan persetwjuan  bagl orang  Jain oatuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditoya pada
bank.

b. Tidak melaksanakan Jfangkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan baok terbadap ketentuan dalam wndang-
undang inl dan ketentuan perundasg-undangan lalnnys yang
berlaku bagt bank.

. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank

Pasal 30 mengancam pidana penjara sekurang-kurangoya tiga labun dan
paling lama delagan {zhun serts denda sekurang-kurangnyas lima miliar
rupiah, yaitu bag pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak

melaksanakan langkab-langkah yang diperivkan untuk  memastikan
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ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan
paraturan perundangan-undangan lainnya yang berlakn bagl bank.
7. Kejahatan yang dilakuken oleh pemegang saham :

Pasal 50A menentukan bahwa pemegang saham yang dengen sengaja
menyuruh dewan kogusaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan
atau tideak melakukan tindakan yang mengekibatkan bank untuk tidak
melaksanakan langkab-langkeh yang diperlukan memastikan ketaatan
bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya vang berlaku bagi bank, diancem
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuls tshun dan paling lama
lima belas tahun serta denda sckurang-kurangnya sepulub miliar rupieh

dan paling banyak dua ratug miliar rupiah,

Meskipun undang-undang tentang perbankan telsh mengkualifikasikan
ketujuh perbuatan di atas sebagai kejehatan, namun harus diskui ruang lingkup
kejzhatan tersebut masih mengalami keterbatasan, sebagaimana dikatakan Rivanto
yang dikntip Mardjono Reksodiputro, terdapat berbagal penvimpangan dalam
prakiek perbankan schari-hari yang secara yuridis tidak dapat dinamakan tindak
pidana {erime), tetapi secara kriminologls dapat dikategorikan dalam pengertian

criminal  behavior. *!

Kondisi yang demikian discbabkan karema dalam
merumuskan aturan-aturan pidana (perbuatan yang diancam pidana) khususnya di
bidang keuangan, hukum pidana mengalami kegulitan mengenal vang masih dapat
dianggap perbuatan vang sah (legal) dengan yang scharusnya tidak sah (iffegal).”

Terkait dengan pengaturan kejahatan dalam undasg-undang perbankan,
maka Anwar membedakan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di
bidang perbankan, berdasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap

perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan

kegiatan dalam menjalankan usaha baok. * Tindak pidana perbankan, menurutnya.

terdiri atas perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang

perbankan, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

*! Mardjono Reksodiputro, €emajusn Pembangunan... | Op, Cir., hal. 82 — 83,

** Mardjeno Reksodipatre, Bunga Rampai_., Op, Cit., hal. 152,

* H.A K. Mochammad Anwar, Tindak Pidana di Bidesg Perbankan (Banduag © Alumai,
1986}, hal, 44.
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perbankan. Sedangkan tindak pidana di bidang perbarkan, terdiri atas perbuatan
yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, di
mang perbuatan tersehut dapat diperiakukan peraturan-peraturan pidana di haar
undang-undang tentang perhankan, seperti KUHP, sndang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.™

Jadi alasan Anwar memilih penggunaan istilah tindak pidana di bidang
perbankan adalph untuk mepampung segala jenis perbuatan melanggar hukom
berhubunpan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankas usaha bank. Oleh
kareap ite, selamsz belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara
khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebuat,
maka dapat diberlukukan peraturan yang mengaiur Kegiatan perbankan yang
memuat ketertuan pidana maupun peraturan hukem pidana umum/khusus,”

Senada dengan pendapat Anwar, Diumhans juge mengemukakan bahwa
istilah yang tepat dipskai adalah tindak pidana di bidang perbankan, karena
pengertiannya lebih luss, sebab apspun perbuatannya apabila menyangkut
perbankan, dan diancam pidana, dapat dikoalifikasikan sebagai tindak pidana di
bidang perbarkan meskipun disturnya dalam peraturan lain °® Lebih lanjut
menurutnys, karens di Indonesia perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana di bidang perbankas tidaklah dirumuskan dengan lengkap dalam satu
undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai perundang-undangan.”

Tersebarnya ketentusn mengenai tindak pidana (kejshatan) di bidang
perbarkan dalam berbagal peraturan perundang-undangan dibenarkan pula oleh
Mardjone Reksodiputro, Diakuinya adz perbuatan-perbuatan melawan hukum
yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksanazn usaha-usaba perbankan
yang melayani kegiatan bidang perekonomian dan keuangan, Oleh karepa il
kejahatan di bidang perbankan, sebagai suaty bentuk perbuatan yang melanggar
peraturan  perundang-undangan daiam perekonomian dan bidang kewangan.

menuruinya merupakan bagian dari kejshatan ekonomi (ecoromic crime)™

* 1bid. |, bal. 45.

= thid, , hal. 44,

* Mubamad Djombhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakui,
20033, hal, 443,

3 tbid.

* Mardiono Reksadiputro, Kemajuan Pembangunan... , Op. Cif. , hal. §1 - 32,
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Sehubungar dengan kejahatan di bidang perbankan sebagai bagian dari
kejahatan ekomomi (economic crime), pada dasarmnya kejahatan ekonomi dapat
dibagi dalam arti sempit dan arti luas, Dalam arti sempit, pengertian kejahatan
ckonomi dapat disamakan dengan tindak pidana ekonomi yang henya mencakup
perbuatan yang melanggar sesuatu ketenfuan dalam sian berdasarkan peraturan-
peraturan yang disebut dalam Pasa! 1| Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang
Pengusutan, Penuntuian, dsn Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang
dikenal dengan UUTPE.”® Pada konteks ini terdapat tiga kategori tindak pidana
ckonomi, yvakoi fenis pertama, berbubungan dengan peraturan-peraturan yang
disebut tegas dalam Pasal 1 UUTPE, kemudian jenis kedua, berhubungan dengan
Pasal-Pasal 26, 32 dan 33 UUTPE, dan jems ketiga, yang memberi kewenangan
kepada lembaga legislatif uatuk menumakan sesuatu perbuatan mendjsdi suatu
tindak pidana ekonomi.

Terhadap tindak pidanz ckonomi ind (dalam arti sempit), Andi Hamzah
berpendapat dengan UUTPE telah dihimpun segala peraturan-peraturan yang ada
dan memberi lowongan untuk peraturan yang akan datang sebagal hukum pidana
ekonomi.® Dengan demikian di luar batasan fersebut, perbuatan apapun yang
melanggar  peraturan  perundang-undangan  dan  merugikan perckonomian
Indonesia, secara yuridis tidak dapat dinamakan tindak pidana ekonomi, apabila
perbuptan  terscbut belum  dinyatakan sccara  tegas oleh undang-undang
bersangkutan sebapai tindak pidana ekonomi {UUTPL)

Adapun pengertian kejahatan ekonomi daiam arti luas, menurut penulis
dapat merujuk pada laporan Kongres PBB Kesebelas tentang Preveniiorn of Crime
and the Treatment of the Offenders di Bangkok, tanggal 18-25 April 2005, yang
mengemukakan bahwa V.. the term of economic crime refers broadly io any non-

1 Definisi kejahatan

violent crime that generally results In q financiol loss”.
ekonomi {dalam arti luss) jugs dikemukakan oleh Barda Nawawi Anef, yakni
mencakup semua tindak pidana 4i luar UUTPE yang bereorak atau bermotif
gkonomi, alau yang dapat mempunyal pengaruh negatif terhadap kegiatan

perckonomian dan keuangan negara vang sehat, termasuk di antaranya kejghatan

 Ibid., | hal, 47,
% Andi Hamzal, Fukum Pidana Ekenomi (akarla ; Erlanges, 1986}, hat, 17,
“'M, Arief Ammruilah, Op. Ci | hal 24,
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di bidang perbankan. 62 Sedangkarr Muladi memberiken batzsan kejahatan

ekonomi melaius pendekatan teknis, di mana kejahatan ekonomi ini Iebih

menampakkan dirinya sebagal kejahatan di lingkungen bispis bilamana

pengetahuan khusus tentang bisnis diperlokan untuk menilai kasus yang terjedi

Atas dasar konstruksi demikian, kejahatan ekonomi menurutoya adalsh® :

... setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa
menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, vang pada hakikatinys
mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran yang salah,
penggelapan, manipulast, melenggar kepercayaan, akal-askalan, atau
pengelakan peraturan”™,

Sclanjutnya Muladi juga mengindentifikasikan beberapa tipe kejahatan

ekonomi di bidang perbankan sebagai berikut™

1.

Kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individual {crime by
persons operaling on wur individual basis), coniohnya kejahatan karin
kredit bank {eredit card frauds),

Kejabatan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan
lain, staupun dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara
melanggar kepercayaan {jn breach of their duty of trust with their
empioyer), contohaya adalab banking viclations by bank wsfficers und

emplayees dengan tujuan embezslement and misapplication of funds,

Kejabatan yang berhubungan atau kelanjutan operasionalisasi perdagangan.

tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut, contohnys
adalah svap menyuap dan memberikan informasi vang salah untuk
mempercleh kredit bank;

Kejahatan sosio ekonomi sebagal usaha bisnis atau scbagai aktivitas utamas
{economic crimes as « busingss or as the central activity}, contohnya
adalah penyalahgunaan kredit bank.

Menurut pendapat penulis, tpe-tipe kejahatan ckonomi di bidang perbankan

sebagaimana yang divraikan Muladi, merupakan kejahatan yang ditujukan

terhadap bank {crimes againis barking), &i mana dalam hal ini bank yang menjadi

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Busga Rampai Hvksay Pidane (Bandung ¢ Alumni,

2007). hal, 164,

¥ Ibid. | hal, 20.
S i | bhal 7
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korban kcjahatan (menderita kerugian), &

kejahatan yang dilakukan oleh bank (sebapai pelaku kejahatan).

Pandangan lain dikemukakan oleh Djumhana yang membagi tipologi

sehingga belum mencakup jenis

maupun dimensi keiahatan di bidang perbankan berdasarkan kesus yang sering
terjadi di bidang perbankan, diantaranya adalah® :
1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan {credif fraud);
2. Penggelapan dana~-dana masyarakat {embezzelement of public fundyy,
3. Penyelewengan  atau  penyalahgumaan  dana-dana  masyarakat
(misappropation of public funds);
4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan kevangan (viofation of currency
regulationy;
3. Pencuckan uang (money laundering).
Sedangkan dimensi bentuk lindak pidana psrbankan, dikatekannya, bisa berupa
keishatan seseorang terhadap bank, kejahatan bank terhadap bank iain, ataupun
kejahatan bank terhadap perorangan, sehingga dengan demikian bank dapat
menjadi korban maupun sebagai pelaku kejshatan
Berkaitan dengan ¢ksistensi bank (baik sebagai korban maupun pelaku
kejahatan), Arief Amrullah membagi ruang lhingkup kejahatan di bidang
perbankan meéi;}utiés :
1. Bank sebagai sarana untuk melakukan kejshaian, contohnya adalah

kejahatan pencucian uang (neney faundering);

N

Bank scbagai sasaran untuk meiakukan kejabatan, berar(i bank dijadikan
objek atan korban kejahatan (bask frawd;, baik dengan cara konvensional
{misalnya perampokan banic} maupun cara non-konvensicnal (contohnya
kejahatan pembobolan bank menggunakan teknologi komputer ataupun
penipuan/rekayasa dalam pengucuran kredit perbankany;

3. Bank sebagai pelake kejahatan, yakni bank sebagai korporasi melakukan
kejahatan ckonomi di bidang perbankan. Lebih lanjut Arel Amrullah

# pembahosan mengenal kejatmtan yang ditujukan terhadap bank, amlara fain dapat
dibaes pada buku yasg ditvlis Leden Marpaung, Pembarantasan dan Pencegahan Tindak Pldann
ferfudup Perbarkan (Inkaca | Djgmbatyn, 20653,

* Muharsad Diumbana, Op. Cit. | hal. 457 — 458,

" Thidl , hat, 454,

M. Arief Amrollsh, Op. Cit, |, bal. 47 - 48.

Universitas Indonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



31

mengulip “Buku Putih”™ yang diterbitkan oleh Center for Banking Crisis,
di mana kejahatan ekenomi di bidang perbankan {vang dilakukan bank
sebagal korporasi) antara laln berupa penyalahgunaan dana bantuan
likuiditas Bank Indonesia {(BLBI}, pelanggaran batas maksimum

pemberian kredit (BMPK), dan maripulasi data la poran.w

Memfokuskan kajian pacda bank sebagai pelakua kejshatan sejalan dengan

pendapat Mardjono Reksodiputro, yang mengatakan, biasanya yang didengar dan

diberitakan dalam surat kabar adalah bank sebagai korban vang dirugikan cich

sejumlah individu {ataupun perusahaan} pembobol bank tersebut, sedangkan bank

sebagai pelaku jarang sckali ada pemberitaan terhadapnya. ™ Oleh karena itu,

beliay mengemukekan beberapa jenis kejahatan yang dapat dilakukan bank

{korporasi} sebagai pelaku, bempan :

1.

Window dressing, yaitu usaha bank agar menjelang periode laporan
(misalnys kepada Bank Indonesia) meningkatkan jumilah aset dan
aktivanya, agar pemampilan bank terlihat sehat dan bonalid (di mats
masyarakat maupun pengawas perbankan};

Menetapkan tingkat suku bunga berlebiban, yang bertujuan menarik dana
magyarakat sebanyak mungkin (merupakan indikasi “kurang schatnya”™
bank dan bermaksud melakukan “proses gali lubang tutup lubang™;
Memberikan kemudahan dalan pemberian kredit dengan tidak diserta
pertimbangen atay penilajan yang wajar dalam dunia bisals perbankan,
khususnya apabila kredit itn disalurkan kepada perusahaan-perusahaan
di lingkungan kelompoknya” dalam jumlah yang berlebihan;

Criminal bunking, yang pada umumnya berkaitan dengan organized crime,
di mana keglalan perbankan hanyalah kedok saja, karena seluruh kegiatan
bank (korporasi) adalali memang merupakan perbualan melawan hukom

secara sistematis unfuk mencari keuntungan, termasuk  diantaranya

adalah " bank gelap atan bank dalam bank™;

 bid  hal. 57
" sdardjeno Reksadipuiro, Kemajuan Pembangunan..., Op, Cit. , hal, §1.
M Ihid | hab 92 - 94,

tiniversitas indonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



32

3. Loansharking operations, dengan variasi-variasinya seperti illegal
aequisition of capital, illegal loaning of thar mosey, dan illegal collection
and enforcement of repayment from debiors,

6. Money laundering, yaitu suatu kegiatan perbankan untuk menyalurkan

dana yang berasal dari kejahatan ke dalam keglatan ekonomi yang sah.

B. Eksistensi Bank Sebagai Pelakn Kejahatan Korporasi

Definisi bank secara yuridis dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 2
Undang-tndang Nomer 10 tahun {928 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 tshun 1992 tentang Perbankan, yang diberi pengertian sebagai badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atae beatuk-bentuk
lamnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyar banyak. Sedanghkan
pengertian perbankan dijelaskan dalam Pasal 1 angke 1 ondang-undang tersebut
scbagat segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
keglatan usaha, seria cara dan proses dalam melsksanakan kegizatan usahanya.

Berdasarkan kedua rumusan i atas dapat disimpulkan bahwa bank
merupakan suate lembaga keuvangan yang berfungsi sebagai perantara dari pihak
yang mempunyai kelebihan dana (sioplus of funds) dengan pihak yang
kekurangan dana (lack of funds), sehingga dapat dikatakan bank mempunyai
peranan scbagal perantarz keuangan masyarakat (finaecial intermedicryy. i
Penegasan fungsi bank sebagal lembags infermediast ini juga dijabarkan dalam
Pasal 3 ndang-Undang MNomor 7 itahun 1992 tentang Perbankan, di mana
ditegaskan fungsi utama perbankan Indonesia adalsh sebagal penghimpun dan
penyalur dana masysrakat.

Kegiatan usaha bank dalam prakieknya tidak hanya sebatas scbagal
lembaga intermediasi, tetapl juga melayani berbagai macam jasa kevangan kepada
masyarakat, seperti jasa pembayaran, pembiayaarn, transaksi kevangan (iransfer),
serta jasa keuangan lainnya. Dengan demikian secara garis besarya, fungsi bank

dapat dibagi menjadi dua macam, yakai®

 Muhamad Djumbana, Op. Cit. | bal. 77,
7 Ibid. , bal. §2 - 83.
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1. Bank sehagal pedagang dana (mowey lender), vyaitu wahanaz yang
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
Fungsi bank sebagai tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang
{labungan, depasito, giro}, sedang dalam fungsinya sebagai penyalur dana.
maka bank memberikan kredit, atan membelikannya dalam bentuk surat
berharga {promes);

Z. Bank sebagai lembaga keuangan vang melancarkan transaksi perdagangan
dan pembayaran uang, jadi bank bertindak sebagai penghubung antara
nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan
transaksi. Dalam hal ini nagsbah tidak secars langsung melakukan
pembayaran, tefapi cukup memerintahkan kepada bank untuk

menyelesaikannya,

Selain kedua fungst di atas, perbankan di Indonesia juga memiliki fungsi
sebagal agen pembangunan {agent of development),™ sebagaimana penjabara
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, vaitu lembaga
yang bertujuan mendukung pelaksanazn pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan, pertambuhan ekonomi dan stabilitas
nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank juga berfungsl
sehagai media dalam mentransmisikan kebifakan moneter nasional.™ Adapun
kebijakan moneter menurut Pasal 1 angka 10 Undeng-Undang Nomor 23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia, diartikan sebagai kehijakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan Bank Indonesiz untuk memelibara kestabian nilai  rupiah,
Pelaksanaan kebijakan moneter terscbut antara lain melalui pengendalian jumlah
uang yang beredar dan pengaturan suku bungs perbankan.

Jelas dari apa yang telah diuraikan di atas bank memiliki peranan vyang
strategls sebagal penggerak roda perekonomian di suats negara, baik dari segi
pelaksanaan kebijakan moneter, sistern pembayaran, pengerahan dana, maupun
penyaluran kredit kepada masyarakat, sehingga menjadikan lembaga perbankan
scbagai posisi sentral dalam pembangunan nasional, termasuk di Indonesia.

Apalagi dengan kemajuan globalisasi, kegiatan bank tidak terbatas dalam suan:

* Hermansyah, Op. £, , hal. 41,
* Suseno dan Piter Abduliah, Sistim dun Kebijukan Perbankan 4i Indonesia (Jakeria .
Pusat Pendidikan dan 3tudi Kebanksentralap (PPSK) Bank Indonesia, 2683), hal. 7 - §,
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lingkup wilayah negara tertento, melainkan sgeara luas melipuli perekonomian
dunia dan melayani kebutehan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian melewati batas antar negara.

Memperhatikan peran dan fungsi bank yang sangat strategis sebagai urat
nadi kehidupan pergkonomian maka tidak mengherankan kejshatan di bidang
perbankan sanpat erat kaitannya dengan kemajuan pembangunan ekonomi di
suatu negara. Dalam kriminologi terkenal dengan apa yang disebut hubungan
positif (direct relationship), " & mana meningkatnya pembangunan ekonomi
berakibat pula pada meningkatnya keiahatan c¢konomi di bidang perbankan.
Kondisi ini sudah diperingatkan dalam laporan Kongres PBBE Ketujuh tentang
Prevention of Crime and the Treatment of the Offenders di Milan pada tahun 1985,
dikatakan kejahatan sebagai produk sosial disebabkan eleh berancka ragam fakior
dan “.. econmomic fuclers plaved a mayor or even predominani role”.”’
Selanjutnya disinggung pula mengenal keiahatan ekonomi yang diakokan oleh
korporast, di mana “.. nalfonagl development programmes were being seriously
kindered by the proliferation of sconomic crimes, such a3 ... abuses of econpmic
powser commited by certain national and transtiational caz}fmmﬁan"‘.m

Kejanatan ataupun penyalehgunaan kekuatan ekonomi (abuse of economie
powery yang Gilakukan oleh korporasi apabila dikaitkan dengan kejahatan di
bidang perbankan, ternyata telah membuka dimensi baru dalam wajah keiahalan
dan pelakunya di Indonesia, di mana menempatkan bank {Imaupun pengurusnya)
sebagai pelaku kejshatan di bidang perbankan khususnya pada sgjumlah kasus
yvang berkaitan dengan penyimpangan Banfuan Likuiditas Bank Indouesia
(BLBI). ® Terhadap hal ini sebenarnya sudah dibabas jauh hari sebelum
terjadinya permasaizhan dalam penyimpangan dana BLBI, yvaknl dalam Seminar
Internasional tentang “Tren Kejahatan Internasional™ di Bali pada tahun 1994,
sebagaimana dikatakarn oleh Grat van den Hewvel

“..rthe deregulation in Indonesia were not sei up maticiously, it was lukes
for the bext interest of 1he econonty und the bawnking indusiry in particalar,

* Mardjono Reksadipuitro, Kemajuan Pembangunan.,., Op. Ci7. , hal. 85,
" Muladi dao Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai,.., Op. Cit. | hat. 161,
2 s

Tbidd.
*? Mardjone Reksodiputro, “Kejahatan Korporasi...", Loc. £,
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But afierwards it became clear it was the cause and the core of severe

corporate crime;.. 2

Keberadaan bank sebagai pelaku kejahatan korporasi {corporgte crime)
memang tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kejahatan kerah putih (white coflor
crime)}, sebagaimana vang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager, "Corporote
crime is, of course white collar erime, but it is white collar crime of particular
type”.® Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan olsh Djumhana, vang
mengatakan alasan dimasukkannya kejehatan di bidang perbankan scbagai
kejahatan kerah putih, karena pola kejahatan di bidang perbankan seringkali rumit.
disecbabkan pelakunya rata-rata adalah orang yang ahli di bidangnya, selain i
Juga sangat rapi dan terselubung sebagai penyamaran wjuan kejahatan (disguise of
purpose or inreﬂ{),s‘z

Konsepsi kejahatan kerah putih (white collar crime) sendiri pertama kali
diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherfand sebagai .. a crime commited by «
person of respectability and high social status in the cowse of his {}cwpaliaﬂ”.s""
Pada mulanya konsepsi int mengacu pada kejahatan oleh individu manusia yang
berasal dari “kelas sosial ekonomi atas” (uwpper socio-cconomic ¢lass) dan
dilakukan dalam “pelaksanaan kegiatan jabatannya”, jadi ditujuksn terhadap
perilaku pemimpin perusshasn {direktur dan manzjer). ™ Akan tetapi dalem
perkembangannya yang dianggap perbuatan tercela dan karepa itu harus
dimimakan pula pertanggungiawaban pidansnya adalah perusahaan atan korporasi
tempat pelaku ity memegang jabatanniyva. Alasannya karena pads umiumnya
pelanggaran hukum pidana itu dilakukan untuk dan atas nama peruszhaan, serta

manfaat dan hasil kejakatan itu dinikmati oleh korporasi yang bersangkutan ™

* Grat van den Heuvel, Corporate Crime in East and West, makalah disampaikan dalam
Seminar fntermasional tentang (ntermational Trends in Crime ; East Meeis West, Nusa Dus, Ball,
tangeal 18-13 Desember 1990, hal, 10,

* Marshatl B, Clinard and Peler C. Yeager, Corporaie Crime (Loadon : Collier
Macmitian Publisiers, 1984, hal 17,

* mMuhamad Dinmhana, Op, Cir. _ hal. 452,

** Direrjeraabkan penolis sebagai “sustu kejahatan yang dilakekan oleh sescorang yang
wrhormat dan mempunyal siatus sosial tinggl, serte dalam melaksanakan pekerjaammya™ Lihat
delam Edwin H, Sutheriand, Loe. Cir.

* Bandingkan dengan Simon and Eitzen yang menyebur para pelaku kejabaten kerals
putih ini sebagai “elite deviance™ Lihat dalam David R, Simon asd [0, Sanley Elzen. £l
Devinnee, Second Edition. Boston ; Aliyn and Bacon Inc., 1986, hal. 5.

* Sutan Remy Sjahdeini, Petanggungjowabsn... . Op Cit. , hsl 57.
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Dengan demikian apabila menyangkut kejazbatan kerah putth yang
dilakukan oleh korporasi (corporate crime} maka unsur whife coflar crime yang
telah dikemukakan Sutherland perlu ditambah dengan unsur lainnya berkaitan
dengan perfanggungjawaban perusahaan (korporasi) tersebut. Dalam hal ini.
menuryt Mardiono Reksodipuiro, suata kejghatan yang dilakokan korporasi untuk
dapat dikatakan sebagal corporate crime harus memeunuhl dua persyarstan
tambahan, syarat pertama yakni perbuatan korporasi dilakukan dalam rangka big
business, sedangkan syarat yang kedua, perbuatan itu telah menyalahgunakan
kepercayaan masyarakat {in viclation of {pubilic} n*asz).%

Syarat kejahatan korporagi dilakukan oleh “big dusiress” adalah untuk
membedakannya dengan kejabatan “small business affences” (yang dilakukan
oleh perusghaan atau usaha dagang vang berlingkup kegiatan usaha kecil atau
terbatas).®’ Sedangkan syarat “penyalahgunaan kepercaysan” (violation gf trusi).
maksudnya suatu perusahaan dianggap telah menerima kepercayaan masyaraket
{public} untuk melakukan kegiatannya secara jujur dan beritikad baik {etika bismis
vang baik atau good corporate governance), sehingga apabila ternyata Kegiatao
perusahaan itu merugikan masyarakat (misalnya penipuan atau kelusi), berarty
dianggap telah menyalahgunakan kepercayasn masyarakal tersebut. ¥

Apabila dihubungkan dengan kepercayaan (/rusf) yang dilanggar tersebut
maka jelas bahwa kejahatan i bidang perbankas merupakan suatu kejshatan
Korporasi, sebab pada dasarmya bank merupakan lembaga kepercayaan. Kekavaan
bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang “dititipkan” kepada bank,
sementara pemilik bank {pemegang sahum) penyertaan modalays adalah tidak
seberapa, dibandingkan dengan seluruh aset bank.® Dengan demikian nmbuh
dan berkembangnya bank sangat tergantung sampal sejauh mans masyarakal
menaruh kepercayaannya {public trust) kepada bank vang akan wmengelola

dananya yang dipercayakan disimpan di bank terscbhut.

¥ Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai... , Op. Cit, bal, 139-140.

¥ Mardiono Reksodiputre, Kemajuan Pembangunan..., Op. ., hal. 105,

® Ibhid.  hal. 104,

¥ Sumber dana baok berasal darl bank sendini (penyertaan modal pemegang sabam}), dadd
masyarakat {simpanan}, dari bask sentrai {dana bantuan lkuidilas seperti BLBE, den dari lembaga
lainnya (pinjaman antar bark}. Lihat Hecmensyash, Op. € hal. 44 - 55,

Universitas indonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



Kontruksi kejshatan korporasi (corporate crime) harus dibedakan dengan
kejahatan yang ditujukan terhadap korporasi (erime againts corporation).
Meskipun keduanya termasuk kejahatan kerah putih, namuon menurnt Chinard dan
Yeager, perbedaannva apabiia kejahatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan
keuntungsn pribadi (dan merugikan perusahaan tempat ia bekerja), maka disebut
sebagal cccupationad crime. Akan tetapi jika kejzhatan tersebut adalah untuk
kepentingan atau manfaat perusahaan {korporasi) di mana dia bekerfa, maka i
adalah corporate crime.>®

Pengertian kejahatan korporasi (corporaie crime) selanjutnya dikatakan
oleh Clinard dan Yeager, scbagal "... any act committed by corporation that is

putiished by state, regarvdiess of whether it is punished under adminivirative, civil

or criminal law’.”' Penckanan terhadap perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan korporasi ternvata tidak dibatasi hanya pada pelanggaran hukum pidana,

melainkan jugs pelanggaran hukum lainnya (perdate maupun adminisirasij.
Menurut pendapat penulis hal ini tidak lain karena upaya untuk memidanakan
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi itu sangat sulit, sebagaimana
diungkapkan oleh Steven Box yang dikutip Muladi, sebagai berikut :
Corporate crime Is crime irrespective of whether it is only punishable by
administrative body, or whether it merely violotes individuals civil vights. .
It mighi be wondered why much corporatz crime s deall with by

adminisirative agencies rather than crimingl courts, but does not justify

excluding corporate vcts regulated by administrative agencies from the

. 92
study of corporate crime”,

Pongertian korporast sendirt, schagaimana dijelaskan oleh Rem) Sjahdein,
dapat dilibat dalam arti secara sempit dan arti secara luas, L Pengertian korporasi
dalam arti sempit, yakni sebagai badan hukum. Pengertian ini digunakan dalam
hukum perdats, di mans diakui cksistensi den kewenangan korporasi sebapai
subjek hukum (legal persony dalam melakekan perbuaten hukum perdata,
misalnye membuat perjanjian (kontrak). Sedangkan dalam hukum pidana,

korporasi diartikan secara luas, baik meliputi badan hukum perdata seperli

* Marshall B, Clirard and Peter C. Yeager, Qp Cit, |, hal. 18.

M thid | Tl 16,

* Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilon Pidana (Semarang © Badun
Peaerbit Universitas Diponegoro, 2662}, hal. 165,

* Suean Rewy Sjabdeind, Peclanggunglawaban,.. , Op. Cir | hal 43 - 45,
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perserpan terbatas (PT), yayasan atau koperass, atau badan hukum fainnya; dan
juga meliputi perusahaan bukan badan hukum seperti firma, CV, persekutuan;
maupun organisasi (sskumpulan orang yang terorganisit) baik dalam rangka
kegiatan usaha maupun kegiatan gosial.

Keberadaan bank sebagai suatu korporasi dapat difihat pada ketentuan
undang-undang perbankan di mana mengharuskan syarat pendirian suaty bank
adalah berbentuk sebagai baden hukum. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
Nomar 10 Tzhun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomeor 7 tahun
1992 tentang perbankan, menyatakan benfuk hukum suatu bank sebagai badan
usaha, adalah perseroan terbatas (PT), atau koperasi, atau perusahaan daerah,
Dalam kedudukan bank sebagai suats badan usaha (korporasi) yang melayani jasa
perbankan ini, dikenal dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan satuan (unif
banking svsiem) dan sistem perbankan cabang {branch banking systemy. Adapun
yang dianut di Indonesia adalah sistem perbapkan cabang, yaitu satu bank
dimungkinkan mempunyai beberapa cabang tetapi semuanys masih dalam saty
bentuk badan hukum (tdek merupakan sebagai badan hukum tersendiri yang
mandirt). Dengan kata lain orpanisasi, pemilikan dan kepengorusan kantor cabang
merupakan bagian vang tidak terpisabkean dasi kantor pusat bank tersebut, ™

Eksistensi atay keberadaan bauk sebapai sustu korporasi yang berbentuk
badan hukwm mempunyai konsekuensi yuridis, di mang bank disamakan schagai
subjek hulum mandiri (legal person} yang raempunyai hak dan kewajiban hukum,
serta harta kekayaan sendir {essets} terpisah dan individu yang memilikinya
(pemegang saham) maupun yang mengelolanya {pengurus). Eksistensi ini nampak
jelas dalam jasa pelavanan perbankan, di mana baok sebagai pihak yang mandiri
dalam metakukan perbustan hukum (perdata) dengan para nasabahaya.”

Memang dalam melakukan perbuatan hukum fersebul, bank scbagai
korporasi  tidak  dapat melakukaonya sendiri namun  melaiul  perbuatan

pengurasnya. Meskipun demikian perbuatan hukum ite tdak mengikat para

* Mublmmad Diumhans, Op. Ciz , hal. 88,

% Salah satu cowtoh eksistensi baok schbagai subjek bukum perdata sdalab pada sust
seseorang hendak membula simpanan @i bank, di mana calon sesabah ieddebih dsbuly harex
megandmangani suals kontrak baku {stendir coniracty yang telah dipersiapkan pihal bank, yang
mama dalam konrak tersebut selaniutnys baik bank maupun nasabab sebagai subjek bukum akan
terikat dengan kontrak yang ditandatangani.
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pengurus ataupun pemilik bank secara pribadi. tetapi perbuatan hukum it hanya
mengikat terhadap bank, dengan kata lain bank terikat atas perbuatan pengurusnya
terhadap pihak ketiga (nasabeh bank), termasuk dalam hal berlanggungiawab
terhadap kerugian vang ditimbulkan pongurusnya kepada pihak Ketiga (sepanjang
perbuatan ity dilakukan untek dan atas nama bank tersebut). Denpan demikian
jelas babwa bank mempunyai kemampuan bertindak meupun kemampuan
bertangpungiawab  secara penvh (mandirl) sehagai subjek hukum  perdats,
sehingga karena itu pula bank dapat menggugat maupun digugat di depan
pengadilan perdata atas namanya sendiri.

Apabila dalam area hukum perdata perbustan pengurus bank dapat
ditdentifikasikan sebagal perbuatan bank (korporasi) sehingga menimbulkan
konsekuensi adanya pertanggungiawaban perdata terhadap pihak ketiga (nasabah),
maka dewasa inl juga telah berkembang pemikiran untuk memberlakukan hal
yang sama terhadap pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain perbuatan para
pengurus ataupun pemilik bank, yang dapat dikateporikan sebagel suatu kejghatan,
pertanggungiawaban pidananya dapat pula dibebapkan kepada bank selaku
korporasi, mengingat perbuatan tersebut merupakan “corporate crime”, karcna
dilakukan dengan maksud memberikan manfeat terutama keuntungan finansial
bagi korporasi (bank} vang bersangkutan,

Masalah perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi im
sudah lama dibicarakan dalam forum intermasional. Hal ini dapat dilibat dari
Guiding Principles for Crime Pravention and Criminal Sustice in The Context of
Development and « New International Economic Order, yang diadepsi oleh
kongres PRB Ectujuls tentang “Prevention of Crime and the Treatment of the
Offenders” di WMilan pada tahun 1985, yang antara lain menegaskan sebagai
berikut

“Due consideration should be given by member siates to making

criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of

an institusion, corporation ar enterprise, or who are in policy-muaking or
executive capacity, bul aiso the institusion, corporation or enterprise if

setf, by devising appropriate measures that would prevent or sanction the
furtherance of criminal activiies %

* Muladi, Hak Asasi Manusia... , Gp. (72, bal. 168.
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Sehubungan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap
bank sebagai korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat tiga sistem
teatang “kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungiawaban pidana dari
korporasi”, yakni sebagai berikut® :

1. Pengurus korporasi sebagal pembuat dan sebagai yang bertanggungjawab;

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungiawab;

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab,
Sistem pembebanan tanggungiawab ini oleb Remy Sjahdeini ditambahkan dengan
yang keempat, yakni pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan
keduanyz pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,”

Remy Sjahdeini juga mengemukakan beberaps ajaran atau  doktrin
pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi., Apabila
kita hubungkan dengan eksisiensi bank sebagal pelaku kejahatan di bidang
perbankan, maka berbagai doktrin ini dapat dipakai nniuk menjelaskan bagaimana
perbuatan para pengurus bank ataupun pihak terafiliasi (pihak yang terkait dengan
bank), dapat dikenstruksikan sebagaj perbuatan bank, atau dengan kata lain dalam
keadaan yang bagaimana suatu bank (korporasi) dapat dikatakan telah melakukan
tindak prdana. Adapun doktrin atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi
fersebut, secara ringkasnya terdinl dax :

1. Dokidn strict Hability:

Dokirin ini dilandasi pemikirag babwa korporasi sebagai suatu fiksi

hokum {fegal emtity} jelas tidak mungkin mempunyai kalbu/niat jahat

(guilty mind), sebab perbuatan hukum korporasi dilakukan oleh para

pengurus korporasi tersebut, Oleh karena itu terhadap korporasi tidak periu

dibuktikan adanya “mens reg” atau unsur kesalehan (kesengajaan alaw
kelalaian), namun cukup dibuktikan “actws rews™nva saja, > yail
perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (criminal acr). Ajaran ini

disebut juga dengan “pertanggungjaweban mutlak™.

7 Mardjone Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan..., Op. Cit. , bal. 72,
* Sutan Remy Sjahdeini, Pertangeungjawaban... . Op. Cir. , hal. 59.
P thid, | hal. 78,
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2. Doktrin vicarious Hability ;

Ajaran ini diambil dart dokirin  suspondear  superior {entang
pertanggungjawaban majikan terhadap perbuatan melawan hukum perdata
(onrechmatige daad) yang dilakukan bawahannya, dikarsnakan hubungan
subordinasi antara majikan {masier) dengan pekerjanya {(servasr) atau
pemberi  kuasa {principal) dengan  penerima  kuasa  {ageni). o0
Jadi korporasi dianggap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan

oleh pegawai atau kuasa ataupun mandatarisnya, sepanjang perbuatan Hu

difekukan dalam lingkup tugas berdasarkan hubungan subordinasi tersebut.

. Poktrin delegasi

Memurut dokirin delegasi, dasar pembenaran untuk dapat membebankan
pertanggungijawaban pidana kepada korporasi adalab karena adanya
pendelegasian wewenang dari Korporasi kepada pegawal {pengurustiya)

untuk melaksanskan kewenangan yang dimilikt korporasi terszbut, Bl

. Doktrin identifkasi

Dokirin ini mengajarkan babwa perilaku (condues) dan mens rea dari
seseorang  yang terkait dengan  perusahasan  (Korporasi)  dianggap
merupakan perilake dan sikap kalbu dari korporasi. Untuk dapat
menerapkan afaran ini, pedu diidentifikasikan mengenai siapa yang
menjadi “directing mind” darl korporasi tevsebut. Pads umumnya ustuk
perusahzan  badan hukum, directing mind-nya sdalah merska yang
mempunyai kewenangan, yvakni pars manajer atau pemegang saham
pengendali, schingga setiap perbuatan vang dilakukan  berdasarkan
kebijakan “directing mind”, menjadi tanggungjawab korporasi.'"

Daktrin agregasi

Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu}
dari berbagal orang yang terkait dengan perusahaan {korporasi) disngeap
seakan-akan dilakukan oleh saly orang saja, vakni diateibutkan sebagai

perbuatan korporasi. '

' Ibid. , hal, 84,

W hid. | hal. 97 dan hal, 95,

B2 Ihid | hal, 104 - 105.

'3 jhud | bal. 107 — 198, Lihkat pula Yan Remmelink, Op. Cit., hal. 108 - 109,
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G Doktrin corporate culture model -

Doktrin i menggunakan pendekatan pada kehijakan korporasi yang
tersurat dan tersirat, sehingga perbuatan sescorang yang melanggar hukum
dapat dibcbankan kepada korporasi, apabila ada dasar yang rasional untok
meyakini bahwa pengurus korporasi yang memiliki kewsnangan, telah
mengizinkan {atau membiarkan) dilakukannya tindak pidana tersebut.’™
. Dokirin reactive corporate fault
Doktrin ini digebut juga reactive regbility model, karens menggunakan
pendekatan reaktif, di mana apabila acfus reus svam tindak pidana terbukti
dilakukan untuk atau atas pama korporasi, maska segera dilakukan
pemeriksaan internal untuk menyelidiki siapa yang bertangounpjawab
dalam organisasi korporasi tersebut. Unsur mens rec bamulah timbul
apabila korporasi tersebut gagal melakukan tindaskan pensrtiban ke dalam
schingga untuk itulah korporasi harus bertanggungiawab,'®
. Dokirin gabungan :
L3ckirin gabungan adalah ajaran yang “diciptakan™ olel Remy Sjabdeini,
berdasarkan gabungan berbagei doktrin pertanggungjawaban korporasi
yang telah diuraikan sebelumnyz. Menurutnya suatu korporasi untuk dapat
dibebankan tanggungjawab pidana haruslah memenuhi  ossur-unsur
sebagai berikut'% ;
a. ‘Tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh directing mind
dart korporasi tersebut,
b, Tindak pidana itu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan
korporasi,
¢. Tindak pidapa jm dilakukan dalam rangka tugasnya dalam
korporasi,
d. Pelaku maupun pemberi perintah tidek mempunyai alasan
pembenar maupun pemaaf,
e. Unsur perbuatan {acizs reus) dan unsur kesalahan (mens rea) tidak

perlo harus terdapat pada satu orang saja.

W thid | hal 111~ 112,
195 spid  bal 117,
K0 1hid  hal, 148 124,
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Selain dokirin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, diperlokuan
Juga adanya pemahaman terhadap kemungkinan pelimpahan pertangpungjawaban,
yakni upaya yang dilakukan oleh pelaku yang bermaksud menghindar dari
pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini diungkapkan olch
Stone, yakni “..when g corporate act goes wrong, the natural inclination of each
Junctional gromp that had a hand in it is to put the Blame in someone else..”"V?
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjiadinya hal demikian, menunst Mardiono
Reksodiputro, perly dipergunakan konstruksi sebagai berikut '™:

1. Selain pemahaman terhadap “fisieke dade” (pelaku yang melaksanakan
perbuatan  terlarang  itu  secara nyata), terhadap  korporasi harus
dipergunakan pemahamen tentang “‘functionele dader”. Dalam pengeriian
terakhir ini, perbuatan korporasi harus juga diartikan apabila tegjadi
pelimpahan pertanggungjawaban. Pelimpahan ini harus diferima scbagai
perbuatan korporasi dalam kapasitasaya sebagal “fanctienele dader”,
apabila dalam lalu-linfas bisnis di masyarakat pelimpahan itu beclaku
sebagal perbuatan korporasi yang bersangkutan.

2. Di samping pertanggungjawaban pidana vang harus dibebankan kepada
korporasi  (dan pengurusnys), penting pula untuk membebankan
pertanggungiawaban pidana ini kepada merekd yang secara nyvaln
mepumpin atau memberi perintah untuk perbuatan terscbul {feirelifke
leidinggever en opdrachigever).'” Dalam banyak kejahatan korporasi.
mungkin sekali perbuaten memberi perintah atau memimpin ind {(actor
fmtelectualisy dilakukan melalol orang {atau hadan hukum) vaong secaa
organisaioris tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan korporasi

yvang bersangkutan.

¥ Christoper D, Stone, “Social Contrs! of Corporate Hehaviar”, dalum M. Pavid
Ermann and Richard j. Lundman (Bd}, Corporote and Governmental Deviance © Froblems of
{rganizotional Behavionr in Comemporayy Sociery {(New Yeork : Oxford University Press, 19781,
lial. 234,

" Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan..., Op. (i, , hal. 69 dan Murdjons
Keksodiputro, Bunga Rampai... , Gp. Cit, hal, 138

'® Bandingkan dengan Jan Remmelink, Op. Cir.  hal, 116— 112
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C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Perbankan Dengan Hukum

Pidana

Kejahatan apapun bentuknya adalah suatu perbuatan yang sangat
membahayakan dan merugikan masyarakat sehingga umuk o diperlukan upaya
melindungi masyarakat melalui usaha untuk mengendalikan dan menanggulangt
kejahatan. Penanggelangan kejahaten menurut Mardjone Reksodiputro, adalah
usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleranst
masyarakat, "' Usaha-usaha yang rasional untuk mengendatikan atan
menanggulangt problema sosial yang dinamakan kejabatan ini disebut dengan
politik atau kebijakan kriminal,

Pengertian  kebijakan keiminal {oriminal policy) menurut Mare Ancel,
adalah pengaiufan secarg rasional usaha-usaha pengendalian kejabatan olch
masyarakal (the rationa organization of the control of crime by sociery).'"
Pendapat vang hampir sama dikemukskan oleh Peter G. Hoefnagels, di mana
kebijakan kriminal adalah “.., the rational organization of the social reaction to
erime®. "'! Pada kesempatan fain Hoefnegels juga mendefinisikan kebijakan
krimmal sebagai kebijakan mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagail tindak
pidana (criminal policy is a policy of designation kuman behavior as a crime).

Definisi serupz juga dikemukakan olek Sudarto, di mana kebijakan
kriminal dapat diartikan sebagal usaha yang rasional dart masyarakat untuk
menanggulangs  kejahatan. ' Kebjjakan kriminal i mencakup kegiatan
pembentukan  undang-undang  pidana, akiivitas dari kepolisian, Kkejaksaan.
pengadilan dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang fidak menggunakon
(hukum) pidana.'™ Lebth ianjut Sudsrto mengariikan lingkup kebijakan kriminal

T vaita

ini dalam arti sempit, arti febih luas, dan arti paling luas,
1. Dalam arti sempit, adaiah keseluruhan gsas dan metode, yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum vang berupa pidana;

" Mardiono Reksodiputea, Hak dsasi Manusiz dalan Sistem Peraditas Pidena (Iakarla *

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukurms, 2007, hal, 84.
! Mare Ancet, Op. Cit, | hal, 209.
Y2 pater (3. Hoethagels, Op. Cir. |, hat. §7.
" fhid, | hal. 99,
" Sudarie, Hukem dan... , Op. C#7. , hal. 3.
'¥ Sudarto, Kapita Sclekia... , Oo. Cit. , hal. 73.
e thid.  hal, 133 114,
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2. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruban fungsi dari aparatur
penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadifan dan
polisi;

3. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan, yang
dilakukan melalui penundang-undangan dan badan-badan resmi, vang

bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat,

Pepegakan norma-norma sentral darl masvarakat ini dapat diartikan
sebagat upaya penanggulungan kejahatan, Denpan demikian melaksanakan
kebijakan kriminal, berarti mengadekan pemilihan dari sekian banyak altemnatif,
mana yang paling efektif dalem usaha penanggulanpan kejahatan tersebut. Ak
Upaye pemilthan ini pedu dilakukan kerena kebijakan kriminal dapat dilakukan
dengan berbagal cara, Gidak hanya dengan sarana penal (hukum pidana) semata,
tetapi dapal juga dengan menggunakan sarana-sarang non penal,

Politik atau kebijaken kriminal sebagal usaha untuk menanggulang:
kejahatan, menorut Hoefnagels, dapat mengejawanteh dalam berbagai bentuk.
Adapun bentuk yang pertama adslah bersifat represif yang menggunakan sarana
hukum pidana, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana {eriminal
Justice system}. Secara luas, kebijakan menggunskan sarana hukum pidana in
mencakup pula proses kriminalieasi. Sedangkan vang keduoa berupa usaha-usaha
preventinn without punishment {Upaya pencegahan fanpa menggunakan sarana
penal), dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini
masyarakal tentang kejahatan {nffuencing views of society on crime ond
punishment) dan sosialisasi hukum melalui mass wedia secara luas "

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dan wpaya perlindungan masyarakatl (social defense)
dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sacial welfare). Oleh karena iui,
dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, tujuan akhir atau tujuan wtama dari politik
atau kebijakan krimsinal adalah perlindungan masyarakat untuk  mencapat

19

kesejehteraan masyarakat, Perumusan tujuan yang demikian pernah

dinvatakan dalam salah satu laporan kursug latihan imternasional {(Imrernotional

137 4p
ibid.
% Peter . Huefnagels, Op. Cit, , hal, 56.
1% £ : x - P =y
Harda Mawawi Arief, Bunga Rarpai Kebijskan... |, Gg Cir | hal 2.

Universitas indonesia

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH Ul, 2009



46

Training Course) ke-34 vang diselenggarakan UNAFEI di Tokyo pada tahun
1973 sehagai berikut '°

“Most of group members agreed some discussion that protection of seciety

conld be accepted as the final goal of criminal policy, aithough not the

wltimate aim of society, which might perhaps be described by terms like

“happines of the citizens”, “u wholesome and culturad tiving”, “sociaf

weffare” ar “eguality”.

Berdasarkan tajuan-tzjuan di atas dapat dikatakan bahwa politik atau
kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan begian integral dar politik
atau kebijakan sosial. Kebijakan sosial (sociad poficy) disrtikan scbagai usaha-
usaha yang rasional uniuk meningkatkan kesejahteraan masyarakal. Jadi dalam
pengertian kebijakan sosial, di dalamnya harus tercakup pula social welfare policy

' Untuk itulah dalam upsya penanggulangan

dan social defense policy. *
kejahatan melalyt pendekatan kebijakan, harus ada keterpaduan {integralitas)
antara politik kriminal dengan politik sosial, serts harus ada keterpaduan antars
upaya penanggulangan kejabatan melsiul sarana penal (hukum pidana) dengan
sarana non penai}z :

Sebagaimana telzh diuraikan sebelumnya, salah satu bagiars dari kebijakan
kriminal adalah menggunakan sarana penal (hukum pidana), atan disebut juga
dengan kebijakan hukum pidana {(penaf policy). Sebagai suatu kebijakan (policy).
maka orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak
alternatif yang dihadapi.' Oleh karena makna lain dari kebijakan adalah politik.
yang merupakan sinorim dari peficy, maka membicarakan masaiah kebijakan
berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan
negara. '*' Dengan demikisn kebijakan hukum pidana sebagai bagian davi
kebijakan keiminal, sangal erat kaitapnya dengan politik hukum suatu negara,
Menurut Sudarte politik kukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-

badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

0 thid

b, | hal, 25,

2 abid.  hal. 3 ~4.

' Sudarto, Hukum dan... , Op, Cir. , hel. 153,

2 Sudartn, Hukum Pidana dan... , Op. Cit. , hal. 16.
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vang diperkirakan dapat digunskan untok mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapal apa yang dicita-citakan. 125

Apabily dihubungkan dengan pengertian politik hukom, maka kebijakan
hukum pidane (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peramran
perundang-undangan pidana yang sesuai dengen Keadaan dan situasi pada suata
wakiu dan untuk masa-masa yang akan datang.'*® Schingga menjalankan politik
hukum pidana merupakan upaya mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang paling baik, dalem arti memenuhi syaral
keadilan dan dayaguna.'”’

Pendapat serupa juge dikemukakan oleh Mar¢e Ancel, vang mengatakan
penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang pada akhimya mepmpunyal
tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif {(the pesitive rules)
dirumugkan secarg lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada
pembuat undang-undang, fetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan
undang-undang, serta kepads para penyelenggara atau pelaksana putusan
pengadilan. ¥ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa peraturan hukum positif’
{the positive rules) yang dimaksud oleh Mare Ancel terscbut adalah peraluran
perungdang-undangan hukumr pidana. Hal ini didasarkan karena setiap masyarakat
vang terorganisir memiliki sistem hukwm pidana yang ferdinl dari peraturan-
peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosédur hukun pidana, dan
suats mekanisme pelaksanaan pidana. =

Memperhatikan tujuan yang demikian maka apabila hukum pidana akan
dilibatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam
hubungan keselurvhan politik kriminal atan “planning for social defence”, yang
merupakan bagian yang integeal dari rencana pembangunan nasional. ™ Hal ini
dikatakan Sabetapv, bahwa politik kriminal scbagai sustu bagian dari poliik
sosial hendaknya bukan semata-mmata untek mencegah terjadinya kejahatan,

melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta

E Ihid.  hal. 20,

"% fhid, |, hal, 93 - 94,

¥ sidarto, Hukum dan... | Lae, €1

138 Marc Anced, Op. Ci. hal 4 -5,

12 marda Nawawi Asief, Bunga Rampai Kebijakan, .., Op, Cit. , hal. 23 - 24,
" Sudarto, Hukura dan... , Op, C# , hal. $6.
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kedamaian dalam kesejahteraan.”’ Oleh sebab itu apabila kebijakan kriminal
hendak diwujudkan melalui kebijakan hukum pidana maka harus merupakan
langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadlar, atau dengan kata lain
memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi
keiahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat
mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenvatasnoya. '

Kebijakan kriminal yang menyangkut tindak pidena perbankan memiliki
karakteristik yang khusus, mengingat karalderistik yang khusus vang melekat
pada tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana perekonomian.'® Dengan
demikian upaya kriminalisasi terhadap perbuatan yang digelongkan sebagal
tindak pidana atau kejabatan di bidang perbankan tidak dapat dipisahkan dan
konteks hukum perskonomian.

Flukum perekonomian dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan,
khususnya yang dibuat oleh pemerintah, vang secara langsung atau tidak langsung
bertujuan untuk mempengarubi ekonomi pasar, Pasar dalam arti pertemuan antara
penawaran dan permintaan. Jadi hukum  perekonomian  terwujud  dalam
perundangan-undangan di bidang pesekonomian vang mengatur kehidupan
ekonoi dari negara termasuk rakyatnya, '

Pengaturan  kehidupan perckonomian oleh negara memberi pstunjuk
balwa negara tidak {inggal diam, dalam arti hahwa negara tidak hanya menjaga
keamanan belaka dan menyerahkan usahs perekonomian dart rakyat Xepada
rakyat sendin {(sistem ckonomi pasar atau marke! ecoromy), melainkan secara
aktif mempengaruli perkembangan perekonomian (sister plasmed economy atau
mixed economy). Pemikiran yang menghendaki agar negara perlu terlibat dalam
urusan  ckonomi  rakyat, merupakan implementasi dasi  konsep negam
kesejahtersan (welfare estate), di mana pegara wajib melakokan campur tangan

3% Kongep negara kesejahteraan

dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyatnya.
ini terdapat dalam konstitusi negara kita schingga membawe konsekuvensi kepada

penguasa untuk harus secara sadar berusaha membawa rakyat dan negara ke arah

Y LE. Sabetapy, Op. Cit,, hal. 70,

"** Barda Mawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., . Cir. , hal. 31
U3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bungs Rampai... , Op. Cit. |, hal 1.
'* Sudarto, Hukum dats... , Op, Cit. , hal. 73,

%M. Arief Ameallah, Op. Cir. | hal. 120 - 121,
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vang diciia-citakan, yakni memajukan kesejabteraan umum (seluruh rakyat)
sebagaimana diamsnatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4,

Pembangunan i bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistem dari
sistemn yang lebih luas, vaitu pembangunan nasional secara keseluruban. Oleh
karena imlah faktor pengaturan melalui sarana berupa hukum tidak dapat
ditinggalkan, sehingga dikenal kopsep hukum schagai sarana memelihara
ketertiban masyarakat (Jow as fool as secial control) maupun hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat (faw av 00! of social enginering). Menurut
Mochiar Kusumaatmadja, kedua konsepsi tersebut dapat dipergunakan sebagai
sarana dalam melakukan proses pembangunan {as fool of social development)
melalut pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi
kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonom;.™*

Demikian pula halnya dengan undang-undang perbankan sebagai bagian
darl kehidupan perekonomian. Fungsi dan peranan yang strategis dari bank
sebagai penggerak roda perekonormian maupun scbagal instrumen kebijakan
moneter, menjadikan sekior perbankan sebagal salah sato area hukum yang periu
diatur secara adminsiratif melalui pembinaan dan pengawasan bank oleh negara.

Sebagai bagian dari hukum administratif maka sistem penecgakan dayi
hukum perbankan terutama dilakukan dengan sistem sanksi hukum administrasi.
akan tetapi pada perkembangannya dalam bidang ini juga dipunakan sistim sanksi
hukum pidana. Dipergunakannyva sanksi pidana untuk mendukung nomma hukum
admimistratif ini sehinpga dinameaken sebagal adminisirative penal Taw ¥

Alasan dipergunakannyz sanksi pidana dalam hukum administrasi ini
dijelaskan oleh Sudarto, yvang mengatakan bahwa peraturan-peraturan dalam
bidang perekenomian seperdi halnve bideng hukum pada wmumnys perlu
ditegakkan, karena adanya hukum pasti ada vang melawannya alan ada

38

pelanggarnysa. Apalagi seperti yang ditulis Anwar, peraturan-peraturan di

bidang ekonomi itu henya memuat hak maupun kewsjiban {keharusan) dan

[RI]

HR., Qe Sabnan 8. dan Eddy Damian (Ed), Komsep-Konawp Huvkum dobam
Pambangunan (Bandung © Alumni, 2806), hal. 19 - 26,

5 Muladi dan Dwidja Privatag, Pertanggungiawabun Korperasi datam Hukum Pidane,
{ﬁanclum% : Sekelsh Tinggi Hukum Bandupyg, 19%1), kal. [ 79,

** Sudario, Hukum Pidana dan..., Op. . | hal, 83.
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teshadap pelanggarnya tidak diancam dengan hukeman. ¥ Lebih lanjut
dikemukakan Anwar, dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang semakin
kompleks, negara kadang-kadang tidak mampu memaksa warga negaranya uniuk
mentaat segala peraturan di bidang ckonomi tanpa adanya sarana saksi terhadap
pelanggarnya, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.'*

Meskipun demuikian, hukum administratif, spabila ada segi hukum
pidananya, dikatakan Sudarto bersifut Khas, karena bersifat administratif. Oleh
karenanya, delik-deliknys dizebut dengan delik administratif, artinya delik-delik
yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkas
kesejahteraan atau  ketertiban  masyarakat. Delik administratif vang juga
dinamakan “regulatory offences” atau “ordmmgsdelikte” ini, dapat dibenarkan
untuk diatur dalaun  wndang-undang tersendivi, dengan kemungkinan adanya
penyimpangan deri asas-asas tmum hukum pidana dan hokum acara pidana,'”

Gejala adanya delik-delik khusus sepertd tindak pidana perbankan maupun
tindak pidana di bidang perckonomian lainnya merunjukkan adanya difergnsiass
dalam hukum pidana, yaitu suatu kecenderungan yang berientangan dengan
adanya unifikasi dari ketentuan-ketentvan umum darl hukum pidana dan hukaem
acara pidana. Diferensiasi int, menuryt Pompe sebagaimana yang dikutip Sudarte,
sangat beralasan, dikarenakan hukum pidasa kbusus mempunyai tujuan dan
fungsi sendini.”

Kebijakan penggunaan sanksi pidanz dalam bidang perckonomism
ditangeapi oleb Muladi yang mengemukakan kini telah terjadi pergeseran fungsi
pemidanpan dalam tindak pidana di bidang perckonomian, yakmi dari semula
pendekatan tradisional (fundamental approach) ke arah pendekatan kKemanlaatan
{uiilitarian approack). Fungsi hukum pidana sekarang ini tidak hanya diarabkan
pada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat,
tetapi jupa diarabkan kepada pertindungan public order yang dirgkayasa dengan
kebutuhan pembangunan saat tertentu.'"’ Terhadap hal ini Muladi sependapat

dengan Friedmann, yang menvatakan bahwa dalam tindak pidana ekonomi, *...the

B HLAK. Mochammad Anwar, Gp it hel 5.

MO thid. | I, 9.

" Sudarte, Kapita Selelaa. , Op. Cir. , hal. 68.

S b | hal, 82

"* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Buaga Rempai... , Op. Cir. | hal. 15.
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Junction of criminal law nof only (o protect private property againts uniawiil
inferference, but also to protect the hasic economic arder of the nation”.'¥

Pandangan lain mengenai kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam
bidang perbankan dikemukakan Romli Atmasasmita yang melihatnya dari sudut
pandang kegiatan bisnis {business activities). Menurutnya, kejahatan di bidang
kevangan dan perbankan merupakan suatu kejghatun bisnis (busfness erime), di
mana pengertian ini mengandung makna telah terjadi perubshan nilai-nilat (valves)
dalam masyarakat ketika suatu aktifitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa
sehingga sangat merugikan masyarakat luas.'*” Perubahan nilai vang dimaksud
vaitu kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran
{honesty) dalam kegiatan bisnis demi untuk mencapai tujuan sebesar-besarnys,
sehingga sudah fidak dapst ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan
karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaka bisnis vang
beritikad baik. Kensekuensi logis dari keadsan dan masalah hukum tadi maka
diperiukan perangkat hukum lainnya, yaite hukum pidana antuk membantu
menciptakan keteriiban dan kepagtian hukum serta untsk menemukan keadilan
hagi para pelaku yang beritikad baik dan tclah éirugikan.”‘"

Berdasarkan apa vang telsh dioraikan sebelumnya maka  dapat
disimpulkas bahwa penggunsan hukum pidana  sebagai  sarana  untuk
menpanggulang! kejahatan di bidang ckonomi {tesmasuk perbankan) tampakoya
tidak menjadi perscalan. Keadaan ini dapat dilthat dari kecenderungan vang
selama ini memmjukkan penggutiean sanksi pidana merupakan bagian dari
kebijakan atau politik hukum yange dianut di Indonesia. "'’ Dengan kata lain
penggunaan huknm pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-

olah eksistensinya tidak lagi dipersoaikan ™

5 Ibid. | hal. 19.

" Romli Atmasasmite, Penganiar Hukum Kejahatan Bisnis (Jakorta : Kencanu, Fdisi
Kedua, 20033, hat. 23 - 24,

M0 thid

""Dewasa ini perundang-undangan di bideng perckonomian selalu mencanwmkan
ketentban mengenai sanksi pidena misalnya pads Undang-undany Perbankan, Undang-Undang
Pasar Modal, Undang-Undang Pajak, Undung-Undang Kepabeanan, serta umdang-undang di
hidang ckonomi Jainnva.

"% Muladi dan Barda Newawi Asief, Teori-teori..., Op. Cis., hal. 136 — 157,
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Keberadaan sanksi pidana ini dikemukakan oleh Packer dalam buku
bexjudul “the fimits of crininal sanction”, yang pada bagian akhir wiisannya
menyimpulkan antara lain sebagai berikat™®

1. Sanksi pidana sangatish diperfukan, Kita tidak dapst hidup, sckarang
sekarang maupun di masa yang xkan datang tsnpa pidana {the orimingl
sanciion is indispensable, we could not, vow or in the foresceable future,
get dlong without it);

2. Sanksi pidana merupakan sarans yang ferbsik yang fersedia, yang kit
miliki untuk menghadapl kejahatan dan untuk menghadapi ancaman-
ancaman dari bahaya atau kejrhatan tersebut (the eriminal sanction iy the
best available device we have for dealing with gross end immedicate harms
and threats of harmsy,

3. Sanksi pidana dapat menjadi penjamin utamafterbaik apabila digunakan
secara hemat cermat dan secara manusiawi, namun dapat menjadi
ancaman dari kebebasan manusia apabila digunakan secara sembarasgan
dan secara paksa {the criminal sanction is af ance prime guarantor cnd

prime threatener of human freedom. Used providently und hwmanely, it is

guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Eksistensi hulum pidana sebagai hukum sanksi menjadikannya sebagai
sarana vang dianggap efektif untuk mengusahakan agar orang melakukan
perbuatan yang sesuni {conform) dengan apa yang dikehendaki penguasa 830
Yang membedakan hukum pidans dari bidang hukum lain ialah sanksi vang
berupa pidana yang diancamkas kepada pelanggaran normenya, sehingga
dikatakan, hukwn pidana merupakan suatu sistim sanksi yang negatif. Di samping
Hu mengingal sifat daxi pidana, vang hendaknya baru diterapkan apabila sarana
(upaya} lain sudah lidak memadai, maks dikaigkan pula bahwa hukum pidana
mempunyai fungsi yang subsidiair.’

Pandangan terhadap hukum pidana sebagai hukum vang mempunyai
fungsi subsidier, mengandung pengertian bahwa dalam wusaha melindungi

masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain lebih

M9 terbert L. Packer, Up. Cir , hal. 364 — 366.
' Sudarro, Kapite Selekta..., Op. 072, hal. 66,
B Sudarto, Hukum dan... , Op. Cit. | hal, 22.
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dahulu dan apabila upaya-upaya inf kurang memadai atau diperkirakan kburang
memberi hasil yang memuaskan, maka barulah hukum pidana digunakan, '
Pemahaman terhadap asas subsidaritas ini sangat peating, tidak hanya
diperhatikan pada wakitu melakokan kriminalisasi, tetapi jugs pada saat
menerapkan hukum pidans, sepanjang hukum pidana digunakan sebagai penguat
sanksi lain {ganksi perdata atau sanksi administrasi), ™

Undang-undang perbankan yang dapat digolongkan sebagai hukum
administratif yang mencantumkan sanksi pidana, membawa konsekuensi kepada
penegakan sanks) pidana yang baru didayagunakan apabila sanksi adminisiratl
sudah tidak mempan, Pendapat inl dikatakan Muladi, vang mengungkapkan sifat
subsidiar (ultima ratio principie) dari hukum pidana administratif {edministrative
penal law}, di mana peranan sanksi pidana pada dasamya merupakan mercenary -
sanction.'”” Namun demikian, menurut Muladi, fangkah-langkah yang bersifat
shock terapy kadang-kadang perlu dilakukan, khwsusnya yang berkaitan dengen
pelaku tindak pidana yang sudah keterialuan dan menimbuikan kerugian yang
besar, Hanya saja, lanjutnya, pengpunaan pendekatan moral tetap harus dilakukan,
menyusul langkah bukum admisistratif. Apabila belumn mempan, dapat digunakan
langkah hukum perdata {sepanjang mcmupgkinkanj, dan barulah penggunaan
hukum pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (the last offors)."

Kebijakan penanggulangan keighaton dengan hukwm pidana sering
diidentikkan  dengan pembeharuan  perundang-undangan  hukums pidana,
dikarenakan pengertian penal policy yang mencakup pula proses kriminalisasi.
Namun apabila ditelaah Iebih lanjut maka kebijakan hukum pidana tidak sama
dengan pembaharuan perundang-undangan hekum pidana, bahkan sebenamya
pengertian kebijakan hukum pidasa lebik luas. Sebab apabila dilihat sebagai suatu
proses kebijakan, penecgakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan

penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahap '™ -

B2 1hid. | hal. 96 dan hal. 152,

'} Miuladi, Kapite Selekts Sisiem Peradilen Pidena (Semarang @ Badan Pencrbit
Universitas Dipanegore, 2084), hal. 24

Y thid. |, hal. 39.

" thid. , Ival, 42.

36 thid. |, hat. 13,
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1. Tahap formulasi, vaitu penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat
undang-undang. Tabap ini dapat pula discbut tahap kebijakan legislatif,

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegak bukum mulail dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini
dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanagn hukom pidana secara konkrit olch
aparat-aparat pelaksana pidama. Tahap inl dapat pula disebut tshbap
kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap tersebut, menurut Muladi, harus dilihat sebagal usaha atun
proses resional yang sengaja direncanakan untuk mencapal fujuan tertentu,
sehingga merupakan suatn jalinan mata rantal aktifitas yang merupakan
perwujudan dani kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya, kebijakan
pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan
hukum pidana itu. Dengan demikian makna dan konse¢kuensi pernyataan babhwa
peaegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari Kebijakan sosial,
tersimpul di dalamnya pengertian social engineering by criminal law."™’!

Jelaslal bahwa kebijakan hukem pidana tidak dapat dipisahkan darn sislem
hukum pidana, i mana kesclurghan sistim hukum pidana it merupakan bagian
dari politik kriminal yang dijalankan oleh negara kita,'”® Terhadap hal demikian,
A. Mulder sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa'>? :

... kebijakan hukuim pidana {(sfrgfrechtpolitiek) ialzh garis kebijakan yang

menentukar :

{1) Beberapa jaub keteptuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah

atau diperbabarui;

{23 Aps yang dapat diperbuat untuk mencegah teriadinya tindak pidana;

{3) Cara bagaimana penyidikan, penuntuian, peradilan dan pelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.”

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses
penegakan hukum pidana secara menyelurah. Oleh sebab itu kebijakan hukum
pidana (penwl policy} sebagai salah satu upaya mengatasi problem sosial

{kejahatan), merupakan bagian dari kebijakan kriminal {eriminga! policy), vang

7 16id. | hal. 14,
1*¢ Sudart, Hukurs dan,.. , Op. Cit. , hal. 30,
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... , Op. Cit. | Il 23,
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juga meropskan baglan dari kebijakan penegakan hukum (law enforcesen
policyy. INi samping itu, karena tujuarmya adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum iu pun termasuk
dalam bidang kebilskan sosial (social policy). Keterkaitan tersehot dijelaskan
oleh Hoefnagels sebagat berikut, *Criminal policy as a science of policy is a part
of larger policy : the Iy enforcement policy... The legislative and enforcement
policy is in turn part of social pofié}z“’m

Kalau dilihat secara fungsionil, maka sistiem penegakan hukum o
merupakan suatu sistem aksi. Ada sekion banyak aktivitas yang dilakukan oleh
alat periengkapan negara dalam penegakan hukum.'®’ Dikatakan Sudarto bahwa
sejarah menunjukkan apa vang dinamakan kejahatan iu bervbah, demikian pula
apa yang dinsmakan pidana, schingga hal ini, merurotays, merupakan masalah
penepakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, lanjuinya,
merupakan masalah pemilihan sarana yang dipandang paling efektif dan
hermanfaat untuk niencapai uan. '

Kebijakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparatur penegak
hukuin, menurat Sudarto, dapat berwujud kepada tindakan yang bersifat preveatif,
represif, maupun kuratif. '® Tindakan preventif merupakan upaya pencegnhan
terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan lindakan
represif jalah tindakan vang dilakukan sesudah terjadi kejahatan (tindak pidanaj,
meliputi tindakan penyidikan, penuntuten dan seterusnya sampai dilaksanakannya
pidana. Termasuk pula dalam hal tidak melakukan kegiatan, dalam arti lidak
melakukan penyidikan atau penuntutan terbadap perkara jertenty, ataupun fidak
menjatuhkan pidana, Sementara tindakar kuratif, menurat hemat Sudario,
merupakan segl lain dard tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada
tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Baik tindakan represif
maupun kuratif pada hakekainya juga merupakan usaba preventif dalam arti

sefuas-luasnya. yakni dalam usahz penanggulangan kejahatan. Melaksanakan

'™ Peter G5 Hoefhagels, Op. Cir. . hal. 56 - 57.
“* Sudaro, Kapita Selekta ., , Op. U4  hal, 112
%2 1hid. | hal. 196

3 thid.  hal. 118~ 121,
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kebijokan ini berarti memutuskan alternatif mana vang paling baik dalam
mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.”

Adanya kebijakan yang dilakukan aparat pensgak hukum dalam
penegakan hukum pidana, dijelaskan oleh Muladi vang mengutip pendapat John
Goldstein, di mana penegakan hukum pidana harus diartikan dalam kerangka tiga
konsep penegakan hukum. Pertama adalah penegakan hukum yang bersifat totad
{total enforcement), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma
hulcum pidana sebagaimana diremuskan dalam undang-undang (substantive low of
crimes) ditegakkan tanpa kecuali, Namun ini tidak mungkin dilakukan sebab
dibatasi secara ketat oleh hukum acara demi periindungan hak asasi manusia
{area of no enforcement), sehingga muncul bentuk pencgakas hukum yang
bersifat penuh (full enforcement), di mana para penegak hukum diharapkan
mampu menegakkan hukum secara maksimal, Tetapi harapan ini disnggap ## ¢
reaiistic expectafion sebab adanya keterbatasan-keterbatasan, baik vang berkaitan
dengan sarans-prasaranyg, kuvalitag sumber daya manusia meupun  kualitas
perundang-undangan, sehingge mengakibatkan keharusan dilakukannya diskrexi
dalam penegakan hukum. Inilah yang dinamakan penegakan hukum secara akiual

(actual enfircement)."®

D, Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan

Penepakan hukum pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, baik i
mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum adminstrasi dan lzin-lainnya.
dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Demikian balnya terhadap
Kejahatan sebagal suatu gejala sesial, dif mana salah satu upsya mengatasinys
adalah dengan cara penegakan peraturan perundang-undangan pidanz melalui
sistemn peradilan pidana yang dibentuk negara,

Sistern peradilan pidana {criminaf justice systemy merupakan suatu sisiem
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi

berarti di sini usaha untuk mengendalikan tegjadinya kejahatan agar berada dalam

™ pbid,
¥ Muladi, Kapita Selekta... , Op. it hal. 13- 16.
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batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.'*® Sistem peradilan pidana
dianggap berbasil apabila sebagian besar darl laporan masyarakat yang menjadi

korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke

sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana, Oleh karens itu,

tujuan sistem peradilan pidana dapat dirmmuskan sebagai'® :
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyclesaikan kasus kejahatan yang tegadi schingga masyarakat puas
bahwa keadilan tslgh ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3, Mengusahakan agar mercka vang pemah melakukan kejahatan fidak

mengulangi lagi kejahatannya,

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses
penegakan hukum pidana, Jadi apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagat
suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung
aspek hukum yang menitikberatkan kepada operagionalisasi peraturan perundang-
undangan {pidana} dalam upaya mensnggulangt kejahatan dap bertujuan
mencapai kepastian hukum (certainfy). Di lain pihak apabila sistem peradilan
pidana dipandang sebagal bagian dart socief defense vang terkait kepada fujuan
mewujudkan kesgjshiergan masvarakat, maks dalam sistem peradilan pidana
terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada kegunaan {expediency).'®

Ada pemahaman vang menganpgap bahwa sistem peradilan pidana
merapakan senjeta yang paling ampub untuk menghadapi tindak pidana. Sebab
dengan tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tjven jangka menengah untuk
pemberantasan  kejabatan dan  Wguan  jangka penjang  wntok  kesejahteran
masyarakat, seringkall sistem peradilan pidana selzlu menjadi tumpuan barapan
dalam pengendalian ksjahatan. ' Pemahaman yaung demikian dikarenakan
pemikiran yang sempit tentang kebijakan krimimal, vang seringkali melibal
kaitannya dengan penegakan hukum pidana semata, Padahal sebagai bagian dari
kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan subsistem dari kebijakan

penegakan hukum (Iow enforcement policy), sama halnva dengan penegakon

:‘: Mardjons Reksadiputre, Hak Asasi Manusia... |, Lee, Cit,
Ihid.
" Romii Atmusasmita, Sistem Peradilan Pidana : Parspektil Eksisensiolisme Dos
Abolisionisme {Bandung © Binacipta, 19963, hal. 16,
%% Muladi, Hak Asast Manusia... , Op. Cir, hal 97,
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hukum perdata mavpun penegakan hukum administrasi.!” Selain itu, sehagai
bagian dari kebijakan keriminal (crimingl policy), sistem peradilan pidana
bukanlah merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menanggulongi
kejahatan secara tuntas, karena sebepnarnys negara (masyarakat) dapat pula
berusaha melalui upaya-upaya sosial lainnya yang diburapkan berfungsi dengan
baik, vaitu sarana non penal yang sering kali disebut sebagal pencegahan tanpa
menggunakan pidana {prevention without punishmen)."!

Walaupun penegakan hukum pidanz dalam rangka menanggulangi
kejahatan  bukan merupakan satu-satufiya  tumpuan  harapan,  namun
keberhasilannya sangat diharapkan, Karena pada bidung penegakan hukom inilah
dipertaruhkan makna arti negare berdasarkan ates hukum.'™ Sehingga wajar
apabila hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama
agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pada praktiknya, upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidang
dalam rangka menanggulangl kejshatan, seringkall mengalam? keterbatasan,
terutama terhadap kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan (corporare
crime atau white collar crime), di mana sistem ini sangat jarang menghadapkan
para pelaku kejahatan tersebut. ' Akibatnya para pelaku kejahatan terschut
seolah-olah berada “di luar jangkauan hukum” Pengertian “di luar jangkauan
hukum” ini, menurut Mardjono Reksodiputre, harus diartikan sehagaiﬂ“ :

t. TPerbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar

undang-undang, namuon sangat merogikan masyarakat, dan

ta

Perbuatan vang telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak
terjangkau oleh penegakan hukum kargpa sifat penerapan iukumnys yang
selektif dan beragam,

Demikian pula halnya dalam Kongres PBB Keenam tentang Prevention of Crime
and the Treatment of the Offenders & Caracas pada tahun 1980, telah

" tbid. . hal. 96.

7 Muladi, Kapita Selekta..., Op. Ci | hal. 6.

R ibid L hal 7.

* Romli Aunasasmita, Sistery Peraditan Pidana.., , Op. Cit., hal. 40,

™ Mardjono Reksodiputro. Kriminologi Dan Siston Peradilan Pidana. Jakania © Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengebdian Hukum, 2087), hal. §8.
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membicarakan mengenal “Crime and the Abuse of Power @ Offences and

Offenders Bayond the Reach of Law™, yang dikatakan sebagai’

“There were those legally defined as crimes but with respect to which the
law enforcement agencies were relutively powerless because of the high
econantic and political status of their perpetrators”,

Keadaan tersebut ditanpgapi oleh Mardjiono Reksodiputro yang
menyarankan apar sistemn peradilen pidana vang baik harus  menyadani
keterbatasannys dan menyampatkan kepada masyarskat bahwa lugas mercka
memang hanys menjaga ketertiban umum {public erder mainmtenmice), termasuk
melindung: masyarakat terhadap kejahatan yang secara nyata telah merugikan dan
meresahkan masyarakat. Jadi di sini, erime comtrol termasuk dalam waintenance
of public order. Lenh lanjut dikatakan, bahwa bukan tugas sistem peradilan
pidana memantau perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, tetapi
tidak termasuk dalam ketentuan perundang-undangan pidana. '

Terhadap kondisi yang demikian meka sistemn perzdilan pidane haros
bersikap lebih toleran kepada pelakn kejahatan vang masuk dan diproses oleh
sistem ini. Sikap toleran ini mennrut Mardjono Reksodiputro didasarkan pada
kenyataan serta pemahaman bahwa kejahatan yang lebih serius, yang lebih besar
merugkan masyarakat seperty “egal corporate behavior” maupun “wihite collar
eriminality”, tidak dapat terjaning oleh sistem inf.'7’

Berdasarkan zapa yang telah divraikan nampak jelas bahwa scbenamya
sarana pidana mengandung ketetbatasan. Karena iulah untek mencapai tujuan
yang diinginkan, hukum pidana tidak bisa bekerja sendirian, tetapi perlu
melibatkan sarana-sarana lain yang bukan pidana {non penal), termasuk
diantaranya melalui penyelesaian di luar peradilan (ons of court scitiement).

Pentingnya aliematif penyelesnian perkara di luar peradilen {pidana) ini
juga disinggung dalam Kongres PBB Kesombilan tentang Prevention of Crime
and the Treatment of the Offenders di Cairo pada tahun 1995, di mana untuk

perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan white collar crime atau

5, Arief Amrullsh, Op. Ci hal. 108
i Mardions Reksodipatro, Bunga Rampai.., Op. O, hal. 6 -7,
TE {M‘
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apabila terdakwanya Korporasi {corporate crime), maka pengadilan seharusnya
tidak menjatubkan pidans, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfuat bagi
kepentingan masyarakat sccara menyehwuh dan mengurangl kemungkinan
terjadinya pengulangan. '’

Kebijakan untuk menggunsken saranz altermatif dalam menanggulangi
kejahatan sebenarnya lebih merupaken masalah kebijakan (mroblem of policy).
sebab sebagaimana dikatakan Sudarto, dalam melaksanakan penegakan hukum
atau khususnya dalam melaksanakan politik kriminil, tidak ada tindakan vang
dapat dikatzken “dengan sendirinya harus demikian”. '”* Hal ini disebabkan
karena politik kriminal sesuatu negara itu harug sesual dengan nilgi-nilail vang
berlaku dalam rmasyarakat, sementara nilal-nilai ind suatu waktn bisa berubaly,
schingga wayar apabila reaksi terhadap kejahatan dapat berubah pula. Terlebih
sebagal suatu masalsh yang fermesuk masalah kebijakan, maka penggunaan
{hukum) pidena sebenarnya fidak merupakan suate keharusan, karena tidak ada
absolutisme dalam bidang kebijakan, sebab pada hakikatnya dalam magalab
kebijakan, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai
macam altermatif,'™

Penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan (owt of comrt settiement,
dikatakan Romil Atmasasmita, bukenlah sesuatuy yang baru dalam sistem dan
praktik hukum di Indonesia, kerena sejak lama dalam perkara perdata, para pihak
vang bhersengketa dapat melakukan perdamaian, baik di dalam pengadifan
berdasarkan Pasal 131 avat (1) HIR {(dading), maupun perdamaian di lvar
pengadilan menggunakan sarans ADR ataupun arbitrase {];warw:asitam},iiii Sclain
itu, penjatuban sanksi administratif, misaliya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang
Perbankan yang memberi kewenanpan kepads Bank Indonesia untuk menjatuhkan
sanksi administratif kepada bank vang tidak memenuhi kewajibannya,
menurutnya, juga merupakan penyelessian di luar pengadilan karena diputuskan

oleh pejabat publik tersebut tanpa melalui (putusany pengadilan.'®

"8 84, Aricf Amrullah, Op. Ciz. |, hal, 238,

' gidarte, Kapite Selekta..., Op. 77, bai, 123,

"9 noladi dan Barda Nawawi Arief, Teord-Teori... , Op. Cit., hal. 149,
' Romifi Atmasasmita, Pengantar Hukom.. , Op. Cit, hal. 38.

" tbid | hal. 39.
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Sebagaimana halnya hukum perdata maupun hukum  administrasi,
penyelesatan perkara di luar pengadiian juga dikenal dalam konteks hukum pidana
yvang dikenal dengan istilah “transaksi”, atau disebut Remmelink sebapai

183 pada transaksi ini,

penyelesatan di lvar proses (gfdoening builen proces).
sebagaimuna dijelaskan Remmelink, jaksa/penuntut umum sebelum dimulainya
tahap persidangan dapat menctapkan satu ateu lebih persyaratan {terutama dalam
benluk pembaysran sejumnlah uang tertentu} untuk mencegah atsv mengakhiri
diteruskannya penuniutan pidans,% Persyaratan tersebut, lanjutnya, dapat berupa
pembayaran denda meksimum, maupun persyaratan tambshan lain seperti
penggantian kerugian dan perampasan benda-benda serta keumtungan yang
diperoleh dari tindak pidana,'®

Berdasarkan sejarahnys, Remmelink membedakan transaksi ini dalam dua
bentuk, vakni swbmissie dan compositic. 15 pada sphmissie, terdakwa dasn
penuntut umum teriebih dahulu memaparkan persoalan di hadapan hakim,
kemudian hakim berdesarkan surat permiohonan terdakwa dan telah disepakati
penuntut umum, Khususnya karena alasan sulitnys pembuktian, selanjuinya akan
mengambil kepulugan tanpa pemeriksaan lebih lanjut den menjatuhkan pidana
vang umumnya berupa denda. Sedangkan pada compositie, terdakwa dapat
menghentikan proses penuntutan dengan cara membayar sejumliah uang tertentu
{yang iclah ditetapkan scbelumnya) kepada penuntut umum. Jadi pada compositie,
keberadaan hakim tidak diperlukan karesa penyelesaian perkara sepenuhaoya
berada pada Rewenangan badan penuntul wmun,

Hukum pidana kita (KUHP) juga mengenal lembags “fransaksi”, namun
dalam praktiknya jarang sckali dilakukan sebab hanya dapat diterapkan pada
tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja. Ketentuan

tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat {13 KUHP vang menyebutkan' :

{1} Kewenangan menuntut pelangpgaran yang diancam dengan denda saja.

menjadi hapus kalpu dengan sukarela dibayar maksimum denda dan
maksimum biava-biaya yvang telah dikeluarkan kalau penvntulan

" fan Remmelink, Op. i, hal. 442,

8 fhid,

2 ibid, | bat, 443 444,

e Yhid.

¥ Moelyatne, KUHP © Kitab Undang-Undang Hokum Pidang (Jakara © Bumi Aksara,
2003), bal. 34,
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telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk ite oleh aturan-
aturan umum, dan dalam wakin yang telah ditetapkan olehnya.
Kondisi demikian berbeda halnya dengan di negara Belanda di mana sejak
diundangkannya financial Penalties Act pada tahun 1983, kewenangan transaksi
diperivas hingga dapat dibertakukan terhadap kejahatan yang ancaman pidananya
i bawah enam tahun. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana ditulis oleh
P.JP. Tak dalam bukunya “The Dutch Criminal Justice System” yang dikutip
Romli Atmasasmita, penuntut umum diberi wewenang untuk menunda penuntulan
hingga dipenuhinya pembayaran sejumiah uang kepada negara, apabila hingpa
batas waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak membayarnya maka penuntutan
ditanjutkan kembati.”*®
Pemikian pula dalam undang-undang tindak pidana ekonomi dj belanda
{wet ap de cconomische delicten), dikenal pulz penyeicsalan di luar acama
{schikking) terhadap delik-delik ekonomi, baik ity berupa keiahatan maupun
pelanggaran. Dikatakan Andi Hamzeh, penyelesatan di luar acara (schikking
datam tindak pidans ekonomi merupakan upaya penyeleszian perkara tanpa
memajukannya ke muka persidangan pengadilan, dengan pembayaran denda
damai vang disepakali antara Kejaksaan {Agung} dengan tersangka. Istilah denda
damai, maksudnya, berupa pembayaran sejumish vang kepada negara, sebagai
pengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka. **°

Berdasarkan apa vang telab diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun

penyelesaian perkara di luar pengadilan juga dikenal dalam konteks hukum pidana,

akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dengan penyelesaian di luar pengadilan
dalam hukum perdata. Penyelesaian di luar persidangan dalam kerangka hukum
pidana ietap melibatkan aparat penegak hukum (jzksa/penuntul umum) sebagal
pihak “tidak sederajat™ dengan ferdakwa. Hal ini dikemukakan oleh Remmelink
sebagal berikut'™ ;
... wansaksi merupakan suaty pranata hukom di tataran hukum publik
vang sifalnya sui generis. Berbeda dengan apa yang kita temukan dalam

kontrak di tataran hukum sipil (keperdataan}, konsep-konsep seperti itikad
baik (goede toww), kepantasan (bifijkheid), dan scterusnya tidak

" Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum... , Op. Cir, hal. 43,
™ Andi Hamwah, Op. Cit., hal, 49— 41,
" Jan Remmelink, Op. Cit, | hal, 448,
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memainkan peran terlslu penting, setidaknya tidak dalam  kontcks

kesederajatan antera para pihak...”

Ketidaksederajatan para pihak tersebut dapat dipahami mengingat aspek
hukum pidana sebagal hukum publik yang lebih mementingkan perlindungan
kepentingsn wmum atau masyarakal atau negara, schingga sifat memaksa lebih
mengemuka. Hal ini diungkapkan Romil Atmasasmita berkaiian dengan kejahatan
di bidsng keuangan dan perbankan ini sebagal bagian darl kejahatan bismis, di
mana telah memasukkan konsep hukum pidanz dengan sifat memaksa ke dalam
fingkop hukum perdata, sehingga depat diertikan sebagai suzta penerimaan

{acknowledgement) Vsifat memaksa” ke dalam konteks hubungan keperdataan,m

P Romli Almasssmita, Pengantar Hekum.., , Op. Cit.. hal, 25.
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BAB3
REBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHAAP BANK
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

{KAJIAN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONES{A)

A. Rebijakan Hulums Pidana Terhadap Bank Sehagai Pelaku Kejahatan Di
Bidang Perbankan Dalam Perundang-Undangan Nasional

Scbagaimana opraian pada bab sebelumnya, kebijakan hukum pidana
{penal policyy tidak lain merupakan garis kebijakan yang menentukan azh
penegakan hulam pidans yang akan dilsksanakan oleh aparatur penegak hukum
{tabap aplikasi) melalni sistern peradifan pidana.'® Oleh sebab ity garis kebijakan
hokum pidana i1 secara formal yuridis berusiah terdapat pada ketentuan
perundang-undangan pidana afaupen ketentman perundang-undangan adminigtrasi
bersanksi pidana (administrative penal fow} yang mengatyr mengenal bidang
permasalahan tersebut,”

Konstruksi demikian juga berlaku terhadap penyalahgunaan dams Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLEI) yang dilakukan cleh sejumiah bank’™ sebagei
suatu kejabatan di bidang perbankan. Asah kebijakan hukum pidasa dalam
penanggulangan kejahatan inl seyogyvanya berwujud pada pencgakan hukumm
terbadap sanks: pidana veng ﬁilanggar,ws haik i pada ketenman Undang-lindang
tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomer 10 Tzbun 1998), maupun pada ketentuan
perumdang-undangan pidana Jainnya.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLEI) yang diberikan pemerintah
kepada sejumlah bank memang tidak dapat dilepaskan dari situasi krisis moneter
yang ferjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan dilikuidasinya sejumiah bank

"2 Rususan ini disimpatian perutis berdasarkan pendapar Muoladi mengenai penegakan
hukum widana scbagai snaty proses kebijakan yang dircncanakan, dalsm Kapia Selekta.. , ¢p
Ciz., sal, B, Juga dalom Mudadi dan Bards Nawawi Aref, Teerh-Toori. , Op. Cir. | hat. 91,

P Kaitkan dengan pendapst Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... , Op. C#.,
hal. 24.

% BPRARI, Loc. Cit.

* Lihat pendapat Peter Q. Hocfnagels mengenai bentuk-bontuk pervnjudan dart poliik
kriminal, Loc. Cir.
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swasta nasional akibat burnknya prakuik perbankan yang telah berfangsung cukup
lama di mass Orde Baru ' Keadsan il vang dikatakan oleh Mardjono
Reksodiputro sebagai dimensi baru dalam kejahatan dan waish pelakunya di
Indonesia, dt mana pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi, suatu kesatuan
yang disamakan dengan manusia.'”’ Menurut pendapat penulis, yang dimaksud
korporasi oleh Mardiono Reksodiputro tidak lain adalsh bank sebagai pelaku
kejahatan di bidang perhankan,

Eksistensi (keberadaan) bank sebagal pelaku kejahatan apabila dikap Iebih
lanjut mengarah kepada sebuah pertanyean, yakni apakah secara formal yuridis
kebijjakan hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan nasional
(hukom positif) telah mengatur mengenai hal tersebut? Sebelum membahas lebih
lanjut mengenal dapat atau tidaknya bank (korpurast) dipertanggungiawsbkan
sehagai subjek {pelaku) kejahatan di bidang perbankan dalam hukurn positif yang
berleku di Indonesia, terlebih dahulu perdu dikali mengensi  kejahatan
penyalahgunaan BLBI karena pembahasan mengenat (kebijakan) hukum pidana
memang tidak dapat dipisahkan dari tiga pHar pokok hukum pidana, yaitu tindak
pidana (kejahatan), pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.'”

Pengertian  atan  makna  kejahatan  dapat  ditinjaw  dari  perspekdtif

kriminclogis maupun dari  perspektf  yuridis. i

Apabila  kejahatan
penvalahgenasn BLBI ini hendak dilihat deri sudut sosiologis (kriminclogis),
maka mungkio s3ja jewsbannya dapat berbeda-beda sebab sebagaimana yang
dikatakan Sudarto®™
“..terdapat pemahaman yang berbeda dalam memaknakan apa yang
disebut dengan kejahalan itu, karena sifatnya gelatif dan  subjekof
bergantung pada sejanh mana masyarakat memandang sesuata itu sebagai
suaty kejahaten atau bukan”
Pendapat Sudarto ini ada benarnya scbab menurut para pelaku kejahatan
{konglomerat pemilik bank), penyalahgunaan dona BLBI mungkin saja dianggap

schagal sesualy yang wajar akibat cost yang harus dibayar karena trjadinya krisis

5 M. Arief Ameullak, Op. Cit. , hal, 58. Lihat juga kesimpulan BPK perihal kelemahan
pada sistem pernbinaan dan peagawasan bank, dalam BPK-R], Loe. Cir

¥ Mardiono Reksodiputro, "Kejahatan Korporasi...”, Loc. it

¥ Horbert L. Packer, Op. Cit,, hal 54

9% 1 that pendopst 1E. Sehatapy, Op. O, il 67.

¥ Sudarts, Hulum Pidsna dao... , Op. G, hal. 161
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moneter.”®’ Sebaliknya bagi para pemerhati, penyalahgunaan dana BLBI dianggap
kejahatan yang cukup serius karena merupakan penjarahan uang rakyat yang
dilakukan para konglomerat schingpa rakyat harus menanggung beban utang. 2
Penulis sendiri menilal penyalahgunaan BLBI oleh bank-bank penerima
tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan atau bukan, sebaiknva dikembalikan
pada tuiuan penyaluran BLEBI (yang seharusnya hanya untuk pembayaran dana
nasabah  karema tenjadinya sush  sehingga bank  mengalami  kesulitan
Hkuiditas/bersaldo debet), kemudian dihubungkan dengan Hasil Audit Investigasi
BPK Nomor 06/0i/Auditama T/AYVINV200G tanpgal 31 Juli 2000, di mana
menyshotkan .
“Dari fofal penerimaan BLBI puda 48 bank yang diinvestigasi, vaitu
sebesar Rp.144.530.086 juta, telah diteraukan berbagai pelanggaran dari
ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBL Penyimpangan yang
diternukan  tersebut depat dildasifikasikan ke dalam pelbagai jenis
penyimpangan jika ditinjau dari tujuan penggunsannva”
Lebih lamjut hasil andit tersebut juga mengungkapkan penyimpangan yang
dilakukan oleh bank-bank penerima BLBI berpotensi merugikan keuangan
negara sebesar Rp, 84,842 triliun alau sebesar 58,7% dati total dana BLBI vang
dikucurkan. Berdasarkan apa yang diuraikan di afas maka dapat dimaknai bahwa
secara  sosiologis (kriminologis) penyalahgupsan dang BLBI adalah suatu
kejahatan, karema kejahatan pada hakekatnya merupakan perilaku  vang
menyimpang di magyarakat *
Sementara itu dalam konteks yuridis, penyalahgunean dana BLBI barmlah
dapat dipandang sebagai sualu kejahatan apabila terdapat pelanggaran tevhadap
ketentuan hukura pidana vang berlaku yang menyatakan perbuatan demikian

! Marwan Batubsra, “Inkonsistensi Pencgakan Hukum dalam Kosus BLBI™ dalam
Marwan Bawbara, £p. Cir | bal, 51 ~ 32, Bandinpkan dengan peadapat Mardiono Reksodiputrs
vang mengpunakan istilab “perbuatan tecpaksa” yang huarss dijalankan mengikuti “sturan main”
dalsn bisnis, dalam “Kejahatan Korporasi,,.”, Op, Cit. , hal 694,

% Banyak whisan pengemat bukpm yang menyoroli masalzh penyalahgunaan dass BLBI
tnt sebagat suatu kejabstan, salah satunys yang ditulis oleh Dansng Widoyoko, M. Affac R
Tojeng dun Syarifuddin, Hukum Berhenti di Kssus BLBT (Jzkaria : Indenesian Corruption Waich,
2006}, bl | 3.

C BIRARI, Loe. Cit,
3 pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kejahatso adaloh perilak yang menyimpang
dagal dilihat dalam Mujadi dan Barda MNawawi Arief, Teori-Town... | Op. Cir, hal, 145
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sebagai (tindak pidena) kejahatan”™ Jika demikian halnya, tentu barus melthat
pada keteritvan yang mengatur mengenal bal tersebut, yauu Undang-Undang
tentang Perbankan (Undanp-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

BRerdagarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, telah
ditentukan tujub jenis tindak pidana vang dikualifikasikan sebagai kejahatan,
yakni sebagaimana terdepat dalam Pasal 46, Pasat 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1),
Pasal 49, Pasal 30, dan Pasal 50A. Apabila melihat pada pasal-pasal tersebut
memaag secars eksplisit tidak terdapatl kelentuan mengenai tindak pidama
(kejabatan) penyalahgunaan dana BLBL 8 Oleh karenanya kita perlu mernjuk
kembali pada audit investigasi BPK. tahun 2000 tadi, di mara dalam hasil audit
dinyatakan bahwa texdapat indikasi dana BLE! digunakan bank untuk pemberian
kredit kepada kelompok usaha sendini vang mclenggar ketentuan tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPR)*

Adapun ketentuan mengenal Batas Maksimum Pemberian Kredil (BMPK)
atau Legal Lending Limit diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Momor 7 tahun
1992 tentang Perbankan, schagai berikut

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat
berharga, stau hai lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang {erkail, termasuk

kepada perusahaan-perusehaan dalam kelompok vang sama dengan
bank vang hersangkutan,

% ikt pendapat Roeslan Saleh mengengt pengertian kejabasan dalam arti veridis, Op.
i, hall 17,
06 [ihat Bab VIII mengenai Ketentean Pidana dan Sanksi Administratif datam Undang-
Undang Noemor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomaor 10 Tabun 1998
tentang Perbankan, Kemjuh jenis tindak pidans {kejohatan) vong diatwr daluen Bab VHI Undang-
Undang temizng Perbunkan meliputi @
a. Keiahmian menyanglast izin usaha bank {Paxal 46 svat 1y
b, Keiahatan borkaltan dongan rahasia bank (Pasal 87 avar 1 dan 2%
<. Kejahotan yang berkaitan dengan kewaliban memberiken keterangan kepads pilsk burwenung
{Passl 47A),
d. Kejehatao berkatian dengan pengawasan bank oleh Bovk Indonesia {Pasal 4B avac i
e. Kejahutan berkaitan dengan kegialon menjsianken usaha bank (Pasal 49 ayat | dan 2%
£ Kgjahatan yang dilakokan oleh pihak terafilizsi bank (Pasal 583;
8- Kejahatan yang dilakukan oleh pemegang sabinm (Pasal 30A).
" BPKR-RI, Loc. Cir.
% Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ates Undang-
Undang Nomor 7 ishun 992 tentang Perbonkan, ketentuan pasal 11 i ditonshiah dengan
pembatasan pembiayaan (keedit bank} berdasarkan prinsip Syarish.
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(2) Baias maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
melebili 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank yang sesual
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

{3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimun
pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat
berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank
kepada :

a. pemegang saham vang memiliki 10% (sepulub per seratus)
stau iohih modal diselor bank;

anggota dewan komisaris;

anggota dirsksi;

kelvarga dan pihak sebagaimana dimaksud dalam huraf a,

huruf b dan huraf ¢

pojabat ank lnnyg; seria

perusahman-perusahsan  yang & dalamnya  terdapatl

kepentingan dart pihak-pihak sebagammana dimaksud dalam

woruf 4, huruf b, href ¢, hursf 4, dan hurufe.

{4} Baiss maksisoum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh
melebihi 10 % {sepulult per seratus) dan modal bank yang sesust
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

{5) Pelaksanaan ketentvan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat {3} wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank fndonesia.

o 0o

hn

Bank Indouesia dapat menstapkan ketentwan yang mengatur BMPK
kepada peminjam pada kelompok (group) yang sama, lebih rendah dari 30%
modal bank (penjelasan Pagal 11 ayat (2)). Demikian pula Bank Indonesia dapat
menctapkan pengaturan BMPK yang diberikan kepada pihak-pihak yang
dimaksud dalam ayat (3), dapat lebih rendab dad 10% meoedal bank (penjelasan
Pasal 1] avat (4)). Sementara itu yang dimaksud dengan kelompok {(group) adalah
kumpuian orang atan badan yaﬁg gafu sama lain mempunyai kaitan dalam bhal
kepemilikan, kepengurusan, ataupun hubungan keuanpan {penjelasan Pasal 11
ayat {1). Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga, meliputi hubungan keluarga
sampal dengen derajat kedua menurut gans furus maopun ke samping fermasuk
mertua {penjelssan Pasal 11 ayat (3) hurof d).

Salah sstu peraturan penjabaran BMPK ini terdapat dalam Surat Edaman
Bank Indonesia No. 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993,% vang mengatur Batas

¥ panisbaran mengensi keteniuan RMPK ini juga diater dalam Surmy Kepwvsan Divskst
Runk Indonesie Mo 26/21V/KERMR tanggal 29 Mei 1993, weng kemudian dicabut oleh Surw
Kopulusan Dircksi Bunk Indonesia Noo 3I7WKEP/DIR wmogzat 31 Despmber 1998, dan
kerudinn dirubah lagl dengan Peraturan Bunk Indonssia No. 2/{6/PBIZ000.
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Maksimum Pembernian Kredit untuk perusahaan dalam kelompok yang surs
dengan hank, sebagai berikut ¢

1. Uniuk perusshaan yvang hak kepemibikannya 25% {dua pulih lima per
seratus) atau lebih dimiliki bank, berlaku ketentuan BMPE scbesar
10% (sepuleh per seratus) dan penyertzaan bank pada perusahaun
tersebat

2. Unituk porusahaan yang hak kepemilikannya kurang dad 25% (dua
puluh lima per seratus) dimiliki bank, ketentuan BMPK sebesar 20%
{dua puluh per seratus} dari modal bank,

3. Untuk seluruh porusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka | dan 2,
berlaku ketentuan BMPK sebesar 20% (duwa puluh per seratus} dari
modal bank.

Liengan demikian pengectiian BMPK atan Legal Lending Linit sebenarnya adalah
persentase perbandingan batas maksimum penyedizan dana yang diperkenankan
terhadap modal bank.2'?

Adanya pengaturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
dimaksudkan untuk rmenghindan resiko kegagalan {kredit macet) yang dapat
berpengaruh terhadap keschatan bank. Resiko kredit macet dapat dibatasi antara
lain bila suatn bank €idak terlale banyask memberikan kredit kepada nasabah
tertentu saja atsu kepada pihak-pihak vang mempunyai keterkaifan denpan bank
terscbut. ' Kotaatan bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK scbenarnya
merupakan wuind kehendsk unfuk memelibara kesehatan bank sekaligus wigud
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah
penyimpan dana pada bank yang bersangkutan, *'?

Sehubungan dengan ketaatan bank terhadap ketentuan BMPK s, Sutan
Remy Sjahdeini sempat menulis bahwa banyak bank tidek hanya melanggar
aturan itu, babkan ada bank yang memonopoii penyaluran kredit hanya untuk
kelompok usahanya.’’ Selanjut disebutkannys bank-bank dimaksud antara laimn

sebagai berdlut " :

*1" Hermansyah, Op. Cir. | hal. 139.

N sutan Remy Sjahdein, Ketentuan-Keteniwan Pokok Perbankan Fadawesia (Jakarta
eidak diterbitkar, 2007}, hal. 69.

2 1bid,

12 sutan Remy Sjahdeing, “ladi Bankir, Ya Bankir Saja" dalam Warts Zhonomi {Nomor
15 Tabun X, 31 Agusiug 1998), hal 8.

2 thid.
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“... misal Bank Dagang Nasional Indonesia telah menyalurkan Rp. 24, 4
triliun, jauh & atas patokan BMPK. Apabila dihitung dari total kredit yang
disalurkan, angka ity mencapai 90,7%. ... kemudian Bank Danamon telah
menvalurkan Rp. 12,9 tiliun siav 438 % dan total kreditnya uniuk
kepentingan kelompok ssahanya ... demikian pula Bank Muodem yang
telah menyalurkan kredit ke kelompok sendin sebesar Rp. 1,2 triliun atay
63,2% dar total kreditnya”
Apabila kita cermati mengenai pelanggaran terhadap ketentuan BMPK ini
dalam Undang-Undang tentang Perbankan {Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
sebagaimana diubzh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998%), ternyata
dari ketujuh jenis tindak pidana yang terdapat pada ketentuan Bab VIII, tidak ada
satu pasal pun yang menyebut secars legas pelanggaran BMPK sebagai tindak
pidana. 2> Sekedar perbandingan, ketentuan ini sangatlah berbeda dengan

pengaturan terhadap pelanggaran rahasia bank yang secara teges dhatur dalam

suatv pasal tersendiri sebagal tindak pidana {kejahatan) perbankan dalam Pasal 47,

Oleh karemenva ads vang berpendapat Undang-Undang Perbankan cenderung
menganak-emaskan bank, yang mana fercermin dan perlindungan yang kurang
terhadap nasabah serts pengaturan kKejahatan bank vang ragu-ragu.”

Meskipur pelanggaran BMPK tidak secara tegas dinyatakan sebagai
tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang tentang Perbankan (baik dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 maupun perubabhannya pada Undang-
Ugdang Nomor 10 Tahun 1998), namun jika kita mengkaji masing-tasing

ketentuan dari berbagai tindak pidana (kejahatan) yang terdapat pads ketentuan

Bab V111, sehenamya pelanggaran BMPK juga tidak Tuput dard sanksi pemidanaan,

Hal ini nampak dan ketentuan Pasal 4% ayat (2) humf b Undang-Undang tentang
Perbankan® , vang menyatskan :
{2} Anggota dewan komisans, direksi, ateu pegawal bask vang dengan

sengaja :
I

*15 Lihat catatan kaki Nomor 206.

¢ Munir Fuady, Hudwm Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-Undang Talon 1998,
Buks Kesaw {Bandung : Citrn Aditys Bakti, 199%), hal. 4.

7 Semuke anceman pidana pasal ini dafam Undang-Undang Nomar 7 mhin 1992 adalaly
naling lama 6 {gnam} 1zbun seriz denda sehurang-kumnpnye Rp. 6.000.000.508,- (evam miliar
rupishy, mamun sefclsh divboh dengan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1998, ancemen
pidananys ditinggikan dan dimusubkan puds ketontuun pidana minimal khusus,
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bh. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank ferbadap kefentuan dalam undang-
undang perbankan maupun ketentuan perundang-undangan lainnys
yang berlakn bagi bank, dipidana penjara sekurang-kurasgnys 3
(tiga} tahun dan paling lama 8 {delapan) tahun serta denda
sckurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan
paling hanyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Apabila kita perhatiken secara seksamm, maka pasal & atag membawa
konsekuensi yuridis terbadap semua peraturan perundang-undangan (jadi tidek
saja undang-undang, tetapl juga ketentuan devegulast perbankan seperti Peraluran
Bank Indonssia ataupun Surat Bdaran Bank Indoncsia) yang berlaku bagi bank,
baik yang sudab maupun yang skan ada di kenwdian hari, apabila dilanggar dapat
diancam pidana menggunakan pasal terscbut. Oleh karens itu penulis sependapat
dengan Remy Sjahdeint yang menamakannya sebaga: “pasal sapu japat” 'S
Menurat penulis keberadaan “pasal sapu jagat” ind merupakan perwujudan
dari garis kebijaken hukum pidapa di bidang perbankan yang meemperiegas
kedudukan Undang-Undang Perbankan sebagat administrative penal law, di mana
setiap pelangparan ketentuan (administrast) di bidang perbankan mempunyai
sanksi pidana, Hal ini juga dijelaskan oleh Remy Sjahdeini sebagai berikut®” :
“.temmyata Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa  setiap
pelanggaran apapun juga terhadap Undang-Undang Perbankan, babkan
juga terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan lamnnya
&t war Undang-Undang Perbankan yang berlalm bagi bank yang tidak
ditentukan secara spesifik alau secara khusus ancaman pidananva, juga
diancam pidana.”
Ketentuan Undang-Undang Perbankan yang serupa dengan Pasal 49 ayat
{2) huraf b ind Juga terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal S0A. Hal inu dikarenakan
perbuatan vang dilsmang {gctws rews) pada dasarnyz sama, yakni " tidak
muelaksanakan langkah-langkab yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan ... vang berlaku bapi bank”. 28 perhedsannya hanyalah
digantungkean kepada sispa subjek pelakunya, schingga tentu sgja berbeda pula
ancamarn pidananya. Jadi jika Pasal 49 ayat {2} huruf b tadi ditujukan kepada
pengurus bank (dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank), maka Pasal 50

¥ Sutan Remy Sjahdeini, Kewentusa-Ketentuan. ., Op. Cir. |, hal. 13,
M2 rhid | hat. 2.
22 L ihat Puzal 50 dan Pasal 30A Undang-Undang Perbankan.
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subjek pelakunya ditujukan kepada pibak terafiliasi.®”’ Sedangkan untuk Pasal
S50A ditujukan kepada pemegang ssham yang “dengan senpaja memyuruh”
pengurus bank sehingga “mengakibatkan bank” melakukan perbuatan dimaksuod,
Iadi d1 sini unsur erimingd act-nya terwujud pada perbuatan bank yang melakokan
kejahatan dimaksnd sebagai akibat pengurssnya “disuruh” oleh pemepang saham.

Penyslahgonean BLBI vang dilakukan oleh hank selain melanggar
ketentuan mengenai BMPE dalarm Undang-Undang Perbankan, juga merupakan
tindak pidapa korupsi {di bidang perbankan), Korupst pada dasamnya merupakan

perbuatan “.secara melawan hukum melakuksn perbuatan memperkaya di
sendlirt atau orang lain ateu svatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara abau perckonomian negara . ”** Hanya saja perlu diparisbawahi bahwa
penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi®™® terhadap
kejahatan di bidang perbankan ini haruslah selektif, dalam arti dilihat secara
kasuistis karena tidak semua kejabatan di bidang perbankan dapat dikategortkan
sebagal tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan vang
dikentukakan M. Nur Harun sebagai berikut®? ;
“Khusus untuk tindak pidana korupsi yang merugikan kenangan negara
{pasal 1 ayat {1} a dan b}, perlu dilihat apakah tindak pidana yang tegadi
41 bank merugikan keuangan negarz atan tidak. Seperti diketahui bahwa
madal bank pemenniah ferscbui berasal dari kekayaan negara yang
dipisabikan, sedangkan modal bank swasts bukan berasal dani kekeysan
negara. Kalau tindak pidana korupst terjadi pada bank swasta, harus dilthat
terlebih dahulu apakah ada unsur Kevangan pegara, misainya onsur keedyt
Hkuiditas atau kredit program yang dananya berasal dari pemerintah yang
disalahgunakan...”,
Berdasarkan uraian di atas maka penvalehgunaae dana BLBI yang “berpotenst

merugikan kevangan negara™ dapat dikategorikan sebagai tindsk pidana korupsi,

! Pengertian pihak tecafiliasi dapat dilihat pads ketentvan Pasal 1 angks 22 Undang-
Undang Perbankan.

% pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lndang-Undang
No.3 1 Tabun 1999 sebagaimang diubab dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001). Bandingkan
dengan perumusan pasal 1 ayat (1) buruf 2 Undang-Undang Nomer 3 tahun 1971 yang telah
dicabut.

2 penyatahgunaan BLBI terjadi pada tabun 1997-1998 schingga beordasarkan waktu
kejadian (femprus dedicrie) yang berlake sdolah Undang-Undang Nomor 3 tahon 1971,

M. Nur Harwn, "Peratoran Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tindak Pidang
Kerzh Putih di Bidang perbankan”™, dadam Pariemsan Hniah tensong Kejahatan Kerah Pusih dan
Perkembangan IPTEK (Jskartz @ Badan Pembinzan Hukwm Nssiona! Deparemen Kehakiman,
1993), hat. 38,
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mengingat dana BLBI seluruhnya berasal dari kevangan negara, dalam hal ini
Bank Indonesia yang dalam Passl 34 ayat (1) Undang-Undang Nemor 13 tahun
1968 tentang fank Sentral,” ditetapkan sebagai “Pemegang Kas Pemerintah”
Kehijakan hukum pidana dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang
Perbanken {sebagai tindak pidana perbankan) ataupun dengan ketentuan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {scbagail tindak pidana koreps: &
bidang perbankan) terbadap penvalahgunsan dana BLBI mi sepenubinys
tergantung kepada aparat penegak hukum sebagel pihak yang berlugas
mengaplikesikan garis kebijakan hekum pidans yeng terdapat pada keteatuan
perundang-undangan pidana tersebut™’ Pada kenyatasnnya sebagian besar kasus
kejahatan penyalahgunaan dana BLBI ini diperksa dan dituntut dengan dakwaan
korupsi,?®® sehingpa ada vang berpendapat bahwa korupsi merupakan dalovaan
yang paling uwmum yang dipergunakan untuk menjaring kejabatan white collar
erime
Sebenarnya penyalahgunsan BLBI sebapai suam kejahatan di bidang
perbankan ini tidak saja termasuk dalam lingkup kejahatan kerah putih (swdize
coflar crime), namun lebik dari it dapat disebut sebagai kejahatan korporast
{corporaie orime). Hal ini dikarenakan tindakan penyalahgunean RBLBI yang
dilakuksn oleh bank {melalui perbuatan pengurus maupun permiliknya/pamnegang
saham mavoritas) telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik dan
akibat darf perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak vang cukup negastil

3 Undang-LUindang Nomor 13 iabun 1268 enfang Bank Seatral saat ind telah digant
dengan Undang-Undang Nemor 23 Tahun 1999 tenteng Bank Indonesia schagaimana dichab
dengan Undang-Undang Nemor 3 Tuhon 2004 dan kemudian divbah Iagi {peesbahan kedua)
dengan Ferpu Nomor 2 Tahun 2008

B¢ suchandione, Hark ndonesia dalam Kasus BLBF (Jakarta : Sachandjenn & Associates,
2002), hal, 19,

= Perundang-undang pidana Wu pads dasarnya merupakan pencgakon bukumn in
abstracte yang akan diwnjudkan datam penegakan hukum in concreta. Libat Muladi dan Barda
Nawawi Arief, Teort-Teorl... ; Op, i, hal, 197,

¥ Hampir sebagian besar kasus penvalshgunaan dana BLBT ditangani oleh Kejaksaan
Agung schinggs dinmzut dengan dakwean korupsi, misalnya terhadap Samadikun Hartono
{pemilik sekalipus Komisarls (Hams Baok Modorn) yang dalam putusan kesasi MA dinyakan
bersatah melakakan koripsi yang mgrugikan kevangm negara dan dihukum smpat tben penaza,
Penggunaur dekwaas korupsi febik disebabkan karenz Kejzkszan tidak mempunyzi kewenangan
penyidikan terhadep tindek pidana perbackan sehingga poficy yang diambil adalah dengan
mengkonsaoksikanrya sebagai tindak pidans korapsi di bidang perhankan.

= Mardiono Reksodiputre, “Kejahaian Korporasi..™, Loc. Git.
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terthadap perckonomisn negara.™® Dengan demikian penulis sependapat dengan
I.S. Susanto yang menyatakan bahwa kejahatan di bidang perbankan mengarah
pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank untuk meneapal tujuannya (crimes
Sor corporation), dan termasuk dalam  Imgkup korporasi jahat {ceimindd
corporation),”' sehingga sudah sepatutnya terhadap bank sebagai korporasi harus
pula dimintai pertanggungiawaban pidana.

Kejahatan korporasi sebagaimane yang dikemukakan di atas memang
masih merupakan konsepsi yang bersifat kriminologis, karena dalam perspektif
yuridis untuk depat mengkonstruksikan perbuatan yang dilakokan pengurus
maupun pemilik bank {pemegang sabam mayoritas) sebagai kejahatan {tindak
pidana) vang dilakvkan oleh korporast ientunya harus melihat pada kefentuan
hukum positif yang mengatur mengonai hal tessebut. Dengan perkataan lain
kebijakan hukum pidana mengenal pertangpungiawaban pidana {criminal liability)
seria sanksi pernidanaan {prnishment) terhadap bank sebagai pelaku kejahatan
penyaig%zguﬁaan BLEI i harus tercantum dalam persndang-undangan nasional,
khususnya Undang-Undang tentang Perbankan,

Sebagaimana yang telsh divraikan sebelumnya, penvalahgonsan BLBI ini
morapakan kejahatan di bidang perbankan berupa pelanggaran  ketentuan
mengenai BMPK yang terdapat pada Pasal 11 Usdang-Undang Perbankan
maupun poraturan pelaksanaannya. Jika ks perhattkan Undang-Undang
Perbankan {Undang-Undang Nomor 7 tahun 1922 sebagaimane telah diubsh
dengan Undang-Undang Nomar 10 fahun 1998}, temyata tidak ada satu pasal pun
yang  menyatakan  “bank  sebagai  subjek  hwkem  yang  dapat
dipertanggungjawabkan” berdasarkan hukwm pidana. Memang dalam beberapa
pasal Undenpg-Undang Perbankan menyebut larangan bank untuk melakukan

tindakan tertenty, misalnya “Bank dilarang  membenkan  ketorangan

9 Kejahatag korporasi {corparate crime) selain memanuhi unsur “a prime contnired by o
person of respeciebitity and hgh sceial stotuy i the course gf s oconpation™ {yang dikemukakan
Sutherland}, maka porbuaten tersshae harus dilukukan delam ranghke big business, don telsh
menyalahgunakan kepercayass enasvarakat (in violstion of (publiz}  irusr). Lihas Murdiono
Reksodipuire, Bunga Rampzi... , Op, Git. , hal. 138~ 140,

2! Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Peaclitian Masalah-Mosalah
Hkem Kejuhatan Perbankan (Jakarts @ Badan Pembingsn Hukum Nasions! Departemen
Kehakiman, 1997}, hat. 19,
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mengenai....”, > atau menysbutian kewajiban yang hams dilakukan bank,
misaloya “Bank wajib menjamin dena masyarakat vang disimpan..” ™ Akan
tetapi jika perbuatan itu dilanggar bank maka pertanggungjawaban pidana hanys
ditujukan kepada pengurus bank {anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai
bank), ™ pihak terafiliasi®™ ataupun pemegang ssham.”® Dengan demikian jika
dihubungkan dengan sistem tentang “kedudukan sebagai pembuat dan sifat
pertanggungjawaban pidana dari korporasi”,”’ maka Undang-Undang Perbankan
secara implisit telah mengakni cksistensi bank sebagai subjek tindak pidana,
hanya saja pertanggungjawaban pidana masih ditujukan kepada pengurusnys **

Adapun pengertian pengurus ini dalam Undang-Undang Perbankan telah
mengalami perluasan dengan adanya ketentuan mengenai pihak terafiliast,
Pengertian pihak terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan
kegiatan seria pengelolsan usahz fasa pelayanan vang diberkan oleh bank,
sehingga meliput™ ;

a. Anggols dewan komisaris, pengawas, direks! atau kuasanya, peiabal

atau karyawan bank;

b, Anggola pengurus, pengawas, pengelola afau kuasanys, pejabal, atau
karvawan bank, khusus bagi bank vang berbentuk badan hukom
koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku;

c. Pihak yang mermbenikan jasanya kepada bank, anfara lain akuntan
publik, penikzi, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d. Fihak yang menurat penilaian Bank Indonesia  turnt  serta
mempengarubi pengelofaan bank, antara lain pemegang saham dan
kelwarganya, kelvarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,
keluarga pengurus,

Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan
yang membebankan pertanggungiawsban pidans hanya kepada pengurus bank
{korporasi} ternyata tidak jauh berbeds dengan apa vang disnut KUHP. Hal ini
dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 59 KUHP, yang dalem perkembangannya

2 Lihat Pasal 40 svat (1) Undang-Undang Porbankan.

“ Likat Pasal 378 ayat {1} Undang-Undang Perbankaa.

3 Pasal 47 ayat (2), 474, 48 ayat (1, 49 ayat {§) dan (2) Undanp-Uindang Perbankan,

3 pagal 47 ayat (2), 50 Undang.Undang Parbackan,

¢ pasal 504 Undang-Unidang Parbankan.

7 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan..., Op. Cir. | hat. 72.

*® Dwidja Priyatne, Kebijakan Legislusi temtang Sisiem Pertanggungiowaban Pidana
Korporasi di Iudonesia (Bandung : Utoma, 2004), hal, 165.

#° Pasal | angka 22 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Semula dalam Undang.
Undang Nomor 7 tahun 1992, pengertion pilak wrafiliasi wedapat pada pasal 1 angks 15,
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harus ditafsirkan bahwa korporasi dapat menjadi pelsku (dader} namun
pertanggungjawaban tetap berada pada pengurusnya *°

Akibat dari sistem “pertanggungjawaban pidana” yang dianut Undang-
Undang Perbankan (maupun KUHP) ini membawa konsekuenst yuridis terhadap
kasus penyalahgunaan BLBI, di mana bank (korporasiy sebagar pelaku kejahatan
di bidang perbankan tidak dapat dijatohi pidana dengan Undang-Undang
Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tabun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 10 tahun 1998). Densikian pula halnya dengan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor
3 tahun 1971) yang belum mengenal korporasi sebagai pelake tindak pidana !

Sebenamya cksistensi korporast sebagai pelaku yang dapat dibebankan
pertanggungiawaban pidana iclah dikenal dalam perundang-undangan kita sejak
talmn 1955, Ketentuan ini dapat dilihat melalui pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Dri. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak
Pidana Ekonomi (dikenal dengan UUTPE)}, yang berbunyi sebagai berikui :

(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama
suatn badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan vang lainnya
atay suafz yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hekuman
pidana serta dndakan tata fertih dijatubkan, batk terbadap hadan
hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau suaby yayasan itu,
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak
pidana ekonomi ity atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan atay kelalajan iku, mavpun kedua-duanya.

Penvalahgunaan BLBI sehagat kejaliatan di bidang perbankan, sehingga
pada dasarnya merupsken bagian dari linpkup kejahatan ekopomi (¢eonsmic
crimesy. Akan tetapi unfuk memidanskan bank (sebagai Komporasi} dengan
menggunakan UUTPE ini juga terganjal oleh hambatan yuridis yakei ketentian
pasal 1 huref ¢ UUTPE yang terlebih dahuln mengheruskan kepada lembaga
legislatif {pembuat updang-undang) menjadikan seseatu perbuatan menjadi tindak
pidana ekonomi, sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tidak terdapat sato

9 Mardjono Reksediputro, Kemajuan Persbangunan..., Op. Ciz. gl 94 dan hal 99,
“ Lihat catatakan kaki Nomer 223,
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pasal pun yang menyatakan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana
ekonomi yang masuk dalam lingkup UUTPE,*?

Sehubungan dengan lidak dapat dipertanggungiawabkannya bank (sebagai
korporasi} terhadap kejahatan penyalahgunaan BLBI maka secara otomatis
terhadap bank juga tidak dapat dijatuhi sanksi pidans, Meskipun bank tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, namun dalam Undang-Undang Perbankan
masih dimungkinkan terhadap bank tersebut dikenai sanksi administrstif]
sebagsimana bunyi ketentuan Paswal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
sebagai berikut

Dengan tdak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47, Pasazl 48 ayat (1), dan Pasasl 49 Bank Indonesia dapai

mengtapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenubi

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalamm undang-undang ini atau
menyampaikan peﬁimbaﬁ%an kepada Menteri untuk mencabui izin usaha
bank yang bersangkutan.”’
Berdasarkan ketentuan terscbut dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum
pidana terhadap bank sebagal pelaku kejshatan di bidang perbankan sebagaimana
yang terdapat pada Undang-Undang temtang Perbankan lebih ditujukan kepada
pengurus bank (yang diperluas hingga mencakup pihak terafiliasi), sedangkan
terhadap banknya (korporasi) adajah berwujud pads kebijakars yang stlatnya non

penal (sankst administratif},

B. Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pemberian Release And

Discharge

Pembahasan pada bab sebelumnya telah  menguraikan  mengenai
penyalahgunaan dana BLEI oleh bank penerimanya sebagai suatu kejshatan o
bidang perbankan (baik ditimjau dari perspekiif kriminologis maupun yvuridis).
Kebijakan hukum pidana yang terdapat pada hukum positif vang berlaku {(pada

“ Jauh sebelum terjadinys kasus penyalabgumaan BLBL, peroal ads wacena wnink
miemnasakkan tindak pidans di bidang perbankan sebagai Tindak Pidana Ekonom: {ULFIPE}
dengan salab satu pertimbangan adalah univk memiddanzkan bank scbhagzal korporasi. Lital
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pambangunan.., , Qg Cir. | hal. 62 dan hal. 77.

*¥ Undang-Undang Nomor 10 tabun 1998 mengubab ketentuan Pasel 57 menjadi tiga

ayar, di mens pada ayat (2) owerinci fenis sanksi adminisiratil vang meliputi amars kin dends vang.

teguran feruiis, penurunan tingkst keschatan bank, Brangan mnut serta datam keglatan khiring,
maupsn pembekuan kegislan ussha bank,
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saat Itu) terhadap pelaku kejahatan tersebut telah mengkualifikasikanoya sebagai
tindak pidana perbankan {(maupun korupsi), hanya saja pertangggungjawaban
pidana tidak dapat dibebankan kepada bank sebagai korporasi namun masih
ditujukan kepada pengurusnya,

Pengertian pengurus tersebut kernudian diperluas (teriebih dengan adanya
ketentuan mengenat pihak terafiliasi bank) sehingga fidak saja mencakup para
corporaie execuiive {direkst dan komisaris bank}, tetapi juga meliputi para
pemilik bank {(pemegang saham mayoritag) sehagal directisg mind yang secara
fakiual merupakan pengendali kebijakan bank sebagai korporasi, ™ Menurut
penulis hal ini dapat dibuktikan denpan adanya pelanggaran BMPK (Pasal 11 jo
Pasal 49 ayat (Z) huref b Undang-Undang Perbankan) terhadap kredit yang
dibenkan kepada perusshaan-perusahasn yang termasuk dalam grup usaha duri
pemegang saham yang bersangkutan

Apabila dihubungkan dengan corporase crime, keberadaan para pemepang
saham sebagal peran kunci dalam operasional bank telah mempertegas kedudukan
korporast sebagai ... g seciological organization and a political instrument, an
economic force and a judicial person*™ Dalam hat ini penulis sependapat
dengan Remy Sjahdeini yang mengatakan terjadinya pelanggaran BMPK [ehih
disebabkan karena tekanan pemegang saham pengendali terhadap direksi bank.”’
Olch sebab it sceara formal yuridis penuniutan pidana juga hams dilakukan
kepada mereka sebagai acfor intelectualis yang memimpin atau memberi periniah
untuk perbuatan korporasi tersebut, *$*

Penuntutan pidana terhadap para pemilik bank {pemegang saham) sebagal
mhak yang paling bertanggungiewab dalam kelahatan penyalahgupsan BLBL
apabila dilihat dari konteks kebijakan bukum pidana {policy), sesungguhnya

** Lihat ajaran teori identifikasi, dalam Sulan Remy Sjabadeini, Pertanggungjawaban, . |
Op. Cit, | bal, 184 ~ 104,

P BPR-R), Zoc, Cit. Likat jugs dalom Sutan Remy Sjahdeini, “Jadi Bunkir, va Baoki
Saja”. Loz, Cit

3‘? Marshall B. Clinard and Peter O, Yeager, Op. Cit. |, hal. 24,

*” Sutan Remy Sjahdeini, Pedanggungjawaban... , Loc. Che.

** Lifrat ajaran mengensi pertanggungjawaban piduna terhadop mercka yang memimpin
atau memberi perintah (feitelijke leidinggever en opdracitgever) datam Mardjone Reksodipuiro,
Bunga Rampoi... . Jp. Ci, hal. 138 Jaga dalam Jan Remanelink, Op. C#.  hal 110 - 112,
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merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum {Jaw enforcement policy) ™™
Akan tetapi harus dipahami penegakan hukum pidana sebenarnya hanya sebagian
{sub sistemn) dari keseluruhan kebijakan pesegakan hukum, karena masih terdapat
upaya penegakan hukum perdasta dan upaya penegakan hukum administrasi,™"
terlebih terhadap kasus BLBI yang mempuonyal keilga aspek hukam tersebut.

Aspek hukum perdata BLBI dapat dihat dari penyaluran Banwan
Likuiditas Bank Indonesia {(BLBI} kepada sgjwmiah bank yang pada awalnya
dimaksudkan sebagal bantuan pemberian jeminan pembayaran atas kewajiban
bank-bank nmum kepada deposan dan kreditor, akibat terjadinya rusé. 3 Dengan
demikian secara yuridis-normauf (dalam konteks hukum perdata) BLBI
merupakan kredit atau pinjaman {utang) vang harus dikembalikan atau dilunasi
bank kepada pemerintah, Sernenfara aspek hukum administrasi BLBI tercermin
dart kebijakan pemerintsh (lege! policy) dalam menerapkan berbagai tindakan
administratif terhadap bank penerima BLBI tersebut.** Adapun kemudian dalan
praktiknya BLBI ternyata telah disalahgunakan oleh bapk penerims “basiuan”,
vang dalam hal il melalui perbuatan para pemegang saham (pemilik bank) untuk
kepentingan pribadi dengen melanggar BMPK, ®* maka aspek pidena BLBY
adalah sebagai pelanggaran hukum pidans {againts the criminal faw) yang sudab
barang tentil harus ditkuti proses penegakan hukum pidana (v emforcements
sehagai konsekuensi iogisnya‘w

Law enforcement policy terhsdap ketiga aspek hukum tersebut pada
dassnya harus dijalankan (sesual demgam tujuannya masing-masing) dengan

konsekuensi tidak boleh bertentangan bahkan gebalikoya harus saling mendukung

2% Bards Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijokan... . Loc. Cit. Lihat juga Peter G.
Hoefragels, Op. Cir, [ hal, 56 - 57,

20 pMuladi, Hak Asasi Manusia.. | Loc. it

B Andi M. Asrun dan A, Ahsin Thobari, BLE7 @ Perspekiif Hukum | Pslitik Das
Fionomi{lakana : Judicial Waich Indonesia (JWI, Januari 2003}, hal. 4.

" Berhagai tindakan administratf yang diambil pemerinteh {Bank Indonesia} terhadap
bark penerima BLBI grtara lain mengambil alih saham bask (rake over) sebagal penyertaan modal
pemerimah, membekakan izin Kepigtan vsshafoperasional bapk, maspun wmebikyidasi bank,
Menurut penulis tndskan odministratif pada konteks ini harws dibedakan dengan sanksi
administratif {Pagad 52 Undang-Undane Perbankan), katena tindakan ini dilakukss dalam: rangha
penvebatan bank {(Pasal 37 Undang-Undang Perbankan) das bukan karena havk disngeap icleh
tseiakikan pelangguran keteotuan admipsistratif §i bidang porbankan,

“* Andi M. Asron dan A. Ahsin Thehari, Op. Ci. , kal. 31.

™ thid., hal. 4.
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25 Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan yang diambil

safr sama lain.
pemerintab justru menimbulkan friksi atay benfuran aniara ketiga aspek hukum
rersebutf, di rmana teclihat pada penyelesaian di luar persidangan fouw!f of court
settlementy yang ditkuti dengan pemberian Release and Dhischarge kepada mantan
pemilik atan pemegang saham pengendali bank penerima BLBI. Mereka int pada
satu sisi mempunyal tanggungiawab utang BLBI kepada negara, sedangkan pada
sisi lainnya adalah sebagai  pelaku  kejshatan di  bidang perbankan
{bertanggungiawab datam kapasitasnya sebapal directing mind dari koporasi
bank). Kebijakan pemberian Release and Discharge ini selanjuinya akan
membawa  konsekuensi yuridis pada kebijakan (penegakan) hukum pidana
terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan tersebut,

istilah Release and Discharge merupakan salzh satu kiausula yang termuat
dalam perjanjlan Penyglesalan Kewanban Pemegang Saham (PKPS) vang
verbentuk MSAA (Masier of Settlement and Acquisition Agreement) dan MIRNIA
{Master of Refinancing and Note Issuauce Agreement). Perjanilan tersebut
ditandalangani antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (yang mewakili
pemerintah} dengan pemegang sabam pengendali bank penerima BLBI di mana
pada perianjian itu secara yuridis telah mengalihkan tanggungjawab wang bank
manjadi utang pribadi pemegang saham {perubakan status debitur/obligor).” Jadi
konteks refease and discharge sesungguhnya adalah berkaitan dengan aspek
perdata BLBL yaknl upaya penyelesatan utang bank kepada pemerintah Cq. Bank
Indonesia yang telah mesgucurkan BLBL

Pranata Relense and Discharge sendin tidak dikenal dalam sistern hukum
Indonesia yang merupakan sisiem hukum civil law, fetapi merupakan pranala
yang terdapal pada sistern hukum copumen low. ™ Adapun refease and discharge

yang termuai pads dokumen pegjaniian MSAA (maupun MRNIA) pada intinva

5 pdufadi, Kapita Selekia.., , Op. Cit. , hal, 41,

% Romisi Hukum Nasional, Kebijukan Reformaxi Hukum (Suatu Rekomendasi) {3akana @
Komisi Hukurm Masional Republik Tadonesie, 200233, hal. 45,

*7 Sebenarnya datem sistems hukum common faw, pranute refesse and discharge juga
dipergmakan dalam kontsks hubungan perdata. Likat definisi refesse dan definist dischurge
dabam Bryan A. Garper {8d.), 8lack's Law Dictionary, Seventh Edition {Dallas, Texas : West
LGroup, 1999 Sementara dalam konteks hukum pidana yang dikenal pada beberapa negara bagian
di Amerika Serikal adalh Release Disnrssal Agreement {pedjaniian pelepasan penghapusasn)
antarg jaksa penuntut gmum dengan terdakwa, Likat Andrea Wyatt, “Relense Disnyissal
Agreement Validity” dalam Villaneve Law Beview (ViHanova University, 1994}, hal 1)
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menefapkan bahwa BPPN, Menteri Keuvangan, dan pemerintah tidak akan
menuntut secara pidana kepada pemegang saham pengendali (PSP} bank dan
pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan

utang dari PSP bank, yang berbunyi sehagai beri kut*®

“... BPPN and the Minister of Finance of the Government of the Repnblic

of Indonesia, represeniing the Government of the Republic Indonesia,

herety acknowledge and agree that they will not commence or prosecute
any legal action or enforce any legal right that the Minister of Finanee,

BPEN or the Government of the Republic of Indonesic may have

against ....In respect of any matters related 1o any siatutory and regulatory

legal lending limit violations related 1o the Shareholder Louns (as defined
in the Master Agrevment] or any maiter related to the Liguidity Support

{as defined in the Master Agreement}.”

Jadi pada intinya pengertian “release and discharge” diartikan sebagai
suatuy pernyaiaan (dari pemerintah) bahwa tagihan BLEI menjadi lunas dan
selanjuinys pemenntah tidak akan melakukzn tuntutan pidana atas pelanggaran
vang dilakukan oleh bank serta me-refease semuva jaminan yang sebelumnyn
diikat untuk BLBIL Dengan perkataan lain maksud dan fujuan pencantuman
klausula release and discharge yang lerkandeng dalam MSAA/MRNIA adalah
rangka penyelesaian wang BLB! dengan pembebasan dari semua funtutan hukum.
termasuk aspck pidananya. Kesepakefan ini dapat dianggap sebagai maksud baik
pemeriniah  {yang dalam hal ini diwakili BPPN) dalam mencart solusi
penyelesaian utang BLBI dengan cara mengesampingkan aspek pidana dengan
harapan bahwa PSP bank penerima BLBI (selaku obligor) mau membayar utang
BLBI tersebut kepade pemerintah.

Apabila kita kaitkan dengan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari
kebijakan imegral, maka klausula yang tertuang dalam perjanjian lerscbul
menurut perwlis belumlah dapat dikatakan sebagai suatu politik hukum (Jegadf
policy) yang dapat mempengaruhl arab kebiigkan hukum pidana, khususnya pada
tahap aplikasi {penegekan hukum). Hal imi selain dikarenskan bertentangan

dengan kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan

= Dokumen MSAA antara BPPN den gan Siamsal Nussaline (BONTL Adapun perjanjion
MBEAA atay MRENIA antarn BPPN dengan pemogang sabam pengendali bank linnya, meski
substansioya berbeda namun khusus mengenst pasal “refease and disciurge” ini pada pokoknya
sama.
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(hukum positify yang berlaku,”” juga karena fidak ada dasar hukum yang dapat
melegitimasi perjanjian tersebut,”® mengingat dalam sistem hukum kita masalah
pidana tidak dapat diperjanjikan {meskipun dalam hal ini BPPN mewakili
pemeriniah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut). Apalagi dalam perjanjian
MSAA/MRNIA juga terdapat klausula vang menyataken bahwa sebagai syarat
sahnya perjanjian tersebut antara lain harus ditandatangani oleh JFaksa Agung.
“..to the extent thot the Attorney General ackmwoledges or raijfies this
Agreement in writing by signing the signarure puge here of or otherwise™, akan
tetapi kenyataannya Jaksa Agung {pada waktu itu dijabat cleh Andi M, Galib)
tidak pernah menandatangani dokumen MSAA/MRNIA !

Dengan demikian apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum
pidana maka segala tindakan administrasi maupun perdata tidak mengurangi
kemungkinan pelaku kejahatan tersebut untuk dapat dipetlanggungjawabkan
dalam hukum pidana.*® Penulis sependapat dengan Romli Atmesasmita yang
mengatakan buhwa aspek hukwmn pidana sepanjang dimuat dalam keientuan
perundang-undangan di bidang kKeuangas dan perbankan saembustnya semakia
dominan dibandingkan dengan agpek hukum administrasi dan hukom perdats
yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Pada perkembangan selanjuinys pranata release and discharse yang
semula hanya iercantum dalam klausula perjanjian MSAA/MENIA akhimya

mendapatkan legitimasi dengan diterbitkannys sejumlab peraturan perundong-

9 Hukum pidana kita juga mazngens] adanys penyelesaian perkara di e pengadilan,
misalnya lembage “ranvads?™ (KUHP), any “Schiting” (GUTPE)L Nameo penyelesaion inf hanya
dapat diterapkan pada tindak pidana pelanggaran yang digncam dengan pidany dends dan tdak
terhadap tindak pideoa keighatan, Lihat Jun Remmelisk, Op. Ciz ., hal. 442, dan Andi Hamzab,
Op. Cir. | bal. 40 — 41, Sedangkae pads Lindang-Undang Perbankan maupun Undass-Undaos
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi keteotsan yang demikian Uidsk ada sehingge tidok
dimungkinkan upayy semacanm iy,

% Pada saat ditandatangani dokumen MSAAMRNIA terschut befum ade dasar hukurs
{peraturan perundang-undang} yang dapal melegitimast sehnya Blausule relfease sud discharge.
Terlebih BFPN Jugs bukanish instansi penegak bukum yang dapat mengadakan perdamatan dalam
kasus pidana, Jaili pecianiian tersebut semata-mata dalam skema bisnis {perdata). Lilmt Munarman,
“Korupsi BLBI” dalam Seputar Indonesia (6 Maret 2608).

M Kwik Kian Gie, “R&D, Apa Artinya Pelunason don Pembebasan” datam Kempas (10
Desember 2607).

*2 Datam Buku 111 KUH Perdasa {(BW) dalam Pasal 1381 dikatakan hahwa perfkatan
hapus karena pembayaran, tetspi pembayaran tidak menghilangkan tanggung jawab dalam
kzpangan hukum pidana. Kemudian, dalam Pasal 1353 nreoentokan bahwz perdemaran tidak dapal
menghalangi kejaksaan vatuk menuntut perkara pidananya. Lihat K. Subekt don R Tikrosudibio.
Kitah Undong-Undong Hulaay Perdyta. Burgeriiph Werboek {(Jakarta - Pradnya Paramita, 19843,

% Romii Atmasasmita, Peagantar Hukum... {p. Ci,, hal, 48,
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undangan yang secara formal yuridis mempericgas cksistensi release and
disvharge ini. Namun apabila ditinjeu dari perspektif kebijakan hukum pidana
maka veng paling signifikan pengarvhnya terhadap penegakan hukum pidana
adalsh dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 20602
tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah
Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepads Debitur Yang Tidok
Menyelesaikan Kewsjibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang
Saham pada tanggal 30 Desember 2002,

Instruksi Presiden Nomor § Tahun 2002 dapat dikatakan merupekan
perwujudan dari politik hukum (legaé poficy) yang dijalankan pemerintah dengan
maksud untuk melaksanakan :

1. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2G02 tentang Rekomendasi atas Laporan
Pelaksanaan Putusan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik
Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tshunan
Maielis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tabun 2002,

2. TAP MPR RI Nomor XIMPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyal
Republik Indonesia Tahunr 2001, vang memerintabkan agar pemeriniah
konsisten terhadap kesepakatan penyelesaian utang pars konglomerat
melalul mekanisme MSAA  {perjanjian penyelesaian BLBI dengan
jaminan aset).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahon 2000 tentang Program Pembangonan
Nagional, yang menuntut pemerintah memberikan intensif kepada para

obligor yang kooperatif.

Berkaitan dengan kebyakan hukum pidana (penal policy) terhadap
kejghatan penvalahgunaan BLBI maka ketentuan vang terdapat pada Instruksi
Presiden Nomor & Tahun 2002 ini secara jelas memberikan arah garis kebijakan
pencgakan hukum pidana (karenz Inpres int ditwjukan juga antara lain kepada
Jaksa Agung dan Kapolri), yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

{. Debitur yang telah melakukan penyelesaian akan diberikan  bukti

penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan (release and discharge)
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dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagsimana diatur dalam
perjanilan,

2. Debitur yang sedang melakukan penyelesaian diberi kesempatan uniuk
secgpatnya menyelesaikan mangnya. Adapun debitur vang tidak atay tidak
bersedia menyelesaikan sampail dengan berakhimys batas waktu yang
telah ditentukan akan diambi! tindakan hukum yang tegas dan konkeret,

3. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dari aspek pidana, maka pada
kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau
penuntutan oleh instanst penegak hukum, sekaligus juga dilakukan proses
penghentian aspek pidananya. Bukt penyelesaian berupa pelepasan dan
pembebasan (release und discharge) akan dilakukan oleh BPPN setelah
mendapat persetujuan dari Eomite Kebijakan Scktor Kevangan (KKSK)
dan Menneg BUMN,

Konsekuensi  yuridis dari diberlakukannya Instruksi Presiden Nomaor &
Tahun 2002 fersebul meombawa perubahan grab kebijakan penegakan hukum
terhadap para pelaku kejabatan di bidang perbankes: (pemegang saham bank yung
kini menjadi obligor)., Kebijakan hukum pidana yang semula terkandong dalam
Undang-Undang Perbankan {Undang-Undang Nomor 7 tahun 1942} maupun
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupst {(Undang-Undang nomor
3 ahun 19713 sama sekali tidsk mengatur adanya upaya “perdamaian”™ sehingga
proses pidana (penuntutan) harus tetap dilaksanakan, namun kini dengan adanya
Iopres tersebut dapal dikesampingkan atan “dituada™ dengan memberikan
kesempatan kepada para pelaku kejahatan di bidang perbankan tersebut
menyelesaikan kewajiban aspek perdata terlebih dahulu,

Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif hukum  pidana
sehagatmana dijabarkan oleh Packer, maka dalag hal ini bukan tindak pidananys
{crime} yang dihilangkan, skan tetapl pertangpungiawaban pidananya (criming?
lighifity) yang dihapuskan sehingga sanksi pidana (punmishmens) tidek dapat
dijatuhkan. Jadi merupakan dasar penghapus tuntutan pidana di fuar KUHP 2%

* Dasar penghapus tuntutan pidaca dalam KUHP meliputi #¢ bis in idem (Pasal 76).
terdakwa meninggal dunia {Pasal 77}, deluarsa (Fasal 78), dan tranzaksi atau pebayaran denda
terhadap tindak pidana pelanggaran yang diancan dengen dends saja (Pasal 8323,
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Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal (crimingd
policy} maka Inpres Nomor B tahun 2002 ini merupakan upaya mendayagunakan
sarana non penal dalam hal penangpulangan kefabatan {di bidapg perbankan).
Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa hukum pidana apabila hendak dilibatkan
dalam penanggulangan keiahatan maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan
politik kriminal (socia? defence plovmingy dan ini pun harus merupakan bagian

%5 perwujudan  rencana

integral dari rencana  pembangunan  nasional,
pembangunan nasional pada saat dikeluarkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2002
terdapat pada Undang-Undang Nomar 235 Tahun 2000 tentang ’?mgram
Pembangunan Nasional (Propenass), yang mana pada bagian Program
Penyelesaian dan Permnantavan Utang Perusahsan, dinyatakan bahwa®®:

.. debiwr-debitur yang melanggar hukum harus diproses secara hukum

dan proses penyelesaian utangnya ietap dilaksanakan sesual dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Debitur vang kooperatif dapat diberikan
insentif, sedangkan debitur yang tidak kooperatif ditetapkan penalti atau
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
Dengan demikian substansi Instruksi Presiden Nomor & Tahon 2002 tersebut
adalah penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembungunan Nasional (Propenas), sehingga meropakan suatu  kebijakan
pemerintah atay sepert: vang dikatakan Sudarto sebagai bagian dari kebijakan
integral pembangunan nasional. *®’

Secara yundis adanya kebiiakan “release and discharge” vang terluang
dalam Instruksi Presiden Nemor & Tahon 2002 tersebnt telah mereduksi peran
hukum pidana sebagai sarana dalam menanggulang! kejahatan sehingpa ada
pendapat yang mengatakan bahwa kebilakan terscbut merupakan Implementasi

dari  kebijakan  sesant  dalam  rangka memfasilitasi  kepentingan  pelaku

** Sudarto, Hukum dan... | foc. O,

" Lampiran 342 Undang-Undsng Nomot 23 Tehon 2000 tentang  Program
Pembangunan Nasional (Propenas).

7 patusan Mahkamab Agung Nomer 06G/HUM/2003 tanggal 30 Desemsber 2005
menmguskan menclak gugatan uyt materi! (rdivial review) vang digjukan oleh Yayasan Lembaga
Bantuan Hukurs Indonesia (YLBHL) dan Indonesis Corruplion Watch (ICW) terhadap Inpres
Nomor § tshun 2002, dengan pertimbangan putusse yang pada pokokaya menyatakan bahwa
Inpres Mawor 8 tahun 2002 merupakan kebijekan presiden {befesd regefy) yang tidak terrmasuk hak
it matgeil schingga tidak dapat dijadikan objek sengkera judiciof review.
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(konglomerat). 28 Pandangan sebaliknya justru melihat tidak  meropakan
penvimpangan dari asas-asas hukum yang berlaky, bahkan merupakan cara
penerapan hukum yang terbaik bagi yang bersangkutan.** Menurut penulis kedua
pendapat tersebut ada benarnya, tergantung darl sudut mana kita memandang hal
tersebut, apakah darl substansi yang dirasakan “tidak adil” ataukah dari formal
yuridis yang melibatnya sebagai kebijakan integral negara. Alasan penulis im
didasari pandangan yang melihat hukum sebagai produk kebijakan (policy).
karena jika dilihat dari kontcks Xkebijakan (poficy) hukam  sesunggubnya
merupakan produk politik, di mana hukum sebagal dependent variabie (variabel
terpengaruh) tidak dapat dipandang hanya sebagal pasal.pasal yang bersifas
imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus  dipandang  scbagai
subsistem vang daiam kenyatzan bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh politik
sebagal independent variable {variabe! berpengaruh), baik dalam perumusan
materi maupun dalam implementasi dan penegakannya.*™

Pelaksanaan dari kebijakan hukem pidana dikaitkan dengan adanys
instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 mengenai kebijakan “refease and
discharge” tersebut adalah dengan cara mengesampingkan perkara tindak pidana
(deponiry yang ada kaltannya dengan peavalahgunaan BLBI manakala obligor
BLBI bersikap koperatif' dalam pengembalian utangnys. Artinya, para pelaku
kejahaten penvalahgunaan dapa BLBI yang secara fakinal meskipun telab
memenuhi romusan hokum pidana akan dibebaskan dari perfanggungjawaban
(tuntutan) pidana atas kejahatan (tindak pidana) vang telah dilakukannya jika yang
bersangkulan melunasi wtangnya. Sebaliknya apabila penerima BLBI bersikap
non~-koperalif atau tidak mau melunasi utangnya maka kepada yang bersangiotan
tetap dilekukan penuntutan pidana sebagai wujud pertanggungiawabannya.

Konkretisasi dari wajwl pelaksangan “releave and dischorge”™ adalah
diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKLY dari BPPN sapabila telah membayar
wlangnya secara tunai sebesar minimum 30% dan bersedia membayar sisanys
dengan sertifikat bukti kepada BPPN. Dengan SKI. tersebut mereks vang telah

diperiksa dalam proses penyidikan akan diberikan Surat Penghentian Penyidikan

8 8. Arkef Amenilsh, Op. Ciz, hal. 16-11.
f@ Ramli Atmasasmita, Feagantar Hukum..., Op. £, hal. 43,
1 nioh, Mabfud WLD., Palitik Fukum Di Indoresia. (Vakara : LP3ES, 19943, hal. J.2.
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Perkara (S8P3), ' dan mereka yang tengsh diproses i pengadilan dapat
menjadikan SKL sebagai "novins™ atav bukti barn yang dapal membebaskannya
dari penunigtan maupun sanksi pemidanaan *”

Berdasarkan apa yang telah dibahas ternyata menunjukkan bahws
kebijakan hukum pidana ferhadap bank sebagal pelaku kejzhatan di bidang
perbankan pada tahap legisiast maupun tahap aplikast masih Jermah dan cenderung
berpihak kepada kepentingan korporasi. Adanys ketidakberdayaan hukum pidana
terhadap pelakn kejahatan korperast {di bidang perbankan ini) menunjukkan
bahwa banyak kejahatan tersebut yang belum terjaring oleh sistem peradilan
pidana, baik karena celsh-celab dalam hukum pidana kita meupun karena hukum
seeura sadar dap tidak adil telah memibak kepada kelompok-kelompok dalam

3.2 Dalam hal ini

penulis juga sependapat dengan Sahetapy vang mengatakan sebagai berikut®™

masyarakat yang punya tobi kuat (politic and esconomic power

"Hukum dalarm kedirtannya secara inheren tidak ads sangkut pavinya
dengan persoalan keadilan dan kebemaran, Hukum tidak kain dap fidek
bukan hanya merupakan suatu sarana saja padas pemerintah atau dalam
tangan-tangan yang berkussa untuk mengarahkan cara berpikir dan
bertindak uniuk tiba di twjuan yang hendak dicapai. Dengan demikian
maks hukum menjadi suatu sarana yang ampub dalam rangka kebijakan
(policy) uniuk mencapai pelbagal tujuan penguasd, kelompok minorilas
atau mayoritas yang berkussa, dalam rangka mewajudkan cita-ciia yang
headak dicapsi. Dalam rangks konseptualisasi vang demikian maka
hukum selalo berpihak, selaly berwarna dan oleh karena itu tidak akan ada
kata Tkeadilan” ataupin “kebenaran™ dalam makns dan hakikat yaocg
scbenarnya,  selain kata  “kepastian®  yang  memang  ferpancang
dalam “kamus hukum”.

T Libel Paso! 109 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknys menyatakan penyidik dapat
manphestikan peoyidikan apabila sidale terdupat cukup bukti, own peristiwa tersebut bukan
ierupakan tiadak pidas, ataw penyidiksa dinestikan demi hukug, Alpsen penyidikan dihentikan
demi bwkum inish yang menjad? daswr pertimbaugan penyidik Kejaksaan Aguns dafam
menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Ferkara {(8P3) terhadap kasus-kasus {pidana} tersangka
obiigor BLBI yang telab mamperoleh SKI. {(refease and discharge).

™ pada umuoiiya obligor yang memperelel SkL (refease amd discharge) hasus
pidananya masih berada pada tinpkat penyidian {Kejaksaan Aguog) sehingga belum diliropahkan
ke pengadiian.

) Mardjono Reksodiputro, “Kejahatan Korporasi...”, Op. T, hal. 696.

7). E. Saletapy dan Mardjone Reksodiputio, Parodps dalam Krininologi (Jakarta,
Rajswali Pers, 1989} hal. 17 - 18,
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. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bank Sebagai Pelaku Kejahatan Di
Bidang Perbankan Pada Masa Yaang Akan Datang

Kejahatan di bidang perbankan sebagai bagian dari kejahatan ckonomi
{economic crimes) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat hubungannya
dengan sistem ateu strukiur ckonomi nasional. Peran sektor perbankan yang
sangal strategls dalam kegiatan perekonomian menyebabkan  peraturan
perundang-undangan yang ada di bidang perbankan memerlukan pembaharcan
agar dapat sesual dengan lujvan pembangunan nasional.

Salah satu uwsaba untuk menjaminnya kegistan perekonomian  dan
perbankan dapat berjalan sebagaimana tujuan pembangunan adalah melahs
pendayagunaan  ketentuan  pidana  dalam  rangka  pericegahan  maupun
penanggulangan berbagel perbuatan vang disebut dengan kejahatan ekonomi
tersebut. Fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan keiahatan ini
selain harus memperhatikan kebiiakan perlindungan sostal (social defense policy},
juga harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi vang hendak dicapai.

Saeat i telah ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2604 tentang Sistcm
Perencanaan Pembangunan Nasiona! dan penjabarannya dalam Peraturan Presiden
Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangenan Jangka Menengah Nagianal
{shun 2004 - 2009 yang merupakan landasan bagi arah kebijakan pembangunan
nasional. Apabila kita cermati pada substansi pembangunan di bidang hukum,
ternyata kedua peraturan perundang-undangan tersgbut lebih menckankan kepada
masalah penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
sedangkan masalah tindak pidana di bidang perbankan belum mendapatkan
perhatian.

Dengan  perkatean  laim  arah  kebijakan  hokum  pidana  terhadap
penanggulangan kejahatan di bidang perbankan ini sebenarnya masih belun jelas.
Padahal apabila kita lihat ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang
perbankan saal ini, yakni Undang-undang tentang Perbankan (Undapg-Undang
Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998) menunjukkan substansinya masih ferdapat barrvak kelemaharn.

Salah satu kelemahan sebagaimana yang telah diuraikan adalah belum

diaturnya cksistensi  bank sebagal pelaku tindak pidana  vang harug

{nivergitas Indonasgia
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dipertanggungjawabkan secara hukum bersama-gama dengan pengurus atauy
divecting mirmd bank tersebut. Apalagi jika kita kaitkan dengan kebijakan
pembernian release and discharge sebagai suatu pranata “baru” yang sebelumuya
tidak dikenal dalam sistem hukum kifa. Sebagaimana dikaakan Muladi bahwa
keluaran (owfpuf) sistem hukam harus dikaji dengan baik, karena tidak mustahil
diskresi yang ada selanjutnyz dapat dievaluasi dan dijadikan masukan bagi
pembaharuan hukum.*”

Pembaharuan hukum dilihat dari pendekatan kebijakan pada hakekatnya
merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan sekaligus upaya
memperbabarui substansi hukum (fegal substance) dalam rangka mengefekiitkan
penegakan hukum.”® Pembzharuan hukum dalam konteks yang demikian tidak
lain merupakan baglan dari kebijakan hukum pidana (penda! policy). yang dapat
diartikan sebapal usaba mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang
sesuai dengen keadaan dan sitwasi pada suatu wakiu dan untuk masa-masa yang
akan datang, dalani arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna®”’

Pemmbahasan mengenal kebijakan hukum pidana ini tidak dapat dipisahkan
dengan konsep dasar yang diatur dalam hukum pidana, yaitu meliputi tindak
pidana, perlanggunpjawaban pidana, scrta sanksi pidana (pemidanaan). Dengan
demikian kebijakan legislatif alau kebijakan perondang-undangan sebaga bagian
dari perencanaan dan mekanisime penanggulongan kejahatan ini meliputi*™ ;

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terfarang apa yang akan
ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

4. Kebijakan tenang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan
terlarang itu dan ststem penerapannys;

3. Kebijakan tentang prosedur atay mekanisme sistems peradilan pidana

dalam rangka penegakan hukum pidana,

Pembahasan pertama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidans
terhadap bank scbagai pelaku kejahatan di bidang perbankan ini adalah mengenai

perbuatan pidana {erimiral acs), yang belum diatur dalam Undang-Undang

73 puladi, Hak Asasi Manusia..., Op. Cit,, hal. 86,

“* Rarda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., Op. Cit. |, hal. 26.

7 Lihat Sudarto, Hokim Pidang dan,.. . Oa Qi hal. 93 - 94, Juga dalam Sudario,
Hukso dan... , Op. i hal. {33

% Muladi den Barda Nawawi Arief, Teori-Teori..., Op Cir. , hal. 198.
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Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana weleh dinbah dengan Undang-Undang Nomor
10 mhun 1998 tentang Perbankan, Hal inl barkeitan dengan proses kriminalisasi,
yang dikatakan Sudarto sebagal prosss penetapen suatu perbuatan orang sehagal
perbuatan yang dapat dipidana.*” Memurut penulis makna “orang” sebagaimana
dikatakan Sudarto tersebut harus diperluas dengan “korporasi” sebagal suatu
Jurisdic person.

Untuk itn ada baiknya jika dikemukakan kemball mengenal tindak pidana
yvang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 fahun 1992 sebagaimana felah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaifu
terdiri atas tujuh jenis tindak pidamg yang distur pada Bab VI mengenai
Ketentuan Pidans dan Sankst Administratif Ketojuh jenis findak pidana {yang
dikualifikagikan sebagai kejahatan} tersebut meliputi :

1. Kejahatan menyangkut izin usaha bank {Pasal 46 ayat 1),

2. Kejabatan berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 ayat | dan 2);

3. Kegjabatan vang berkaitan dengan kewsiiban memberikan keferangan
kepada pihak berwenang (Pasal 47A);

4, Kejshatan berkaitan dengan pengawasan hank oleh Bank Indonesia {Pasal

48 avat 1);

5. Kejahatan berkaitan dengan kegiatan memjalankan usaha bark (Pasal 49

avat 1 dan 2);

6. Kejahatan vang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank {Pasal 50);
7. Eeishatan yang dilakukan cich pemegang saham {Pasal 50A).

Apabila dihubungkan dengan penyalahigimaan BLBI yang dilakukan bunk-
bank peonerimanya {scbagai suatu kejehatan), mala apa yang terdapat dalam
ketentuan Babh VI Undang-Undang Perbankan femyatz belum cukup memadal
karena  masih  terdapat  beberapa  kejshatan  lainnyz  yang  belum  diatur
Kejahatan terscbut merupakan kejahatan yang dilakukan oleh  korporasi
(corporate crime), jadi dalam komicks bank sebagai pelaku kejahatan, Adapun
yang pertama adalah kejahatan yang menvangkut pembenan mformasi tidak henar
kepada masyarakat atau calon nasabab yang berkaitan dengan window dressing,
dan yang kedua adaish kejahatan vang menyangkut praktik bank dalam bank yang

% Sudarto, Hukem Pidang dan... , Op. Cit. | hal. 39 - 40.
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menyangkut ketentuan mengenai pelanggaran batas maksimum pemberian kredit
(BMPK) vang masih belum tegas.

Untuk vang periama, veitu kejahatan ysng menyangkut pemberian
informasi yang tidak benar kepada masyarakat atau calon nasabab yang dalamm
bahasan Inggris disebut dengan istieh Froudulent Misrepreseniion. Prakiik
pemberian keterangan yang tidak benar untuk fujuan jshat itz dilakukan dengan
maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok,
dengan cara melangpar hukum dan secara fangsung ataupun tidak langsung

280

merugikan pibak kin.™™ Menurut penulis perbuatan tersebut tidak saia melonggar

etika bisnis yang baik (geod corporate governance} namun juga melangsgar
kepercayaan masyarakal (vielation of public trust).

Kejahatan Froudulenr Misrepresention dalam kegiatan perbankan ini
sangal terkait dengan window dJdressing, yaitu tindakan mengelabul masyarakat,

yang pada umumnya berupa kegiatan urtuk menciptakan citra yang baik di mata

23]

masyarakat dengan ¢ara menyajikan informasi yang tidek benar. ™ Meskipun

kejahatan window dresging Ini secara materiil belum terlihat merugikan pibak

/. ¥4

manapun: pada saat kejahatan ftu dilakukan, ™ pamun akibat yang ditimbulkan

justru sangat negalif bahkan membawa dampak yang cukup besar terhadap
perekonomian pasional. Sazleh satu contoh dampak yang ditimbulkan adalah
runtuhnya sektor perbankan pada saat krisis moneter yang diakibatkan praktik
window dressing yang dilakukan bask, sebagaimans Kesimpuian Hasil Audil

Investigasi BPK Nemor 06/01/Auditama IVAVVINZ000 tanggal 31 Juli 2004,

yang menyebutkan sebagal berkut™ :

“Dugaan bahwa laporan berkala dari bank-bank tidak dapal dipercaya.
terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan ofeh Bl dan due diligence oleh
BPPN dalam rangka propram pepyehatan bank. Laporan duwe diligence
tersebul  banyak mengungkapkan berbagal pelanggaran dan rekayasa
transaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu lama, namun tidak
terdeleksi oleh sistem pengawasan bank yang diterapkan oleh BL”

"0 Gandhi, “Praktik Franduleat Misrepresention” dalam Kiki Pranasarl den Adrianus
Meliala {E4.), Prakied Pamberian Kewgrangan yang Tidak Benar {Frawdalfent Misrgprosestarion) |
Suaree Madws Penpimpeangon Ekonomi {igkarta : Ul-Press, 198]), hat 4 - 5.

¥ H. Setivono, Kejahatan Korpovasi : Analisvis Viktimologis dan Pertemggungienvelia
Korporasi defam Hokow Pidona Indonesia {Malang : Bayomedia Publishing, 2803), kal. 66,

2 Rijanro Sasrowardayo, “Praktik Penyimpangan daa Kejahaton Perbankan™ dalam
Kiki Pranasari dan Adeianus Meliaig (B4} Op Ci. bal. 72

B RPK-RY, Loo. Cit.
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Mengingat kejahatan window dressing ini pada hakekatnya merupakan

prakeik curang (frexd) akan selafu ada dalam prakiik perbankan dan merupakan
karakter dari kejahatan skonomi yang dilakukan tanpa kekerasan, oleh karesa itu
sudah sastnya kejahatan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan vang
akan datang. Demikian pula terbadap subjek pelakunya juga harus diperluas
sehingga tidak saja mencakup bank sebagai korporasi namun meliputt pula
korporasi perusahaan akuntan publik selaku pihak terafiliasi bank, karena tidak
jarang windew dressing ini justru dilakukan oleh perusahaan akuntan publik vang
berkolusi dengan bank seperti yang terjadi pada kesus Enron Corp. di Amerika
Serikat,”™**
Keighatan selanjutnys adalah kejahatan yang menyangkut “praktik bank
dalam bank” yang terkait dengan pelangparan batas maksimuwm pembenian kredit
{(BMPXK) atau fegal lending limit. Mesurut Rijante Sastrowardoyo, konstruksi
“praktik bank dalam bank” adalah sebagai berikut™* :

“Apabila terdapal unsur-unsur dalam bank vang melakukan kegiatan

tertentu seperti memberikan kredit atau menerima simpanan ataupun

kegiatan perbankan lainnya di lvar operasi formal yang lazim dilakukan
oleh bank, maka operasi bank di dalam bank dapat melibatikan kegiatan
para cknum pemegang saham, pengurus, pejabat, para pegawai..

Kegiatan ini akan semakin juas apabila ada unsur keluarga, kerabat atan

handai taulan vang ikt memanfaatkan fasiittas bank untuk keuntungan

diri pribadi atan kelompoknya.”

Apabiia melihat dari konstruksi yvang digambarkan tersebut, maka pada
dasarnya “prakiik bank dalam bank” tersebut sudah mengarah kepada tindak
pidana berupa penggelapan dana masyarskat (nasabah) ataupun nepara (dalam hai
terdapal penyertasn modal pemerintah atau bantuan dana likuiditas padn bank).
Dengan demikian juga mengandung unsur-unsur tndak pidana korupsi. Praktik
bank dalam bank semacam ini sulit dideteksd, dan permasaiahan baru muncul
apabila pinjaman ity mulal macet dan tidak kembali (non performing loan).

Beberapa modus operandi “praktik bank dalam bank” yang terkait dengan
pelanpgaran BMPK ini adalah rekayasa transaksi dengan berbagal cara, misalnya

membuat perusahsan-perusahass  fktif yang seolah-olah perusahaan bukan

:“ Sutan Remy Sjahdsini, Pertanggungiawaban, _, Op. Ciz. , hal. 11 ~ 12,
* Rijanto Sastrowatdeys, Loc. Cit. . bal. 66 - 68,
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grupnya, untuk dikucurkan kredit. Dalam “Buku Putih™ terbitan Cenrer jor
Banking Crisis sebageimana dikutip Anef Amruollah, disebutkan bahwa
perusahaan dimaksud hanye paper company, bahkan alamatays pun palsu-m
Modus operandi lainnya {(sebagaimana gambar skema di bawah ini) adalah
dengan menyajurkan kredit melalui bantuan pihak ketiga (chanelling), misalnya
perusahaan pembiayaan (mulfi finarnce). Pada tahap selanjutoya perusahaan maffi
Sinance itu akan memberikan kredit lagi kepada perusabaan grup pemilik bank,

yang kemudian diikutl dengan “permnyataan” pengambilalihan utang (cessie) ™

Modus Operandi Penghindaran BMPK

MEEALG LEMAAUA PEMBIAYAAN

0‘ PALATE
FitdANTE

PERUSAHAAN |

I KREDT LEMBAGA ;
zBANK TAnGTana] | FEMBIAYA AN "e‘“ GROUP %

PEMILIK BARK

U
LEMBAGRA | :
PEMBIAYAAN

STATEMERT AMBI. ALIH HUTANG

Ketentuan mengenai BMPK in telah diatur dalam pasal 11 Undang-
Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagainiana
diubah dengan Undang-lindang Nomor 1€ Tahun 1998}, ramun terhadap
pelanggarannya “terpaksa’ mempergunakan ketentuan pidana pasal 4% ayat (2}
huruf b Undang-Undang Perbankan vang oleh Remi Sjahdeini disebut dengan
“oasal sapu jagat” %8 karena memang tidak diatur dengan ketentuan pidana
tersendiri. Schaiknya ke depan kejabatan ferhadap pelanggaran BMPK ini
dinyatakan dalam suatu pasal tersendiri dan dengan menambah bank (korporasi}

sebagai subjek pelaku tindak pidananya.

8. Arief Amcullab, Op. Cit, bal, $8.

7 Bareskeim Mabes POLRI, Asatomi Kejahatan  Perbanken, modul presentasi
disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan FORSAT (Forensic Accowsting and Assets Tracing)
di Cinere, tanggal 29 November - 22 Desember 2004, hal, 17,

¥ Sutan Remy Sjahdeini, Ketentuan-Keteniuan..., Op. Cit, . hal. 13,
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Berkaitan dengan penyaizhgunasn BLBI yang dilakukan oleh bank,
sebelumnya telah dibahas bahwa kejshatan tersebut pada hakekatnya jugs
merupakan tindak pidana korupsi (di bidang perbankan). Korupsi pada dasarnya

E11

merupakan perbuaten  “.secara melawen hukum  melskukan  perbuatan
mempetkaya din sendirl afav orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuvangan negara ataw perckonomian negara 2 Menurut penuis
unsur adanya kerugian kevangsn negara merupakan salah satu pertimbangan yang
cukup penting untuk memasukkan kejahatan di bidang perbankan scbagai tindak
pidana korupsi *°

Meskipun saat ini program bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI}

sudah tidak ada lagl namun program serupa masih dipertshankan karena berkaiian
dengan fungsi Bank Indonesia scbagai rbe lender of the last resort {penyedia
pinjaman dana dalam rangka memberikan bantuan kepada bank pada situas!
darurat). Hal in1 bisa kita lihat pada ketentuan Pasal 11 ayat {(4) Undang-Undang
Bank Indonesta (Undang-Undang Nomor 23 tshun 1999 sebagaimana lelab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tabun 2004), di mana terdapat fasilitas
bantuan dana likuiditaz kepada bank yang sedang mengalami krisis keuangan
yang disebut dengan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FDP), sebagai berikut ;

{1} Dalam hal sustu bank mengalami kesulitan keuangan yang
berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis vang
membahayakan sistem kevangan, BI dapat memberikan fasilitas
pembiayaan darurat yang pendansannya menjadi beban Pererintaly,

Jadt pada prinsipriya FDP mirip dengan BLBIL Belajar dari pengalaman

kasus pemberian dara BLBI yang dikatakan oleh Sukowaluyo Mintorahardjo
bagatkan buah simalakema, karena penyaluran BLBI menimbulkan resike morud

hazard””" maka pemberian FDP ini juga beresiko yang sama > Terfebib lagi di

239

Pasal 2 Undapng-Undang Pemberaiasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang
Mozl Tahzm 1999 sebapaimmana divbsh dengan Undang-Undang No,20 Tahun 2681),

# K ebijakan pezzegakarz hukumi ostek mengkonstruksikan kejahatan 4i bidang perbankan
sebagat tindak pidana korepsi ini nampak pada srehan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Klosus
Kepaksasn Agung dalam Rapat Kerda Teknis tahun 2084 i JTakarta yvang diikuti Kepals Kelaksoan
Tingei dan Asisten Pidana Khusus selureh indonesia.

' Sukowaluyo Mintorahardio, BLBI : Sinwdakama Pertarwhan Kekuwasaan Presiden
Swaharto {Jakarts - RESL, 2001), hal. 4 das . 6.

5. Batunanggar, “Fasililes Pembiayaan Darurst Vs BLBI™ dalam fivesior Daify (2
Februari 2686).
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Indonesia, adanya penyertaan modal pemerintah ke dalam lingkup aktivitas bank
sebagai kegiatan bisnis, merupakan tempat potensial untuk terjadi korups: di
lingkungan swasta atau kerja sama korupsi oleh sekior swasta den sektor publik
(coilective coruption). > Tnilah yang dikatakan oleh UNDP ({mited Nuotion
Development Program) sebagai state captrre tvpe of corruption (SCTC), yain
« the collusion among public and private agents for privare benefir* *!

Hanys saja penerapan kejahatan di bidang perbankan sebapgal tndak
pidana korupsi pada saat ini terganjal oleh ketenfuan pasal 14 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang

menentukan®

“Setiap orang yang melanggar ketentuan wndang-undang yang secara tegas
menyatakan Bahwa peienggaran terhadep ketentuan undang-undang
tersehut sebagal tindak pidana korupsi berlaku ketentwan vang diatur
dalam undang-undang {korupsi, pen.} ini,”
Ketentuan fersebut mengandung tnakna bahwa jika dalam ketentuan undang-
updang lain v {dalam hal ini Undang-undang Perbaonkan} tidak difegaskan
sebagai tindak pidana koropsi maeka Undang-Undang Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998
sebagaimarm diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak dapat
diberlakukan karena terdapat “fex specialis systemmatic”. *** Ketentuan vang
demikian tidak ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups:
yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahup 19713, sehingga menurud genulis
undang-undang vang lama lebih luas jangkavannya (khusus dalam hal ruang
lingkup tindak pidana korupsi karena dapat mencakup tindak pidana korupsi di

bidang perbankan).

5 Rpmii Avmasasmita, Pengantar Flukum... , O 242, hal. 28,
** jenis korupsi lainnya adalab pety administrative corenption (PAC), yakni korupsi
yang dilskukan olely priabat publik {(birokasi atau pelitik) dengan menyatahgunskan kewenongan

dan pada wmumnya berupa pesyuapen. Likat Christiante Wibisona, Corvuprion amd Confiizr of

nterest in indoresia, makalah disampaikan pada Serpisar Koropsi Ditiniau dari Pyrapektif Tukum
dap Politik, Jakarla, 6 Agustes 2007, hal. 2,

“ Lilat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidons Korupsi.

¢ Remli Aimasasmita, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi : Lex Specialis
Systematic Versus Lex Specinlis Derogat Lege Generalis” dalam Media indonesia (15 Olober
20671
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Apabila kita telusuri ketentuan Undang-Undang Perbankan {Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana divbah dengan Undang-Undang
Namor 10 Tahun 1998, ternyata tidak satu pasal pun vang menycbutkan bahwa
kejahatan di bidang perbankan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Dengan
demikian apakah kejahatan di bidang petbankan ini tidak dapat dituniut
bercdasarkan scbagai tindak pidana korupsi? Terhadap hal Ini menurat Arief
Amrullah, dapat dikembalikan kepada semangat (fegal spirit) dibentuknya
Undang-Undang Pemberantesan Tindak Pidana Kompsi,w yang tercermin dalam
208

Penjelasan Umum pada alinea ke-5,"" yakni:

“.agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan
kevangan negara atau perekonomian negera yang semakin canggih dan
rumit ... , sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendin
atau orang lain atau suatu korporasi, secara melawan kol dalam
pengertian formil dan materil.”

Mengembalikan kepada fegal spirit terscbut adalah sesuai apabila
dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undeng-Undang Perbankan yang
menyatakan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari magyarakart
terlebih kegiatan menghimpun dana yapg dilakukan oleh bank, tidak hanya
bersumber dari masyarakat, tetapi juga dari pemerinteh alau negara. Dengan
memahami Jegal spirit yang mendasari peraturan hukum yang harus ditesakkan
tersebut, dapat menctralisasikan Resenjangan antara semangat hukum yang ash
{original legai spirity dengan semangat bukum yang berkembang pada saat
dilakukan penegakan hukum (actudl legal spirit) ="

Jadi meskipun kefahatan di bidang perbankan vang merugikan Keuangan
negara dapat dikualifikasikan sebagal tndak pidana korupsi, namun demi
legitimasinya maka secara formal yuridis dirasakan perlu unluk memasukkan
kejahatan di bidang perbankan vang mengandung “unsur kerugias kevanpan
negara” sebagal tindak pidama korupsi. Bahkan sebenarnya jika kita perhatikan

ketentuan Pasal 49 ayat (2) hurul @ Undang-Undang Perbankan, pada dasarnya

M. Arief Anwrallah, Qg Cir,, bal. 105 — 188,

¥ penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Koreps) (Undang-
Undang No.371 Tahun 1999,

M Muladi, Hak Asasi Manusia, .. , Op, Ciz, hal, 68
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sudah mengandung unsur-unsur findak pidana korupsi, yaitu suap (Bribery}
kepada pejabat bart,*™

Peinbahasan selanjutnya adalah masaleh pertanggungjawaban pidana
{eriminal liabitity) di mana dirasakan perlu untuk smemasukkan bank (korporasi)
sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai perbandingan, pada beberapa perundang-
undangan lain juga telah menunjuk korporasi sebagat subjek hukum pidama,
Berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan maka perundang-undangan
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bank schagai pelaku kejahatan korupsi)
dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubaban Atas Undang-
Undang Nomor 15 tshun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang {(bask
sebagal pelaku kejahatan money faundering). Ke depan ira kiranya perlu daluy
Undang-Undang Perbankan (yang diperbaharui} untuk mempertanggungjawablkan
bank sebagai pelaku tindak pidana di bidang perbankan.

Adapun konstruksi pertanggungjawabannya dapat menggunakan ajaran
sirict  liability {pertanggungjawzban  mutlak} ataupun  vicariows livbility
(pertangpungiawaban yang dialihkan} yang secara tegas harus dicantumkan dalam
vndang-undang perkanken sehingga lebih memudahkan penuniut umum dalam
pembukiian unsurnya. Hanys saja yang tidek boleh dilupakan babwa meskipun
bank (selaku korporasi} dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini Gdek
boleh mengurangi kemungkinan dipidananya pengurus atay pemegang sat:am atau
siapapun tersebut yang bertindak sebapai directing mind korporasi tersebut. Jadi
mereka vang menjadi actor iteleciuatisy ini juga tetap dipidana bersama-sama
dengan korporasi (bank). Dalam hal ini penulis sependapat dengan Remi
Siahdein] yang mengatakan, “.sistem pembebanan tanggungiawab korporasi
yvang terbaik adalab pengurus dan kerporasi sebagai pelaku tindak pidana, dun
keduanyva pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.™!

Selanjutnya yang ferpenting adalah pemberian sanksi pidana yang tepal
terhadap korporasi.  Sebagaimana  dikalakan oleh  Packer bahwa usaha

pengendalian perbuatan anfi sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang

0 Lihat Pasa! 49 ayat (2) horuf 2 Undang-Undang Perbankan
™ Sutan Remy Sjahdeini, Pertangaungiawaban... , Op. Cir. |, hal, 2 - 63.
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yang bersalah melangger peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang
mempunyai dimensi hukum yang sangat penting. ** Demikian pula halnya
pemidanaan terhadap korporasi bank, terlebih korporasi merupakan juridic persox
sehingga tujuan pemidanaannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan manusia.

Khusus terhadap pengurus bank (mavpun pihak terafiliasi lainnya.
termasuk pemegang saham) maka sebenarnya ancaman sanksi pidana yang
terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 {yang menpgubah dau
menambah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992) tentang Perbankan sudah
cukup memadai. Kebijakan hukum pidana yang menonjol pada undang-undang ini
gdalah ancaman pidans (pgigera) vang cukup tinggi dengan keteatuan minimal
khusus {dengan kata-kata “minimum penjara sckurang-kurangnyva..”) yang
dikumulasikan demgan pidana denda (dengan kata-kata *...penjara dan denda...}.
Penda ini pun cukup tinggl dan jugs dengan ketentuan minimal kiwsus {dengon
kata-kata “minimum denda sekurang-kurangnyva...”).

Sarnksi pidana yang berat ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undany
masih memandang pidana sebagai efek prevensi generalnya, ™ Meskipun
Undang-Undang Perbankan telah mencantumkan sanksi pidana yang berat namun
keberadaan sanksi pidana ini tidak ada artinya karena dalam praktiknya temyata
cksistensi sanksi pidana justru dikesampingkan dengan adanya kebijakan “refease
and discharge”.

Kembalt kepada pemidanaan terhadap bank sebagai korporasi maka
sekilas perfu dilinjan terlebib dahwuln bahwa hukem pidana kita terutama didesain
untuk menghadap) perilaku individu muousia. Jadi meskipun telah ada usaha
memungkinkan pertanggungiawaban korporasi, namun prakiek peradilan pidana
Indonesia menunjukkan bahwa kesaslahan (pertanggungjawaban pidana) masih

dibebankan pada manusia pelakunya (pengurus atau pegawainya),”

** Herbert L. Packet, Op. Cit. , hal. 3.

% Sudarto, Hukum dan.., , Op. C#t, , hal, 35.

™ Hingga seat ini belum ada yurisprudensi di tndonesia yang menistubkan sanksi pidana
kepada korporasi meskipun beberaps perundang-undangan telah memungkinkammya. Adapun
penunmian terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi pentams kali dilakukan sdalab pada
kisus Teluk Buyat. dimama PT. Newmount Minahese Raya (sebagal korporasi) didabwa
melakukan tindak pidang Bngkungan hidup, sayangaiva pada tingkat Pengadilan Negeri dipuiss
bebas karera hakim menganggap unsur vang didakwakan penuntut wroum tidak terbuksi,
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Upayz Konvensional menghadapi kejahatan korporasi salah satunva adalsh
dengan ancaman pidana denda yang tinggi terhadap korporasi, Tujuvannya adalah
agar korporasi merasakan kerugian karena perbuatannya tersebut, Hal ini juga

dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut™

¥... hukuman penjsra bagi para pejabat badan hukum yang
bertanggungjawab, di samping dendaz yang lebth berat terhadap
perusahaan, vang dapat didasarkan pada aset atau kekayaan badan hukun
atau terhadap jumiah keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara flegal,
dapat memaksa para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan
dengan sangat hati-hati resiko apabila melanggar hukum atau perondang-
undangan yang berlaky,”

Kerugian akibat harus membayar denda yang tinggi tersebut secara tidak
langsung dapat menyebabkan para pemegang ssham jugs dirsgiken, karena
keuntungan korporasi (dan karena itu deviden yang dapat dibagikan} akan
berkurang. Konstruksi pemikitannya adalah diharapkan pada akhimya pemegang
saham dapat mempengaruhi pengorus korporasi agar tidak melakukan tindak
pidana karena justru akan merugikan mercka (para pemegang saham).

Asumst inf ternyata tidak selaln benar, terlebih untuk perusahesan yang
besar {konglomerasi). Kenyataan ini dapat dilibat pada kasus kejahatan
penyalahgunsan dana BLBI di smana justra pemegang sabamlah vang berinisiatif
sebagai directimg mind perbuatan tersebut Fal demikian int dapat terjadi karena
cara pandang para pemegang saham dari korporasi (bank) vang juga tahu bahwa
pertangoungiawaban mercka adalah terbafas (bank berbentuk Perseroan Terbatas).

Jadi sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputre™® ;

“Iika kemungkinan imbalanniya cukup tfinggi, mereka akan membiarkan
korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai resiko tinggi
{yang membahayakan atau merugikan masyarakat), karena kalau korporasi
berlsil mereka akan memperoleh keuntungan {keuangan) vang besar,
Sebaliknya apabila diketahui penegak hukum, mereka hanya kehilangan
deviden saja.”

Dengan demikian usaha menghukum korporasi melalui pidana denda

hanyalah efektil untuk perusahaan kecil dan menengah (smal? seale husinesses).

¥ Soedjono Dirdiosiswore, Kefekatan Bisnis (Orientasi dan Konsapsi) {Bandung
Mandar Maju, 1994), hal. 94
% mardjone Reksodiputre, Bunga Rampai... , Op. Cit, hal, 1473
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tetapi tidak untuk perusahaan besar (konglomearasi} atau big business. Keadaan ini
sedikit banyak juga dipengaruhi akibat moral insensibility para pengurus dan
pemepang saham korporasi.’”’ Pengertian moraf insensibility adalah cara pandang
corporate executive yang merasa perbuatan yang dilakukannya tersebut bukandah
kejahatan (not really criminal), sehingge hanya karena “unfortunate misiake” saja
mereka bisa ditukum,

Adanya carz pandang yang demikian karena dalam pemidanaan denda
terhadap korporasi tersebut tidak ada stigma sosial yang diberikan oleh
lingkungannya (masyarakat) sehingga tidak menimbulkan efek dezerrence, Untuk
itulak sanksi pemidansan terhadap korporast selain menggunakan upaya penal,
juga perlue didavagunakan upava non penal secara bersamaan dalam rangka
menunjang upava penal tersebut. Terlebih lagi apabila kita kaitkan dengan tindak
pidana korporasi, dimana posisi bank dapat berfungsi sebagai pelaku, sehingga
tindak pidana korporasi ini tidak hanya cukup bersandar pada hukum pidana saja
melainkan Jebih luas keterkaifanmya dengan pemerataan  keadilan  dan
kemakmuran bagi masyarakat (crime againts public welfare).®

Pemberitaan di media massa techadap kejahatan vang dilakukan kelompok
bisnis (korporasi) sebenarnyz dapat meniadi “celaan moral” dari masyarakat
sehingga diharapkan menimbulkan rasa malu (public ashame) pada pelakunya.
Schagaimana dikemukakan Adrianus Meliala, teori yang diusulkan oleh Peter A,
French sebagai “Hester Prynne Sanction” imi apabila diterapkan ierhadap
korporasi maka dapat membuat melu para pegawai korporasi (dari pegawai
rendah sampai yang tinggi)’'® Selain itu terdapat pula suatu teori yang dikenal
dengan nama “re-infegrative shoming” yang dikemukekan oleh Braithwhite, di
mana dikutip Adrianus Meliala bahwa rasa malu tersebut hendaknya ditujukan
kepada pengurus yang mernpakan chief execwtive officer (CEO) suatu korporasi

sebagai sasaran pemberitaan (rargets for shame)!!

7 Githert Gels, “Detesring Corporate Crime” dalam M. David Eomann and Richard 1.
Lundman {E4.}, Oz Cir. |, hal 281 ~ 292,

% Muladi, Hak Asasi Manusia.. , Op Cit, hal. 64,

199 Badan Pembinaan Hukumst Nasional, Cp. Cir. , hal, 20.

HY Adrianus Meliala, Menyingkap Kejahatan Keroh Putih {Jakarta - Pustaka Sinar
Harapan, 1993), hal, &1,

3 ibid. | hal. 63.
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Menuorut penulis upaya non penal ind dapat diadopsi sebagai upaya penal,
yakni dalam hal penjatuhian pidana terhadap korporasi sebagai pidana tambahan
{s¢lain denda yang tingpi terhadap korporasi dan penjara terhadap pengurusnya).
Jadi hakim dalam potusannya memberikan sanksi pidana berupa mewajibkan
untuk divmumkaniya putusan terscbut dalam media massa. Lebih jauh lagi,
hakim juga dopai menetapkan kepada pengurus korporasi tersebut untuk di-black
st {dimasukkan dalam dafiar orang fercela schingea untuk sekian wakiy lamanya
mantan pengurus/pernegang saham bank tersebut tidak boleh menjadi pengurus
fpemegang saham bank lagi). Beratnya “stigma moral” dan sanksi pidana in
kemungkinan akan memberi efek general deterrence yang mencegah pelsku lain
mulakukan perbuatan sorupa,

Upaya non ponal lninnya yang juga dapat dipergunakan terhadap korporasi
adaleh pengaturan dird sendinl (seff regulefion} dalam rangka mengubah perilaku
korporasi. Pendapat ini dinamakan Mardjono Reksodiputro sebagai upays “pro-
aktif”, yaitu dengan sangat ketat menetapkan kriteria untuk menjadi pengurus atau
pemegang jabatan kunci pembuat keputusan dalam perusahasn, sehingga mercka
inilah yang nantioya akan bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukom vang
dilakukan korporasi.’' Pada tulisan lzin ia juga menganjurkan agar diadakan
campuran antara pengamran din sendirl (baik itu melalui asosiasi pengusaha
maupurn  pengaturan di  dalam  perusahaan sendiri}) dengan  sanksi-sanksi
administratif’ yang tegas dan keras (seperti denda yang tinggi dan penutupan
perusahaan) yang dikumulasikan dengan sanksi pidana. Pemikiran ini dilandasi
strategi preventif yang vang disebut “compliance strategies” (strategi pemaksaan
diri} di mana menurotya yang akan dapat lebih melindungi publik tetapi tidak
mengganges berlangsungnys kegiatan bisnis yang bersangkutan.3 )

Tidak kalah pentingnya dalam hal pemidanaan terhadap korporasi adalah
adaleh upaya penyelesaian ¢ luar peradilan (persidangan} atau out of court system.
Peatingnya alternatif penyelessian perkam di hsar peradilan (pidana} ini juga
disingguog dalam Kongres PBB Kesembilan tentang Prevention of Crime and the
Treatment of the Offenders 81 Calro pada tghun 1993, yang dikutip oleh Aref
Amruilah sebagai berikut

H2 srardiono Reksodiputre, Kemajoan Pembangunan .., Op. Gz, hal. 122 123,
3 Mardiono Reksadiputrs, Bunga Rampai.. |, Op G, hal 154,
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”...d% mana untuk perkara-perkarm prlana yang mengandung unser fraud
dan white coflar orime atay apabila terdakwanya korporasi {corporate
crime), maka pengadilan scharesny tidak menjatubkan pidaua, fetapt
meneapai suaty hasil yang bermanfaat hagi kepentingan masyarakat secara
menyelucah dan mengurangt kermungkinan terjadinya pengulangan.™"

Upaya penyelesaian di luar peradilan {out of court) ini menurut penulis
sangat baik diberlakukan terhadap bank sebagai pelaku kejahatan korporasi
Hanys saja yang perly diperhatikan babws konsep yang penulis usulkan ind
harusiah tetap dalam koridor hukwm acara pidana (sistem peradilan pidana}, atau
dengan perkataan Rm dilaksanakan olh aparat penegak hukum. Dengan
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah jaksa sebagai
piﬁak yang mewakili negara di bidang penuntutan) maka kedudukan hukum pihak
yang melakukan “pegjanjian perdamaian” tersebut adalah tidak sejajar,®*’ di mana
kedudukan negara seprog-ordingt  terhadsp temsangkafterdakwa  (korporasi),
schingge tetap dimungkinkan vupaya paksa {(force} dalam hal apabila
tersangkafierdakwa korporasi {bank} tomyata Hdak “koperatif”, Konsep ini jelas
berbeda dengan owt of court settlemen! yang dilakukan oleh BPPN dalam
penyelesaian kasus BLBI (baik skema MSAA, MRNIA ataupun APL),

Upaya penggunaan penyelesaian di luar peradilan ini juga divsulkan
sebagai salah satw rekomendasi Komisi Hukem Nasional {KHN) kepada
pemenntah dalam ranpks menvederhanakan penanganan perkara korapsi, >0
sehaga; bertkut ©

“Mf}dei ;?f:m b:zrga:'{zing (perianjion perkara) yang ber?aku di.fxmerika

Serikat perlu diterapkan dalam perkara korupsi. Selain  untuk

menyederhanakan proses, pengembalian kerugian negara diharapkan dapat
dilakukan secara optimal, tanpa menghilangkan sifat pidana.”

M Ariel Amrotiah, Op. Cir, , Bal. 239,

1% Sou Remmeliak, Op. Cit. | hal, 448,

18 Romisi Hukum Nasional, Kebiaban Reformasi Hukum, Suatu Rokomendasi (fitid 1)
{lakarta ; Komisi Hukum Nasional Republik Indongsia, 2007), hal. 61.

W Plea hargaining pada hakekatnya merupakan suatu ncgoesiasi antara penuntul uroum
dengan terdakwy stau pembelanya vany dilandusal suatu tkatan yang saling menguniungkan, Flea
bargabiing ini dilskuksn pads tahap schelum persidangen dimalei {tabap pre-mial stau
arraignmenty di mavps terdakows dapat meoaystaken gadly (bersalah} sehingge selanjutaye hakim
singgal menistubkan potusas hokeman tanps berug momerikse ey perharanye. Likat Romil
Atmssasmim, Sigtern Poradilan Pidana..  Op O bl 12 - 115 den bal, 12¢
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Menvrut penulis perianjian model plea bargaining ini sebaiknya jugs
diadopsi tidak saja kepada tindak pidana korupsi namun juga pada tindak pidana
kejahatan di bidang perbankan yang meklibatkan korposas! bank sebagai pelakunya.
Perwujudannya teatu bukan seperti refease and dischurge pada kasus BLRBI vang
perkaranya kemudian di-BP3-ksn (deponir) bl twlah mendapatkan Surat
Keterangan Limas (SKL), namun schatknya lebih mirip penyelosaian sehikking
ataupon “transaksi”,*® Ketentuan demikian ini menurut pemulis perle diatur
dalam Undang-Undang Perbankan ke depan pantinya.

Pembenan sanksi pidana vang dijatubhkan pada skema penyclesaian di luar
persidangan ini menurot penulis sebaiknya tidak terbatas pada denda saja, tetapi
juga meliputi tndakan tata teriib yang dijatubkan bersama-sama dengan pidana
denda, misalnya pembayaran ganti rugi (uang pengganti kerugian), pencabutan
keuntungan, pengawasan pecusahaan (corperafe prebutics, pengambilatihan
korporasi {fuke over), hingga penutupan dan pembubarzn korporasi. Berkaitan
dengan hal ini penulis berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia dalam hal
penjatuhan sanksi administratif kepada bank schagaimana kefentsan Pagal 52
Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimanm
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998} scbaiknya dilinjau
kembali dan dyjadikan sebagai sanksi pidana berupa "indakan fata teriily” seperil
halnya ketentuan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Fkonomi Undang-
Undang Nomor 7 Dif. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan
Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Pesjatuhan “tindakan tata tertib™ sebagai suatu
sanksi pidana naropaknya sangat tepat untuk dijatubkan terhadap korporasi karcra
sejalan dengan Kongres PBB Kesembilan tentang Prevention of Crime and the
Treatment of the Offenders di Cairo pada tahun 1995, 3%

Kebijakan penyelesaian di lvar persidangan (owf of cowrd) vang masth
dalam koridor peradilen pidana ini sekaligns dapat menjadikan hukum pidana
sebagai kelentuan yang bemsifat “premium remidium” terhadap kejahatan di
bidang perbankan yang dilakukan oleh bank selaku korporasi. Selama ini pada
umurnys penggunaan sanksi pidana terhadap perundang-undangan di bidang

administrasi (administrative penal law) adalah sehatas ontuk menunjang

T 1 ihat Andi Hamezab, Op. Cir. , bal. 40 - 41 dan Jan Remmelink, Op. 72, , hal, 442.
% Lihat juga pendapat Sudarto dalam, Hukum dan... , Op. Cit. | hal, 93,
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keheradaan sanksi administratf{ schinggs bemifst subsidaritas atou wltinnm
remidium.”™  Meskipun demikian dalam hal-hel terienty penggunaan hokum
pidana dapat dintamakan, terlebih terhadap korporasi, sebagaimeaez yang
dikatakan oleh Clinard dan Yeager dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut

The degree loss to the public,

The level of complicity by bigh varporate managers,
The duration of the viclatin,

The freguency of the violation of the caeporation,
Evidence on infent to violate,

Evidgnee of the extoriion, as in bribery cases,

The degres af notoriety egendered by the media,
Precedent in law,

. The history of the seripus violation by the corparation,
10, Deterence potential,

i1, The degree of corporation evidenved by the corporation,

Mo Bo N B R b ba e

Keuntungan dani penggunasn sarans pidana yang diintegrastkan dengan
penyelesaian di loar persidangan (o) of cowrd) i adalah memangkas wakis dan
tenaga sehingga mempercepat sistern administrasi peradilan yang seringkali
memakan waktu lama hingpa suato putsan berkekuatan hokum tetap. Pada kasus
vang berhubungan dengan kejabatan ckenomi {6i mana kejahatan perbankan
termasuk di dalamnya), menuret penulis akan sangat nsken apabils terhadap
kerporasi yang dijatuhi pidana dends {sebaga) pidana pokoknya), setelah diputes
bersalah {melalui proses peradilan yang memakan waktu cukup lama hingga tahap
banding atau kasasi), ternyata tidak mampu dieksekusi untuk membayar denda
yang tinggi tersebut karena aset korporast sudah dislihkan atay status hukumnya
sudah berubah (bankrutliknidasi) sehingga denda tingg tidsk eda artinye lag
{tajuan pemidansan tdak tercapail. Dengan demilaan ussha untuk mencegah
suaiu perbuaian dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sankst yang
negatif yang berupa pidana, memang perly diserial perhitungan akan biaya yang

harus dikeluarkan dan hasil yang dibarapkan akan dicapai.**

V¢ Pengerttan witimunt remidivn adaleh pidena dipergonakan sebagai sarana atais upaya
terakthir seielah upaye administrast atay upaye pordats dilekulmn (berfunpel subsidaritas) Jadi
apabils Hidsk porlu sekall handaknys jangan menggunakan pidaoa sebagal sarans. Likat pendaput
Sudarto dalam fhid. |, hal. 24 '

*3 Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, Op. Cir. hel. 172,

*22 Sudarts dalam, Hukem dan... , (. £3, hal, 37 - 38,
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BAB4
PENUTLP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yaog i{clah dibahas dalam penelitian ini muka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijaksn hukum pidana ferhadap bank sebagal pelsku kejahaian &
bidang perbankan yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perbankan
{Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 scbapaimana diubab dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199E8) ternyata lebih ditujukan kepada
pengurus bank fyang diperluas hispga mencakup pihak terafiliasi} atau
subjek hukum manusia, sedangkan terhadap banknya (korporasi) adalah
herwujud pada kebijakan yang sifatnya non penzal (sanksi administratif),

2. Kebijakan pemberian refeave and discharge berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 8 Tahun 2002 telah membawa perubahan arah kebijakan
hokum pidana pada tabhap aplikasi (penegakan hukum) terhadap para
pelakua kejahatan di bidang perbankan. Kebijakan pembetian release and
discharge ini apabila dilihat dar sudut pandang kebijakan, secara formal
merupakan suatu kebijakan {(policy} vang sifatnya integral dengan program
pembangunan nasional vang ada pada saat i, terfepas dari substansinya
yang cenderung berpihak pada kepentingan Korporasi.

3. Kebiiskan hukum pidana lerhadap bank sebagal pelaku kejhatan 41
bidang perbankan vang termmyats pada tshap legislasi maupun thap
aplikasi dirssakan masih lemah dan cenderung berpihak kepade
kepentingan korporasi menuntut perlu dilakukan upaya pembaharoan
terhadap Undang-Undang Perbenkan. Kebiakan hukum pidana dalam
pembaharean tersebut meliputi kriminalisasi beberapa perbuatan sebagai
tinddak pidana perbankan, dimasukkaonya pertanggungjawsban pidans
korporasi, serta pemidanian dengan mekanisme penyelesalan di loar

persidangan (out of court) yang masih dalam koridor peradilan pidana.
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B. Saran

Pada akhimya penulis menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil

penclitian sebagai berfkut

i

Perlu dilakukan pembabarvsn Undang-Undang Perbunkan kbususnys
berkatfan dengan pendaysgunaan hukum pidana terhadap bank schaga:
pelaks kepahatan di bidang perbankan melputi kriminalisasi beberapa
perbuatan sebagai tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana
bank selaku korporasi, serta penjatuban sanksi pidana dengan suatu
mekanisme penyelesaian di luar persidangan (out of court) yang masih
dalam kondor peradilan pidana (transaksi), sebagai suatu kebijakan hokum
pidana {pengl policy) vang integral dengan kebijakan pembangunan
ckonomi nasional.

Dalam penanganan kasus kepahatan di bidang perbankan {terleinh yang
melibatkan bank selaku korporasi), aparat penegak hukum dituntut untok
lehih dapat menjiwai semangat yang terdapat pada saat pembentukan
undang-undang (Jegal spirit) schingga kebijakan penegakan hukun (faw
enforcenent policy} vang dilakukan dapat mencapa hasi! yang maksimal
dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) terbadap kejabatan
di bidang perbankan tidak cukup berszndar pada sarana penal {(pidana)
semata namun juga periy ditunjasg dengan upaya non penal {prevention
without punishment) di mana peran serta masyarakat sangat dibutubkan
dalam rangka pencegahan terbadap kejahatan di bidang parbankan yang
dilakukan bank zebagai pelakunys, antara lain melalui pengawasan
masyarakat {1L.8M} dan media massa. Tidak kalsh pentingnva adalah
pengawasan yang intensif dard insfansi hirokrasi (Bank Indonesia} serta
regulasi yang mengatur secara ketat terhadap kegiatan pecbankan dalara

rangka mencapai good corporate governance.
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